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ABSTRAKSI

Nama : PUGUH AJT HARI SETIAWAN
Program studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Vanation Order Sebagai Klausul Derivatif

Terhadap Ruang Lingkup Tanggung Jawab Para Pihak
Terkait Dengan Keberlangsungan Dan Pelaksanaan
Perjanjian

Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sering terjadi perubahan. Perubahan
tersebut sangat lumrah terjadi karena keinginan dari Pengguna Jasa yang timbul
selama pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi yang disebabkan antara lain
karena diinginkannya perubahan lingkup pekerjaan, perubahan spesifikasi teknik,
perubahan jenis material, perubahan perencanaan arsitektural, perubahan metode
kerja, percepatan pekerjaan, dan lain-lain.Variation Order sebagai klausul
derivative akan berkedudukan sebagai suatu rujukan atas adanya pernbahan
tertentu atas klausul kontrak awal. Kemungkinan atas adanya perubahan tersebut
memang seolah-olah dilembagakan oleh para pihak. Namun demikian, ruang
lingkup perubahan dan implementasinya terkadang belum dapat dipastikan pada
tahap awal pembuatan kontrak. Selaras dengan salah satu syarat sahnya perjanjian
sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer ayat (3), yaitu mengenai “hal tertentu”, maka
ketidakpastian atas perihal tertentu dari kontrak dapat menimbulkan potensi
masalah atau setidak-tidaknya menimbulkan multi penafsiran. Dalam hukum
kontrak intemasional berlaku doktrin No Quantity No Contraci. Akan tetapi
dalam sistem common law, tethadap doktrin ini diskui ada pengecualian yaitu
dalam model kontrak yang disebut out put contract dan requirements contract.
Dalam praktik dan perkembangannya, meskipun Variation Order telah
dilembagakan oleh para pihak untuk mengakomodir berbagai perubahan yang
mungkin terjadi terhadap kontrak awal, namun tetap saja berpotensi besar
terhadap adanya permasalahan atau sengketa. Hal tersebut disebabkan karena
adanya perbedaan penafsitan atas mang lingkup pelaksanaan perubahan,
administrasi kontrak yang kurang cermat, prosedur pengajuan Variation Order
yang tidak sesuai, profesionalisme para pihak yang kurang, dan lain-lain. Tidak
dapat dipungkiri bahwa banyak pula permasalahan tersebut akan berakibat pada
munculnya suatu sengketa hukum apabila para pihak tidak dapat
menyelesaikannya secara musyawarah (amicable solution).Secara konvensional,
penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian
sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang
bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian
sengketa bisnis model ini tidak dirckomendasikan. Kalaupun akhimya ditempuh,
penyelesalan itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (uitimarum
remedium} setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Arbitrase
merupakan pilihan yang baik menurut kalangan bisnis.

Kata Kunci :
Varation Order, Pejanjian.
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ABSTRAKSI

Name : PUGUH AJI HARI SETIAWAN
Programme : Pascasarjana Magister [lmu Hukum
Judul : Implementation of variation order as a derivative clause

towards the obligation of each party bound in a contract

In a construction contract it is very common that a lot of changes or modification
takes place which differs from the original agreement. this difference may be due
to change in working environment, change in technical specification, change in
materials being used, change in architectural plan, change in working method, and
etc. variation order as a derivative clause will act as a common ground on which
the changes have been made. Most of the changes that takes place in a contract is
usually unpredictable In the beginning of the period, as most of the issues usually
come up in the process of construction. These changes according to the 1320
(KUHP) usually may cause problems in the fufure.In an international law a
doctrine of “no quantity no contract” is implemented but in a common law system
there is an exception to this doctrine which is known as “out put contract” and
“requirement contract”. Although a variation order has been agreed by both
parties, there is no guarantee of parties not getting into a dispute.This is due to the
difference in opinion between both the legal systems and is not limited to a wrong
implementation of the agreement by both parties, the proposal of variation order
that has not been put forwaul in the right manner, lack in professtonalism by both
parties, and etc.If there is no amicable solution that can be found in order to
resolve the matter then it is very likely that both parties will get into a dispute.This
type of solution is not a solution that will result in the best outcome, this shall
only be exercised when all other option has been exhausted by both parties.

Kata Kunei :
Variation Order, Perjanjian.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan ketentuan Persetujuan Umum mengenai Tanf dan
Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT) telah memmbulkan
suatn mekanisme perdagangan yang mengglobal menembus batas-batas negara.
Dengan terbentuknya GATT, maka ruang lingkup ekonomi terintegrasi, dan saat
ekonomi terintegrasi maka diikuti pula oleh harmonisasi hukum.'

Dengan terjadinya harmonisasi hukum, maka terjadi pula globalisasi di
bidang kontrak di mana kontrak-kontrak tersebut merupakan suatu bagian yang
tidak terpisahkan dalam hubungan perdagangan antara pihak baik internasional
maupun domestik. Setiap pihak yang melakukan transaksi membutuhkan suatu
kontrak untuk dapat menuangkan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai
dalam transaksi tersebut.

Sekalipun demikian transaksi bisnis internasional tersebut mempunyai
banyak masalah hukum yang tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi para pihak
dalam transaksi bisnis domestik. Masalah-masalah tersebut pada umumnya timbul
karena risiko-risiko tambahan tertentu dalam transaksi bisnis, dan adanya
penerapan peraturan hukum yang berbeda untuk tiap jenis kontrak.

Satu dari sekian banyak jenis kontrak diantaranya adalah kontrak konstruksi.
Pada kenyataannya kontrak konstruksi sangat dipengaruhi oleh proyek konstruksi,
tingkat kecanggihan teknologi, dukungan dana, Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan
tingkat persaingannya.’ Pada umumnya posisi Penyedia Jasa selalu lebih lemah
daripada posist Pengguna Jasa. Dengan kata lain posisi Pengguna Jasa selalu lebih
dominan daripada posisi Penyedia Jasa. Penyedia Jasa hampir selalu harus
memenuhi konsep/draft kontrak yang dibuat Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa
selalu menempatkan dirinya lebih tinggi dari Penyedia Jasa. Peraturan perundang-

undangan yang baku untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku industri

'Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi,” Jurnal Hukum,
No.11 Vol.6. 1999, him.108.

! Ir. H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia (Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama, 2003), 5.

1 Unlversitas Indonasia
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jasa konstruksi sampai lahimya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”), belum ada sehingga asas “Kebebasan
Berkontrak” sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) Pasal 1338 dipakai sebagai satu-satunya asas dalam penyusunan
kontrak. Dengan posisi lebih dominan, Pengguna Jasa lebih leluasa menyusun
kontrak dan ini dapat merugikan Penyedia Jasa.’ Adanya kekhawatiran tidak
mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan Pengguna Jasa/Pemilik Proyek
. menyebabkan Penyedia Jasa “rela” menerima kontrak konstruksi yang dibuat
Pengguna Jasa.® Umumnya kesetaraan kontrak konstruksi sampai saat ini masih
belum mencapai predikat “adil dan setara” (fair and equal) layaknya suatu
kontrak sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Jasa Konstruksi dan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (“PP
Jasa Konstruksi”), sebagai contoh: s
a.  Apabila Penyedia Jasa lalai, pihakmya akan terkena sanksi berat, namun
apabila Pengguna Jasa yang lalai, sanksinya fingan atau tidak ada sama
sekali.
b.  Kelambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan sanksi {denda) tetapi
keterlambatan pembayaran tidak mendapat ganti rugi (interest bank).’

Pada praktiknya, ruang lingkup kontrak atau perjanjian apapun yang
disepakati oleh paré pihak dapat diubah baik sebagian maupun keseluruhannya
sepanjang disepakati oleh para pihak selaku peserta perjanjian tersebut. Hal
tersebut dapat untuk dilangsungkan sebagaimana sejalan dengan Pasal 1338
KUIiPer yang menyatakan antara lain bahwa “Suate Perjanjian tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Lebih lanjut dalam ranah kontrak konstruksi, hal tersebut sangatlah relevan
mengingat dimungkinkan adanya perubahan-perubahan tertentu baik meliputi

lingkup pekerjaan maupun nilai kontrak terkait sesuai dengan kebutuhannya.

! Ibid, 13,
* Ibid, 14.
*\bid, 16.

Universitas Indonesia
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Terkait perubahan klausul kontrak Peter J. Cavanaugh, J.D. dan Thomas M.
Keranen & Associates, P.C. mengemukakan sebagat berikut:
“ In a perfect world, there would be no changes during a construction

project. Until that time arrives, parties to the construction process must
» 6

deal with the inevitable changes that occur during construciion

Apabila ditejemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan
sebagai berikut:
“ Idealnya, memang tidak boleh dilakukan perubahan dalam pelalsanaan
proyek konstruksi. Namun sampai dengan dewasa ini, para pihak daiam
pelaksanaan hontrak konstruksi harus dapat menyepakati perubahan-

perubahan yang tidak terelakkan yang muncul dalam keberiangsungan
konstruksi”,

Merujuk kondisi tersebut, sulit kiranya para pihak dapat memastikan suatu
kondisi secara pasti atau tetap (fixed) terutama atas kondisi tertentu yang muncul
selama keberlangsungan kontrak, misalnya perubahan lingxup pekenaan, nilai
kontrak, spesifikasi barang, dan lain-lain. Dengan kata lain, perubahan atas
klausul yang disepakati tentunya harus dapat diakomodir agar optimalisasi dari
kesepakatan kontrak dapat dilaksanakan. Berbagai perubahan kesepakatan yang
diterapkan dalam kontrak konstruksi untuk mengakomodir penyesuaian atas
maksud dan tujuan para pihak salah satunya dilembagakan dalam klausul
Variation Order (VO) yang disampaikan oleh masing-masing pihak sehubungan
perubahan atas perkembangan dari pelaksanaan kontrak/perjanjian yang sedang
berlangsung. Secara umum Variation Order diartikan atau didefinisikan antara
lain sebagai berikut:

a. Pengertian Change/Change Orders/Variation
“Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sering terjadi perubahan.
Perubahan tersebut sangat lumrah terjadi karena keinginan dari Pengguna
Jasa yang timbul selama pelaksanaan dari suatu proyek konstruksi yang

disebabkan antara lain karena diinginkannya perubahan lingkup pekerjaan,

® Peter ). Cavanaugh, J.D. dan Thomas M. Keranen & Associates, P.C., “Contract Changes ",

AlA-The American Institute of Architects, 1735 New York Avenue N.W., Washington, D.C.
20006-5292, 1997, BablV- hal. 1.
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perubahan  spesifikasi  teknik, perubahan jenis material, perubahan

perencanaan arsitektural, perubahan metode kerja, percepatan pekerjaan,

dan lain-lain”.’

b. “Approved change in a specification or er‘ojeqr:I".S

Dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai:

“Persetujuan perubahan atas spesifikasi atau proyek”.

c. “Variation Order is a ‘change’ which the architect may be issued to make the

drawing, such as putting in a new window. The Architect will then inform the
»9 '

builders of the variation
Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

“Variation Order adalah suatu perubahan yang karenanya seorang arsitek
harus membuat pekerjaan, misalnya menambahkan jendela baru. Arsitek

akan menginformasikan pembangun/pemilik atas perubahan tersebut”.

d. “Variation Order is ins!ructi(;n that an Architect gives to the builder
concerning any variation to the original building contract. If for example, a
contract to build a room to the amount of R50000 were drawn up and the
homeowner decided to substitute alumin-jum window for the wooden ones
specified in the contract, the architect would issue a variation order,
instructing the builder contractor to change the window and alter the amount
specified in the contract accordingly. The change order is the result of

altering the original order became the bounding agreement after both parties

agree upon it 10

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:
“Variation Order adalah instruksi yang disampaikan oleh arsitek kepada
pembangun mengenai perubahan atas kontrak pembangunan yang asii. Jika

misalnya, kontrak uniuk membangun ruangan adalah senilai R50000 telah

? Ir. B. Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi
{Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004), 61.

® Variation Order Definition (On-line), hetp://www_businessdirectory.com
° What is Variation order in construction? (On-line), hitp://wwrw.answer.com
1® yariation Order is, according 1o www.legalcity.net (On-line), http://www.cenglishforum.com
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disepakati dan pemilik memutuskan untuk mengganti jendela aluminium
menjadi kayu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka arsitek akan
menerbithan variation order, yang menginstruksikan kepada kontraktor
pembangun untuk merubah jendela dan menyesuaikan jumlah yang telah
ditentukan merujuk komtrak Perubahan instruksi adalah hasil dari
penyesuaian dari instruksi asal/awal menjadi kesepakatan yang mengikat

setelah masing-masing pihak menyetujui hal tersebut”.

Pada umumnya dalam kontrak konstruksi, kedudukan arsitek dan/atau
pembangun dilingkupi oleh satu pihak yaitu Penyedia Jasa. Dalam
perkembangannya Variation Order sangat lazim diterapkan dalam kontrak-
kontrak khususnya kontrak konstruksi yang dilangsungkan oleh pihak Penyedia
dan Pengguna Jasa.

Berdasarkan l.'lr:aian diatas, Variation Order dalam hal ini dapat
dikualifikasikan sebagai suatu kesepakatan lanjutan/turunan (derivative) yang
muncul dari kesepakatan awal (original) sebelumnya. Sebagaimana terminologi
hukum “derivative” didefinisikan dalam Black’s Law Dictionary sebagai berikut:

“ Coming from another; laken from something preceding; secondary. That

which has not its origin in itself, but owes ils existence to something

Jforegoing. Anything obtained or deduced from another™ 1

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

* Timbul dari yang lain (sebelumnya); diambil dari sesuatu yang sedang
berlangsung, kedua yang selanjutnya. Hal yang mana bukan sebagai
aslinya, tetapi keberadaannya berdasarkan sesuatu yang sebelumnya.

Seluruhnya diperoleh atau dihasitkan dari yang lain (sebelumnya)”.

Meskipun harus dilihat secara kasuistis, implementasi Variation Order erat
kaitannya dan/atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan potensi adanya suatu

keadaan yang tidak terduga (omvoorziene omstandigheden) sehingga harus

" Henry Campbell Black, M.A., Black's Law Dictionary 6™ Edition (S1.Paul, MN, USA: West
Publishing Co., 1993}, 305.
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diantisipasi dengan hati-hati agar tidak mengganggu keberlangsungan kontrak
awal.

Keadaan yang tidak terduga berkaitan dengan suatu konsep: perubahan.
Perubahan tersebut bisa mengacu pada perubahan keadaan (situasi dan kondisi)
vang ada pada waktu kontrak dibuat atau juga tejadi perubahan situasi
sedemikian rupa sehingga bersikukuh mempertahankan muatan isi perjanjian
justru menghalangi tercapainya tujuan para pihak. Perubahan tersebut harus
mengacu pada perubahan yang sifatnya “fundamental” dan mempengaruhi
keseimbangan kontrak.'?

Bila setelah kontrak dibuat, keseimbangan kewajiban bertimbal-balik antara
para pihak terganggu secara signifikan, maka keseimbangan harus dipulihkan.
Apa yang patut dicermati dalam hukum Kkontrak ialah pentingnya kebebasan
berkontrak. Karena itu, perjanjian menjadi absah dan tidak dapat diganggu-gugat,
sekalipun secara nyata perjanjian tersebut lebih menguntungkan satu pihak
dibandingkan pihak lainnya."

Ada banyak cara untuk memulihkan kembali keseimbangan dalam perjanjian
yang terganggu. Pemnulihan ini dapat diupayakan melalui sejumlah penyesuaian
seperti misalnya, pembatalan perjanjian secara keseluruhan, berbagai ragam
pembatalan secara sebagian, penyesuaian atas perintah pengadilan, atau
penyesuaian di luar pengadilan dalam bentuk pembatalan untuk sebagian karena
berubahnya situasi dan kondisi."

Variation Order sebagai klausul derivative akan berkedudukan sebagai suatu
rujukan atas adanya perubahan tertentu atas klausul kontrak awal. Kemungkinan
atas adanya perubahan tersebut memang seolah-olah dilembagakan oleh para
pihak. Namun demikian, ruang lingkup perubahan dan implementasinya
terkadang belum dapat dipastikan pada tahap awal pembuatan kontrak. Selaras
dengan salah satu syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer ayat
(3), yaitu mengenai “hal tertentu”, maka ketidakpastian atas perihal tertentu dari

'Z Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian [ndonesia (Bandung:Citra Aditya
Bakti, 2006), 474-475.

Y thid, 475
' 1bid, 491.
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kontrak dapat menimbulkan potensi masalah atau setidak-tidaknya menimbulkan
multi penafsiran.

Karena pentingnya syarat hal tertentu bagi sahnya suatu perjanjian, maka
perlu dicermati masalah jumlah atau guantify barang yang diperjanjikan. Apakah
suatu kontrak yang tidak menyebutkan dengan pasti jumlah barang yang
diperdagangkan sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian ataukah dianggap
sebagat janji i:;ra—kontrak? Dalam hukum kontrak internasional bertaku doktrin No
Quantity No Contract. Akan tetapi dalam sistem common law, terhadap dokirin
ini diakui ada pengecualian yaitu dalam model kontrak yang disebut out put
contract dan requirements contract. Dalam out put contract, pembeli
menyanggupi berapa pun jumlah barang yang akan dihasilkan oleh penjual atau
pemasok barang. Jadi pada saat ditandatanganinya kontrak belum ada jumlah yang
pasti mengenai barapg yang dijual.'’ Sedangkan dalam requiremenis contract,
penjual rnenyanggui:i untuk memenuhi berapa pun kebutuhan dan permintaan
pembeli.’'®

Dari perspektif KUHPer apakah model kontrak seperti out put contract
dan reguirements conifract memang dimungkinkan? Ketentuan Pasal 1333
KUHPer menyebutkan bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian, paling tidak
harus ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak perlu sudah pasti pada saat
kontrak dibuat, tetapi yang penting dapat dihitung kemudian.'’

Merujuk uraian paragrap diatas, Variation Order kiranya dapat
dikualifikasikan juga sebagai muatan perubahan klausul terhadap kontrak asal
yang belum dapat dipastikan secara tegas ruang lingkup kuantitas perubahannya.
Hal tersebut tentunya sangatlah lazim untuk diterapkan khususnya dalam kontrak
konstruksi, mengingat banyak kemungkinan perubahan-perubahan dalam
keberlangsungan kontrak dimaksud tanpa dapat dihindan oleh para pihak.

Lebih lanjut penerapan Variation Order biasanya akan ditindaklanjuti
dengan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kontrak terkait, yaitu dengan
pelembagaan suatu prosedur tertentu, misalnya yaitu melalui Variation Order

Procedure (VOP) untuk menangani adanya perubahan kontrak atau perubahan

'3 Suhamoko, SH.,MLI, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus (Jakarta:Kencana, 2004), 14.
& .
1bid.

7 Ibid, 14-15.
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harga dan/atau jadual waktu danfatau barang dan jasa. Adapun pengajuan
Variation Order pada umumnya disampaikan melalui suatu Variation Order
Request (VOR) yang dituangkan dalam suatu format isian atau form khusus sesuai
dengan VOP yang disepakati.

Dalam praktik dan perkembangannya, meskipun Variation Order telah
dilembagakan oleh para pihak untuk mengakomodir berbagai perubahan yang
mungkin terjadi terhadap kontrak awal, namun tetap saja berpotensi besar
terhadap adanya permasalahan atau sengketa. Hal tersebut disebabkan karena
adanya perbedaan penafsiran atas ruang lingkup pelaksanaan perubahan,
administrasi kontrak yang kurang cermat, prosedur pengajuan Variation Order
yang tidak sesuai, profesionalisme para pihak yang kurang, dan lain-lain.

Dalam hal permasalahan tersebut timbul, para pihak umumnya bersikukuh
dengan penafsirannya masing-masing, yang mana rujukan kebenaran atas
permasalahan tersebut menjadi sulit untuk ditentukan tolok ukur dan kepastian
jawabannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pula permasalahan tersebut
akan berakibat pada munculnya suatu sengketa hukum apabila para pihak tidak
dapat menyelesaikannya secara musyawarah {amicable solution).

Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari
memungkinkan adanya sengketa (dispute/difference) antara para pihak yang
terlibat, yang selaln menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat.
Dunia bisnis menuntut suatu cara penyelesaian suatu sengketa yang sederhana,
cepat dan biaya ringan atau informal procedure and can be put in motion quickly,
artinya penyelesaian sengketa harus tetap berada pada jalur sistem yang formal

dan resmi serta dibenarkan oleh hukum yang disebut official law formal and

enforcement system.'®

Secara konvensional, penyelesaian sengketz biasanya dilakukan secara
litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian,
posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu
sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan.
Kalaupun akhimya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan

yang terakhir (ultimatum remediun) setelah alternatif lain dinilai tidak

¥ Catur Iriantoro, SH., M.Hum, Pelaksanaan Klagusula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian
Bisnis (Bandung: Inti Media Pustaka, 2007), 2-3.
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membuahkan hasil.'”” Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak
yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang timbul, antara lain:

a. Melalui perjanjian informal;

b. Melalui konsiliasi;

¢. Melalui arbitrase;

d. Melalui pengadilan.®®

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan

dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Kerahasiaan dijamnin para pihak yang bersengketa;

b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan hal prosedur dan administrasi;

c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai
pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai
masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;

d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah,
proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

¢. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui
tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.?!

Pada dasarnya pemilithan arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa pun
dapat dipilih oleh para pihak sebelum atau setelah terjadinya sengketa. Dengan
kata lain pada dasarnya pemilihan arbitrase sebagai swatu pérjanjian dapat
terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat
para pihak sebelum timbul sengketa, atau

b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul
sengketa.”?

'? Suyud Margono, SH., ADR: Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan
dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 12.

* Ibid, 13.

* Ibid, 20-21.

* Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 44.

Unlversitas Indonesla

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.



10

Dengan berbagai kelebihan dan efektivilas yang dimilikinya, wajar apabila
banyak pihak baik pihak pelaku usaha maupun pihak pengguna jasa yang terlibat
dalam suatu kontrak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian atas sengketa
yang mungkin atau telah timbul diantara mereka. Pihak pengguna dan penyedia
jasa yang ikut serta dalam suatu kontrak konstruksi pun pada umumnya lebih
cenderung memilih forum tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan
atau sengketa yang mungkin dan telah timbul apalagi jika salah satw diantaranya
melibatkan pihak asing.

Arbitrase adalah institusi hukum altemnatif bagi penyelesaian sengketa diluar
pengadilan. Sebagian pengusaha lebih suka menyelesaiakan sengketa yang timbul
diantara mercka melalui arbitrase daripada pengadilan karena beberapa alasan.
Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesiakan sengketa melalui arbitrase
diluar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing
bagi mereka. Kedua, pengusaha-pengusaha Negara maju beranggapan hakim-
hakim Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang
melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan intemasional yang rumit.
Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalni
pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena
proses pengadilan yang. panjang dari tingkat pertéma sampai dengan tingkat
Mahkamah Agung. Keempat, keengganan pengusaha asing untuk
menyelesaiakan sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa
pengadilan akan bersikap subyektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan
diadili berdasarkan bukan hukum negara mereka, oleh hakim bukan dari negara
mercka. Kelima, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang
salah dan siapa yang benar, dan hasilnya dapat merenggangkan hubungan dagang
diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat melahirkan
putusan yang komprimistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang
bersengketa. Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatmya,
sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai
sengketa suatu yang tidak disukai oleh para 1:!15'r|gusal'|a.23

* Erman Rajagukguk, Arbitrase dafam Putusan Pengadilan (Jakarta: Chandra Pratama: 2000), 1-
3
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Arbitrase juga menjadi kecenderungan pilihan forum bagi penyelesaian
sengketa yang dipilih oleh pihak pengguna dan penyedia jasa atas potens:
sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian khususnya kontrak konstruksi
berdasarkan beberapa kelebihan dan efektivitas yang dimiliki oleh forum tersebut.
Demikian pula halnya terkait dengan sengketa yang timbul dard implementasi
Variation Order sebagai klausul derivatif yang sebelumnya telah dilembagakan
oleh para pihak dalam perjanjian khususnya kontrak konstruksi memiliki
kecenderungan untuk memilih forum tersebut sebagai pranata penyelesaian
sengketanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penulis mencoba melakukan penulisan
tesis atas implementasi Variation Order terhadap ruang lingkup tanggung jawab
para pihak dalam perjanjian dengan judul “IMPLEMENTASI VARIATION
ORDER SEBAGAI KLAUSUL DERIVATIF TERHADAP RUANG LINGKUP
TANGGUNG. JAWAB PARA PIHAK TERKAIT DENGAN
KEBERLANGSUNGAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN (Studi Kasus
Putusan Arbitrase No. 287/XI/ARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia
dan Siemens PTE LTD Vs, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.)".

Merujuk pada uraian di atas dengan menelaah penerapan prinsip-prinsip
hukum yang berlaku serta melakukan tinjuan terhadap Putusan Arbitrase sebagai
precedent permasalahan terkait, lebih lanjut dalam penelitian ini Penulis
mengangkat perumusan masalah sebagai berikut: _

a. Bagaimana pembatasan dan tolok ukur ruang lingkup tanggung jawab para
pihak sebagai peserta perjanjian terkait implementasi variation order yang
belum dapat dipastikan secara rinci ruang lingkup pelaksanaannya?

b. Bagaimana upaya efektif yang dapat dilangsungkan oleh para pihak dalam
rangka mempentahankan dan melindungi haknya terkait implementasi
Variation Order tersebut?
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1.2 Tujuan Penclitian
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

a. Mengetahui pembatasan ruang lingkup tanggung jawab para pihak sebagat
peserta perjanjian terkait implementasi Variation Order yang belum dapat
dipastikan secara rinci ruang lingkup pelaksanaannya.

b. Mengetahui upaya efektif yang dapat dilangsungkan oleh para pihak dalam
rangka mempertahankan dan melindungi haknya terkait implementasi
Variation Order untuk dapat memberikan kepastian berusaha dalam
perdagangan internasional.

¢. Melihat keefektifan dari pelaksanaan mekanisme penyelesalan sengketa

terkait dengan implementasi Variation Order.

1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat
memberi sumbangan pengetahuan bagi para pengusaha terutama yang
melangsungkan kontrak khususnya dalam upaya mempertahankan hak,
pembatasan risiko dan kepastian ruang lingkup tanggung jawab dari implementasi
Variation Order sebagai klausul derivatif dari kesepakatan yang telah dibuat

sechubungan dengan belum dapat dipastikan secara rinci ruang lingkup

pelaksanaannya.

1.4 Metode Penelitian

Variation Order yang dilembagakan oleh para pihak akan menimbulkan
berbagai penafsiran yang beragam memnjuk ketidakpastian yang mungkin
diimbulkannya pada saat keberlangsungan kontrak. Penelitian mengenai
implementasi kelembagaan tersebut termasuk dalam ranah sosiologi hukum yang
mengkonsepkan hukum bukan sekali-kali normatif sebagai ruwles, melainkan
sesuatu yang nomologik sebagai reguralities yang terjadi di alam empirik. Oleh
karena itu, untuk keperluan penelitian ini model paradigma® yang digunakan

adalah naturalistik dengan metode kualitatif.?*

** Dalam kaitan ini Satjipto Rahardjo mengemukakan: “Paradigma adalah sualu konsep rentang
hal-hal besar dan mendasar. Seringkali paradigma dipakal sebagal suctu sinonim darl model”.
Lihat, Satjipto Rahardjo, “Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Scjarah™ {Makalah
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Terdapat sejumlah pertimbangan, sehingga metode kualitatif yang dipilih
oleh Penulis, antara lain: Pertama, studi implementasi Variation Order sumber
datanya adalah manusia atan orang-orang26, baik orang-orang yang merupakan
pihak materil atau formal yaitu pihak yang terlibat sebagai peserta perjanjian,
maupun pihak-pihak lain yang dianggap tepat untuk dijadikan informan berkenaan
dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kedua, Penulis menyadari bahwa
penelitian, kajian dan studi kelembagaan dan implementasi Variation Order
sangatlah relatif, yang mana setiap orang dapat memiliki pandangan tersendiri
berdasarkan perspektifnya masing-masing. Oleh karenanya, kebenaran yang dituju
dari penelitian ini bukanlah kebenaran mutlak, melainkan bergantung pada realitas
empirik dalam masyarakat.

Namun demikian, Penulis juga mendasarkan penelitiannya terhadap putusan
arbitrase terkait dengan implementasi Variation Order yang telah menimbulkan
suatu sengketa hukum. Oleh karenanya, kajian yuridis normatif tetap akan
dikemukakan. Penelitian juga dilakukan dengan mengacu pada studi kepustakaan
(buku-buku teks, makalah-makalah seria kamus hukum) yang menyangkut pada
implementasi Variation Order dalam memproteksi bagi kemungkinan timbulnya

kerugian yang dialami oleh para pihak peserta kontrak khususnya kontrak
konstruksi.

1.5 KerangkafLandas;n Teori

Perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan
yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun privat.
Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas
perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik,

seperti peraturan perundangan domestik dan perjanjian-perjanjian intemasional,

yang dibawakan dalam Simposium Paradigma dalam llmu Hukum Indonesia PDIH UNDIP,
Semarang, 10 Pebruari 1998, hal 6)

** Dalam kaitan ini A. Chaedar Alwasilah mengemukakan: “Peneliti kualitaiif memilih metode-
metode kualitatif karena metode-metode inilah yang lebih mudoh diadaprasikan dengan realitas
yang beragam dan saling berinteraksi _..". Lihat A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya
Kualitatif:Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penclitian Kualitatif (Jakarta: Pustaka Jaya,
2003), 105.

% Basrowi & Sudikin mengemukakan: “Penelitian yang dilakukan berfujuan untuk memahami
apa yang ftersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk
diketahui atau difahami’'. Lihat Basrowi & Sudikin, Metode Penelitian Kualitatif — Perspektif
Mikro (Surabaya: Insan Cendekia, 2002}, 8.
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bilateral maupun multilateral, yang dimaksudkan demikian. Perlindungan secara
privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum
yan bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Hukum kontrak adalah bagian hukum privat. Hukum imi memusatkan
perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (seif imposed
obligation). Dipandang sebagai bagian hukum privat karena pelanggaran terhadap
kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, mumi menjadi urusan
pihak-pihak yang berkontrak.”’

Dalam setiap hubungan yang dituangkan dalam bentuk kontrak dengan
mendasari perjanjian yang disepakati maka kontrak-kontrak tersebut terikat oleh
asas-asas yang berlaku dari kontrak tersebut.

Sekalipun demikian terdapat prinsip-prinsip dasar yang berlaku pada
kontrak sebagai transaksi hukum dalam lingkup bisnis internasional di antaranya:

1.5.1 Prinsip kebebasan berkontrak (freédom of contract)

Kontrak merupakan sesuatu yang sakral, yaitu merupakan wujud dar
kebebasan (freedom of contrac) dan kehendak' bebas untuk memilih (freedom of
choice).®®

Mariamt Darus Badrulzaman menyatakan bahwa asas kebebasan
berkontrak diakui dalam hukum Inggris yang menyatakan:

" A Promise more than a mere statetment of intention for it imports of

willingness on the part of the promise to be bound to the person to
29

whom it is made

Prinsip kebebasan berkontrak dianut oleh hukum positif Indonesia (Pasal

1338 KUHPer) dan diberlakukan secara luas dalam praktik hukum di Indonesia.
Pasal 1338 KUHPer mengandung suatu kebebasan dalam membuat perjanjian

atau menganut sistem terbuka. Dengan perkataan lain, dalam coal perjanjian

T attiyah, The Law of Contract (London: Clarendon Press, 1981}, 1.
rbid. 5.

PMariam Darus Badrulzaman, K.U.H Perdata Buku Ilf, Hukum Perikatan dengan Penjelasan
(Jakarta: Alumni, 1996), 109.
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hanya berlaku bila atau sekedar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian
yang dibuat itu. >

1.5.2 Prinsip Itikad Baik

Prinsip ini terkandung dalam setiap perjanjian, dan dianut dalam setiap
sistem hukum. Pihak yang melakukan suat lindakan atau perbuatan dengan dasar
itikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam pefjanjian yang bersangkutan, dapat
meyakinit bahwa tindakannya tersebut akan dilindungi oleh hukum. Prinsip itikad
baik ini juga terdapat dalam kontrak common law yang dapat dilihat pada
Restatement Second, section 205 yang disebutkan bahwa setiap perjanjian
membebankan kepada masing-masing pithak suatu kewajiban untuk melaksanakan
perjanjian secara itikad baik dan transaksi yang adil.*’

Uniform Commercial Code memberikan arti itikad baik sebagai kejujuran
dalam fakta, dalam tindakan, atau dalam transaksi yang bersangkutan.*?

Sekalipun demikian prinsip-prinsip perjanjian tersebut adakalanya tidak
terlaksana dengan baik dengan berbagai sebab. Pelaksanaan perjanjian seringkali
terpengaruh oleh adanya sebab-sebab di luar jangkauan kemampauan para pihak.
Hal itu sering disebut sebagai force majeur atau keadaan memaksa yang
merupakan keadaan di mana pihak debitur terhalang untuk melaksanakan
prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya
kontrak, keadaan atan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepada pihak terkait (contracting parties), sementara pihak debitur tersebut tidak
dalam keadaan beritikad buruk.”

Implementasi Variation Order sebagai tindak lanjut dari kesepakatan
kontrak awal terkadang telah membuat pelaksanaan perjanjian/kontrak awal
menjadi tidak berjalan dengan lancer sebagaimana semestinya. Berbagai multi
penafsiran yang dipahami oleh para pihak seringkali menjadi dasar timbulnya
suatu sengketa. Ketidakpastian penafsiran menimbulkan keraguan-raguan bagi

salah satu atau kedua belah pihak atau setidak-tidaknya dapat memberatkan para

Subekti, Hukum Perjanjian (Jakara: Intermasa, 1992), 13-14.
*Restatement adalah rangkuman dari hukum-hukum yang berlaku pada negara-negara bagian di

Amerika Serikal, Lihat: Hardijan Rusli, Hukunt Perjanjian Indonesia dan Common Law (Jakana:
Pustaka Sinar Harapan, 1996), 1195.
2bid., 120.

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999}, 113.
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pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak awal. Apabila hal
tersebut terus berlangsung maka dugaan wanprestasi (breach of contract) dari
pihak lainnya yang merasa dirugikan akan semakin meruncing dan berbahaya bagi

kelangsungan kontrak yang sedang berjalan.

1.6 Kerangka Konsepsional/Definisi Operasional
Untuk menghindarkan perbedaan paham mengenai istilah-istilah yang

dipakai dalam penelitian tesis, maka berikut ini adalah uraian definisi dari istilah-

istilah dimaksud:

a.  Change adalah suatu perubahan, modifikasi atau penambahan; penggantian
atas sesuatu menjadi yang lainnya.’®

b.  Order adalah snatu instruksi; pedoman; perintah atau arahan yang diberikan
secara resmi; aturan atau ketentuan.*

c. Form adalah suatu model atau kerangka instrumen yang akan digunakan
dalam kegiatan resmi atau transaksi hukum, yang berisi hal-hal prinsip yang
material, persyaratan teknis yang memadai atau arahan-arahan dan hal-hal
penting yang memberikan keterangan secara tepat, dibuat secara cermat dan

metodik sehingga dapat menyesuaikan pada keadaan tertentu sesuai dengan
kondisi atau transaksi tertentu.’®

d. Procedure adalah cara, jalan; prosedur; atau tata cara.’”
€.  Precedent adalah putusan perkara atau pufusan pengadilan, yang
dipertimbangkan sebagai pemberian suatu contoh atau kewenangan untuk

melakukan identifikasi atau penyesuaian atas kasus sejenis selanjuinya atau

permasalahan hukum sejenis.®®

M “An alteration; a modification or addition; substitution of one thing to another”. Lihat: Henry
Campbell Black, M.A., Op. Cit, 157,

¥ “4 mandate; precept; command or direction authoritatively given; rule or regulation”. Lihat:
1hid, 756.

'8 “a model or skeletcn of an instrument to be used in a judicial proceeding or legal transaction,
coniaining the principal necessary matters, the proper technical terms or phrases and whatever
else is necessary to make it formally correct, arranged in proper and methodical order and
capable of being adapted to circumstances of the specific case or transaction'. Lihat: Henry
Campbell Black, M. A., fbid, 450.

*7 John M. Echols & Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia- An English Dictionary (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2006), 448

*® “An adjudged case or decision of a court, considered as furnishing an example or authority for

ant identical or similar case afterwards arising or similar guestion of faw ™. Lihat: Henry Campbell
Black, M.A., Ibid, 814.
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Variation Order adalah Persetujuan perubahan atas spesifikasi atau

preyek. ¥

g.  Klausul Derivative, adalah Klausul, yang timbul dari yang lain

(sebelumnya); keberadaannya berdasarkan sesuatu yang sebelumnya; atau

dihasilkan dari yang lain (sebelumnya) “°

1.7 Sistimatika Laporan Penelitian

Sebagai pembahasan terakhir dari bab pendahuluan, di bawah ini akan

penulis uraikan secara singkat isi dari keseluruhan penulisan tesis ini, yang terbagt

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1

Bab 2

Pendahuluan.

Bab ini berisi uraian Latar Belakang dan Perurnusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Kegunaa!l_ Penelitian, Metode Penelitian,
Kerangka/Landasan  Teom, Kerangka Konsepsional/Definisi
Operasional, dan Sistimatika Laporan Penelitian.

Tinjauan Umum mengenai Variation Order sebagai klausul
derivative dalam implementasinya terhadap pelaksanaan kontrak
khususnya kontrak konstruksi.

Bab ini berisi uraian mengenai aspek-aspek terkait pelaksanaan
Variation Order dalam transaksi perjanjian/kontrak dagang khususnya
kontrak konstruksi yang diawali dengan pengertian kontrak, kontrak
konstruksi, klausul Variation Order, Variation Order Procedure dan
Variation Order Request, potensi masalah atau sengketa hukum yang
ditimbulkannya, pilihan hukum yang efektif untuk penyelesaian
sengketa terkait, dan peranan lembaga arbitrase sebagai pilihan forum

yang dominan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

¥ variation Order Definition {On-line), hitp:/fwww.businessdirectory.com, Op. Cit.
** Henry Campbell Black, M.A., Op. Cir, 305,
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Tinjauan Kasus Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008
antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs. PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Thk. Tertanggal 7 September
2009.

Bab ini berisi uraian mengenai data dan temuan terhadap akar atau
dasar permasalahan timbulnya sengketa terkait dengan implementasi
Variation Order dan mekanisme segi hukum penyelesaian sengketa
yang timbul. Pada bagian ini pembahasan Penulis akan lebih
menitikberatkan pada suatu sengketa yang diperiksa oleh lembaga
arbitrase salah satu precedent yang dijadikan rujukan oleh Penulis
dalam rangka menggali berbagai temuan terkait dengan implementasi
Variation QOrder dimaksud. Dalam Bab ini juga penulis akan
menguraikan mengenai analisis mengenai perlindungan hukum bagi
para pihak peserté kontrak terkait dengan ruang lingkup hak dan
tanggung jawalsﬁya terhadap permasalahan yang timbul dar

implementasi Variation Order.

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran . Penulis berusaha menyimpulkan
atas hasil penelitian penulis untuk menyimpulkan pokok permasalahan
yang ada dalam tesisi ini dan ditutup dengan disertai saran atau

rekomendasi dari penulis saran terthadap permasalahan yang timbul di
Bab I dalam tesis int.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM MENGENAI VARIATION ORDER
SEBAGAI KLAUSUL DERIVATIVE DALAM IMPLEMENTASINYA
TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KHUSUSNYA KONTRAK
KONSTRUKS]

2.1 Tinjanan Umum Perjanjian/Kontrak Dagang dan Kontrak Konstruksi

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Di dalam hukum Belanda, perjanjian dikenal sebagai overeenkomst,
yang diterjemahkan kembali ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbapai
macam istilah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
tefjemahan Prof. Subekti dan R. Tjitrosudibio menggunakan istilah
“persetujuan”, demikian pula dengan Achmad Ichsan dalam bukunya
“Hukum Perdata IB” dan R. Setiawan, SH. Dalam bukunya “Pokok-Pokok
Hukum Perikatan”. Sedangkan beberapa sarjana lain seperti Utrecht dalam
bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” menggunakan istilah
“Perjanjian” untuk menterjemahkan Overeenkomst. Perbedaan ini lebih
banyak disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dan penekanan arti di
antara keduanya.

Mengenai masalah perbedaan persepst antara peganjian dan
persetujuan ini juga dikomentari oleh Prof. Subekti, SH. Beliau tidak
mempersoalkan adanya perbedaan persepsi ini. Dikatakan bahwa: ‘“Suatu
perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk
melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa kedua perkataan itu adalah
sama artinya”. Dengan mengacu pada pendapat Prof. Subekti tersebut, maka
dalam makalah ini tidak akan dipersoalkan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Untuk selanjutnya dalam akan dipergunakan istilah Perjanjian untuk
menterjemahkan Overeenkomst.

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul

suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam
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bentuknya, perjanjian mempakan suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara
dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban
untuk memenuhi tuntutan itu. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber
perikatan dapat ditemui landasannya dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang
menyatakan bahwa: “Tiap-fiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian
baik karena undang-undang”.

Pengertian perikatan menurut Prof. Subekti adalah suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain, dan pihak yang lain
tersebut berkewajiban untuk ‘memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak
menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak
yang berkewajiban memenuhi tuntutan di namakan debitur atau si berutang *!

Pengertian perikatan lebih luas daripada pengertian perjanjian. Karena
menurut undang-undang, suatu ;I:erikatan dapat lahir dari suate persetujuan
(perjanjian) atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang
dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dar undang-undang
saja, dan yang lahir darn undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang
disebut kedua dapat dibagi lagi menjadi dua perikatan yang lahir dani suatu
perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan
dengan hukum.

Perjanjian adalah merupakan sumber terpenting yang melahirkan
perikatan. Untuk mengetahui definisi perjanjian, harus diketahui juga
pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata,
yang mengatakan:

” Perjanjian adalah suvatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

*! Subekti , Hukum Perjanjian, cet. 16, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal. |.
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Dengan konstruksi tersebut, berarti setiap pihak yang membuat
peganjian tidak hanya yang berkewajiban untuk melakukan prestasi
bredasarkan perjanjian tersebut yang harus mengetahui secara pasti setiap
konsekuensinya dari pembuatan perjanjian tersebut, melainkan juga pihak
yang berhak atas pemenuhan prestasi, juga wajib mengetahui secara pasti
kapan dan bagaimana suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dipaksakan
pelaksanaan prestasinya.

Hubungan yang timbul antara keduanya itulah yang dinamakan
dengan perikatan. Yadi, perjanjian itu melahirkan sebuah perikatan antara dua
orang yang membuatnya. Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum
yang menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian sendiri ada beragam macamnya yang dikenal, yaitu:

1) Perjanjian timbal balik dan sepihak
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan
kewajiban pokok kepada kedua belah pihak (misalnya, jual beli,
sewa menyewa). Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian
dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja
(misalnya peganjian hibah).

2) Perjanjian dengan cuma-cuma atau atas beban
Perjanjian atas beban adalah dimana terhadap prestasi pihak yang
satu terdapat prestasi pihak yang lain. Antara kedua prestasi tersebut
terdapat hubungan hukum yang satu dengan yang lain (misalnya,
sewa menyewa). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1314 KUH
Perdata*?, yang mengatakan:

” Suatu perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan yang
mewajibkan masing-masing pithak memberikan sesuatu,
berbuat sesuatu, atau tudak berbuat sesuatu”.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana salah satu pihak

mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain secara cuma-cuma.

*? Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., Pasal 1314.
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3) Perjanjian konsensuil, riil, dan formil
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang terjadi dengan kata
sepakat. Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain perlu kata
sepakat juga diperlukan penyerahan barang. Adakalanya kata
sepakat harus di tuangkan dalam bentuk tertentu atau formil.

4) Perjanjian bermama, tidak bemama, dan campuran
Perjanjian-perjanjian bernama adalah perjanjian dimana oleh
undang-undang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata
dalam Bab V sampai Bab XVII di tambal titel VII A dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang mengenai perjanjian asuransi dan
pengangkutan. Baik untuk perjanjian bemama maupun tidak
bernarna, pada asasnya berlaku ketentuan-ketentuan pada Bab I, Bab
I1, dan Bab IV Buku Il KUH Perdata. Sedangkan perjanjian tidak
bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus.
Perjanjian campuran adalah dimana dzlam suatu perjanjian terdapat

Unsur-unsur perjanjian bemama dan unsur-unsur perjanjian tidak

bernama®.

2.1.2 Sistematika Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku ITI KUH Perdata mengatur mengenai hukum perikatan yang
terdiri dari bagian umum dan bagian khusus. Bagian uwmum memuat
peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, seperti tentang
bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan
sebagainya®. Bab I berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sumber
perikatan, isi perikatan, macam-macam perikatan dan ganti rugi akibat
wanprestasi. Isi ketentuan bab ini bila diperhatikan maka terlihat bahwa
sebagian besar ketentuannya berlakunya ditujukan untuk persetujuan saja.
Bab Il mengatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang nerikatan-perikatan
yang timbul dari persetujuan secara umum. Bab IIl mengatur ketentuan-
ketentuan mengenai perikatan yang timbul dari undang-undang, yang terdin

dari dua pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan umum dari perikatan

* R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. 5, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hal. 50-51.
** Subckti , Pokok-Pokok Hukum Perdaia, cet. 27, (Jakanta: PT. Intermasa, 1995), hal. 127,
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tersebut dan pasal-pasal selanjutnya dari bab ini mengatur perikatan-perikatan
khusus yang terjadi karena undang-undang, vaitu perwalian sukarela,
pembayaran yang tidak terutang, dan perbuatan melanggar hukum. Bab IV
berisi ketentuan tentang cara hapusnya perikatan-perikatan tanpa
memperhatikan apakah perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena
undang-undang,.

Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-
perjanjian yang banyak di pakai dalamm masyarakat dan yang sudah
mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa,
perjanjian perburuhan, dan sebagainya. Bagian ini berisi ketentuan-ketentuan
mengenai perjanjian yang banyak di jumpai dan di gunakan dalam
masyarakat dan mempunyai nama-nama tertentu, diatur dalam Bab V sampai
Bab XVIII, di tambah ‘Bab VII A KUHD mengenai perjanjian asuransi dan
pengangkutan. '

Sistem yang dianut oleh Buku IIT KUH Perdata itu juga biasa disebut
sistern terbuka, artinya bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian yang isi
dan bentuknya bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan,
ketertiban  umum, dan undang-undang, bahkan orang boleh
mengesampingkan peraturan-peraturan dari hukum perjanjian yang dimuat
dalam Buku III KUH Perdata, karena hukum pepanjian dari dalam buku
tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, hanya melengkapi perjanjian
yang dibuat oleh para pihak®. Karena Buku III KUH Perdata menganut
sistem terbuka, maka pembuat undang-undang merasa perlu untuk
memberikan pegangan suatu ketentuan umum tentang perjanjian.

Mengacu kepada pernyataan bahwa KUH Perdata di bagi menjadi
bagian umum dan bagian khusus, seperti yang telah di uraikan sebelumnya,
maka kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah hubungan antara

persetujuan-persetujuan tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur

secara umum?

** Bachsan Mustala, Bewa Ragaswino dan Yaya Priatna, Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum
Dagang, (Bandung: Armico, 1985), hal. 53.

Unlversitas Indonesla

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.



24

Ketentuan Bab [-IV Buku III KUH Perdata ini juga berlaku bagi
peranjian in nominaat, hal ini disebu-t.kan dalam pasal 1319 KUH Perdata,
yang mengatakan:

" Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus,

maupun yang dikenal dengan satu nama tertentu, tunduk pada
peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab

yang lalu”.

Untuk dapat menyelesatkan persoalan tersebut, maka dapat

diselesaikan dengan 3 (tiga) teori, yaitu:*’

a. Teor absorpsi
Menurut teori ini ditetapkan ketenfuan-ketentuan perundang-undangan
daripada persetujuan yang dalam persetujuan campuran tersebut paling
menonjol. Kelemahan dari teori ini adalah tidak ada pegangan untuk
memutuskan unsur/prestasi mana yang dianggap paling pokok (paling
penting).

b. Teori combinatie
Menurut teon ini, persetujuan dibagi-bagi dan kemudian atas masing-
masing bagian tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku untuk bagian-bagian tersebut. Kelemahan teori ini adalah kalau
ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut bertentangan satu sama lain.

c. Teori Sui generis
Menurut teori ini, ketentuan-ketentuan daripada persetujuan-persetujuan

yang terdapat dalam persemjuan campuran diterapkan secara analogis.

2,1.3 Asas dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak
yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi
perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan asas
umum yang merupakan pedoman serta menjadi batas dalam mengatur dan

membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhimya menjadi

¢ Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., Pasal 1319.

‘" 1. Sawio, Hukum Perikaran, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, cet. 2, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2001), hal. 157.
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perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan
atau pemenuhannya. Asas-asas itu adalah, 1) asas personalia, asas ini adalah
asas yang menyatakan tentang siapa-siapa yang terkait dalam perjanjian dan
diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yang mengatakan:
"Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama
sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya

sendiri”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasamya suatu
perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu,
subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya
sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315
menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari it menunjuk juga
pada kewenangan bertindak seseorang yang membuat atau mengadakan
perjanjian. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang
cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang
dilakukan oleh orang-perorangan, sebagai subyek hukum mandiri, akan
mengikat dirt pribadi tersebut.

Wailau demikian, KUH Perdata tidak menutup mata, bahwa sebagai
bagian dari asas personalia da;ri suatu perjanjian, yang merupakan perikatan di
antara para pihak yang berjanji, suatu janji ada kalanya di buat untuk dan
hanya kepentingan dari salah satu pihak semata-mata®, i) Asas
konsesualitas, asas ini menyatakan bahwa pada dasamya suatu perjanjian
yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih, telah mengikat. Ini
berarti pada prinsipnya pejanjian yang mengikat dan berlaku sebagai
perikatan para pihak yang beranji tidak memerlukan formalitas. Walau
demikian, uniuk menjaga kepentingan pama pihak, terutama yang melakukan
prestasi, di adakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau di persyaratkan adanya
suatu tindakan tertentu, sperti dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang

mengatakan:

"Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

¥ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, cd. 1, cet. 2,
(Jakarta; PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 34,

Universitas Indonesla

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.



26

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

suatu pokok persoalan tertentu,

o -

suatu sebab yang halal.”

Dari rumusan tersebut, dua syarat yang pertama dinamakan syarat
subyektif, karema mengenal orang-orang atau subyeknya yang akan
mengadakan perjanjian, dan apabila kedma syarat tersebut tidak terpenuhi,
maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Sedangkan dua
syarat selanjutnya dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya
itu sendiri atan obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, demikian
juga dengan kedua syarat ini, apabila fidak terpennhi, maka perjanjian im
dapat di batalkan demi hukum.* Dan apabila ke semua syarat tersebut dapat
terpenuhi, dalam KUH Perdata lazimnya dapat disimpulkan dalam Pasal
1338, yang mengatakan:

" Semua perfanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya".

Dengan demikian pada perkatan “semua”, maka pasal tersebut seolah-
olah berisikan suatu pernyataan bahwa dapat diperbolehkan membuat
perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat
mereka yang membuatnya sebagai undang-undang,’® iii) Asas kebebasan
berkontrak, jika asas konsesualitas menemukan dasar keberadaanya pada
ketentuan angka 1 dari Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan
berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 pasal
yang sama. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat
dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat
kesepakatan atau perjanjian yang melahitkan kewajiban apa saja, selama
sepanjang prestasi yang wajib di lakukan tersebut bukanlah sesuvatu yang
dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata mengatakan bahwa:

*® Subekti (A), Op. Cit., hal. 17.
* tbid., hal. 14.
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” Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-

undang, atau apabila, berlawanan dengan kesusilaan atau -

ketertiban umum”.

Memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian

dapat dibuat dan di selenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang
mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.®'

Svatu perjanjian dapat disebut sebagai suat: perjanjian yang sah

ketika telah memenuhi syarai-syarat perjanjian. Syarat-syarat tersebut diatur
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
yang penjabaran dari pasal tersebut adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus
bersepakat, setuju, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari
perjanjian itu.*? Sepakat ini terbukti dari adanya kehendak yang oleh
pihak pertama telah dinyatakan pada pihak kedua, permyataan mana dapat
dilakukan dengan tegas (uildrukkelijk) atau dengan diam-diam
(stilzwijgend).?® Kecakapan ini merupakan titik temu antara kehendak dan
kemauan pihak yang satu dengan kemauan atau kehendak pihak yang
lain. Kehendak ini tentunya harus diucapkan atau diungkapkan. Terjadi
masalah ketika pernyataan itu tidak selalu sesuai dengan kehendak.
Bagaimana cara menentukan behwa kata sepakat itu telah di capai? Ada 3
teori yang dapat digunakan sebagai penyelesaiannya, yaitu:**
1) Teori kehendak (Wilstheorie)
Menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi suatu
perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian
mengikat kalau kedua kehendak telah saling bertemu dan perjanjian
mengikat atas dasar bahwa kehendak mereka (para pihak) patut

dihormati. Prinsipnya menurut teori ini, suatu persetujuan yang

5! Mulyadi dan Widjaja, Op. Cit., hal. 46.

32 subekti (A), Op. Cir., hal. 17.

3 Mustafa, Ragawino dan Mustafa, Op. Cir, hal. 65.
). Satrio, Op. Cit., hal. 195-197.
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didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Untuk
adanya scpakat tetap harus ada pernyataan yang saling bertemu dan
pemyataan dan kehendak memang harus ada hubungan.

Teori pemnyataan (Verklaringstheorie}

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita
dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

Teori kepercayaan (Vetrouwentstheorie)

Teonl yang sekarang di anut, juga oleh yurisprudensi adalah teori
kepercayaan, dimana menurut toeri ini kata sepakat terjadi jika ada
permnyataan secara obyektif dapat dipercaya. Unsur kepercayaan atau
pengharapan yang ditimbulkan oleh pemyataan seseorang (urut

berperan menjadi unsur yang menenfukan ada atan tidaknya

kesepakatan.

Seiring dengan perkembangan jaman, yang mempunyai pengarh

sangat besar dalam masyarakat terutama dalam bidang komunikasi, maka

bukanlah suatu hal yang asing lagi bahwa transaksi-transaksi dapat

dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Apabila transaksi dilakukan

dengan cara ini, ada teori yang dapat dijadikan acuannya, yaitu:>®

1)

2)

3)

Teori ucapan (Uitingstheorie)

Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang
menerima penawarén telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia
menyetujut penawaran tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa
sulit untuk menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu
jawabannya setiap saat masih dapat diubah.

Teon pengiriman (Verzendingsrheorie)

Terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat
jawaban.

Teori pengetahuan (Vernemingstehorie}

Persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui

bahwa penawarannya telah disetujui.

* Ibid., hal. 257-261.
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4) Teon penerimaan (Ontvengstheorie)
Menurut teori ini, persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat

jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

KUH Perdata juga mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan
sepakat atau kata sepakat yang telah diberikan menjadi tidak sah, hal
tersebut diuraikan dalam Pasal 1321 yang mengatakan bahwa:

1) Kekhilafan
Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf
tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang
sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian,
ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.
Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang
itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan
persetujuannya.”® Mengenai kekhilafan tersebut diatur dalam Pasal
1322 KUH Perdata.

2) Paksaan
Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, jadi bukan paksaan
badan (fisik). Paksaan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian
merupakan alasan untuk batalnya perjanjian itu. Hal ini ditentukan
oleh Pasal 1323 dan 1324 KUH Perdata bahwa untuk dapat menjadi
alasan bagi batalnya perjanjian, paksaan itu harus dapat
menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau
kekayaannya diancam dengan suat kerugian nyata.

3) Penipuan
Penjelasan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1328 ayat (1) dan
ayat (2) KUH Perdata, dimana ayat (1) mengatakan bahwa:

"Penipuan nierupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian,

apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah

sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain

* Subekti , Op. Cir., hal. 24.
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tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu

muslihat tersebut”,

Biasanya dianggap suatu kebohongan saja tidak cukup untuk adanya
penipuan, melainkan harus ada suatu rangkaian kebohongan, yang dalam
hubungan satu dengan lainnya merupakan suatu perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Para pihak yang membuat suatu perjanjian adalah harus orang-orang yang

cakap menurutﬁhukum, yaitu setiap orang yang telah dewasa atau akil

baliq dan sehat pikirannya. KUH Perdata mengatur mengenai orang-orang
yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330:*7 yaitu:

1) orang yang belum dewasa;

2) mereka yang berada dibawah pengampuan;

3) orang-orang perempuan daam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.’®
Hal ini telah diubah dengan diberlakukannya SEMA No. 3/1963,
yaitu untuk perempuan bersuami, peraturan int dihapus dan
diberlakukannya UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 31
ayat (2).

Apabila suatu perjanjian diadakan dengan omng yang tidak cakap,
seperti dalam golongan diatas, maka akibatnya perjanjian itu bisa
dibatalkan oleh Hakim atas permohonan orang tersebut atau walinya
{Pasal 1331 KUH Perdata). Apabila orang yang tidak cakap tersebut
menuntut agar persetujuan dilaksanakan, maka ia wajib melakukan
kontra prestasinya.’

¢. Suatu pokok persoalan tertentu

Maksudnya adalah apa yang menjadi obyek perjanjian. Pada umumnya

suatu benda atau barang, namun terdapat pula perjanjian dimana

obyeknya bukan benda, misalnya perjanjian kerja (diatur dalam Pasal

*" Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., Pasal 1330.
* Ibid.

* Mustafa, Ragawino, Priatna, Op. Cir., hal. 68
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1601 KUH Perdata). Barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian
adalah barang yang dapat diperdagangkan dan yang paling tidak harus
ditentukan jenisnya. KUH Perdata mengatur mengeni hal ini dalam Pasal
1332 ayat (1), sedangkan Pasal 1333 ayat (2) menentukan bahwa tidak
jadi masalah bila jumlah barang tidak tentu, asalkan di kemudian hari
jumlah tersebut di tentukan. Hal ini diperjelas lagi oleh Pasal 1334 ayat
(1) KUH Perdata, yaitu bahwa barang-barang yang baru akan ada
kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Jadi, yang menjadi obyek
prestasi dapat berupa barang-barang yang akan datang, yang di bagi
dalam dua macam, yaitu:

1)  Obyek prestasi yang akan datang mutlak (@bsoluut toekomstig)
Barangnya belum ada pada wakiu perjanjian itu di buat, misalnya
moebil yang masih akan dibuat.

2)  Obyek prestasi yang akan datang misbi (relative toekomstig)
Barangnya sudah ada pada waktu perjanjian itu diadakan, teapi
belum ada di bawah kekuasaan debitur, misalnya penjualan saham
yang masih harus di beli.

d. Suatu sebab yang halal
Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud degan sebab suatu perjanjian tidak
lain daripada isi perjenjian.*® KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal

1320 sub 4. Kemudian Pasal 1337 undang-undang yang sama mengatur

mengenai suatu sebab yang terlarang, yaitu sebab yang dilarang oleh

undang-undang atau bila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban
umum. Dengan diketahuinya perjanjian, maka dapat diketahui apakah
tujuan pernjanjian itu terlarang, dapat dilaksanakan atau tidak, dan atau

bertentangan atau tidak dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

2.1.4 Bagian-bugian (Unsur-unsur) Perjanjian
Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur

dalam 1pe,xjanjian,"l1 yaitu:

®° Ibid., hal. 68-69.
" Mulyadi dan Widjaja, Op. Cit., hal 84.
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a. Unsur esensialia

Unsur ini dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa
prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak,
yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya
secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya
dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari
suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli dibedakan dan perjanjian
tukar menukar.*
b. Unsur naturalia
Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian
tertentu, setelah unsur esesialianya diketahui secara pasti. Misalnya
dalam perjanjian yang mengandung esensialia jual beli, pasti akan
terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dar penjual untuk
menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.
Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari
jual beli menghendaki yang demikian %
c. Unsur aksidentalia

Unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang
merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang
oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan
persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para
pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatmya bukan
merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi
oleh para pihak.®*

2.1.5 Penafsiran Perjanjian

Apabila terdapat suatu perseliéihan antara para pihak dan atas
perselisihan itu tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang tclah
disepakati oleh para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para
pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat

®? Ibid., hal. 85.
& fbid., hal. 89.
& fbid., hal. 90.
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mengisi kekosongan hukum tersebut dengan melakukan penafsiran untuk
menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.
KUH Perdata mengatur hal tersebut dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal
1351.%

Dengan pedoman yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa pada
prinsipnya KUH Perdata membebankan prestasi atau kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh debitur dalam tiap-tiap perikatan, maka sebagai
keseimbangan atas pembebanan tersebut, KUH Perdata juga melindungi
kepentingan debitur agar ia tidak dikenakan beban yang berlebih atau yang
terlalu berat hingga pada akhimnya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran
terhadap asas itikad baik, sebagaimana diramuskan dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUH Perdata. Sejalan dengan konsepsi tersebut, maka penafsiran perjanjian
pun harus dilaksanakan dengan mempergunakan pedoman yang telah
ditentukan, guna memberikan keseimbangan yang adil bagi debitur maupun
kreditur dalam perikatan yang lahir dari pegjanjian.

2.1.6 Berakhirnya Perjanjian
Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan cara hapusnya suatu
pefjanjian, yaitu:

a. Pembayaran; dengan pembayaran dimaksudkan setiap pemenuhan
perjanjian secara sukarela.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan menyimpan atau penitipan;
ini adalah svatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si
berhutang (kreditur) menolak pembayaran.

c. Pembaharuan utang atau novasi; menurut pasal 1413 KUH Perdata, ada
tiga syarat untuk melaksanakan suatu pembaharvan utang, novasi yang
pertama adalah novasi objektif, karena yang diperbaharui adalah obyek
perjanjian, sedangkan novasi kedua dan ketiga adalah novasi subyektif,

karena yang diperbaharui adalah orang-orang dalam perjanjian tersebut.

* Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, cet. 1, (Jakana: Kencana, 2004), hal.
I5.
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d. Perjumpaan utang atau kompensasi; ini adalah suatu cara penghapusan
utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang
piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

e. Percampuran utang; percampuran utang yang terjadi pada dirinya si
berutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung
utangnya (borg). Sebaliknya percampuran utang yang terjadi pada
seorang penanggung utang (borg), tidak sekali-kali mengakibatkan
hapusnya utang pokok.

f. Pembebasan utang; teranglah bahwa si berpiutang dengan tegas
menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berutang dan
melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka
perikatan tersebut hapus.

g. Musnzhnya barang yang terutang; jika barang tertentu yang menjadi
obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang,
hingga sama sekali tak diketahni apakah barang itu masih ada, maka
hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar
kesalahan si berutang dan sebelum lalai menyerahkannya.

h. Batal/pembatalan; hal ini terkait dengan syarat subyektif dan syarat
obyekfif dalam suatu perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320
KUH Perdata.

i. Berlakunya suatu syarat batal;, yang dinamakan perikatan bersyarat itu
adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa
yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Semua itu dinamakan
suatu perikatan dengan suatn syarat batal.

J- Lewatnya waktu; dengan lewatnya waktu, hapuslah perikatan hukum dan
tingglah suatu perikatan bebas, artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak
dapat dituntut di depan hakim.

Cara-cara tersebut diatas belum lengkap, karena masih ada cara yang
tidak disebutkan, misalnya berakhimya suatu ketetapan waktu dalam suatu
perjanjian atau meninggainya salah satu pihak dalam perjanjian, seperti

meninggalnya seorang sekutu dalam suatu perjanjian firma dan pada
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umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya dapat

dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh orang lain.5

2.1.7 Perjanjian, Kontrak dan Kontrak Dagang

Dewasa ini masyarakat telah hidup di zaman ketika mereka satu sama
lain semakin tidak terbatasi oleh kondisi lokast, jarak, dan perbedaan waktu
dalam kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari khususnya berkenaan dengan
kegiatan ekonomi, usaha, pekerjaan atau perdagangan. Kegiatan ekonomi,
dunia usaha, maupun perdagangan telah berkembang sedemikian pesatnya
sejak masyarakat dahulu melangsungkan kegiatan perdagangan melalui
sistem barter (tukar menukar) barang. Sangatlah berisiko kiranya jika pada
masa sekarang jika suatu kontrak atau perjanjian maupun kesepakatan
dilangsungkan tanpa kemudian dilembagakan dalam suatu kesepakatan
tertulis. -

Penulis Yunani, Herodotus (abad kelima sebelum Maschi),
menggambarkan, antara lain bagaimana suatu bentuk lalu lintas pedagangan
melalui pertukaran barang, terbentuk tanpa adanya kontrak langsung antara
para pihak, yakni dengan cara meletakkan dan meninggalkan barang-barang
tersebut di tempat tertentu. Cara tukar menukar barang seperti ini
dipraktikkan oleh para pedagang di Kartago (pelabuhan di Tunisia) dan
penduduk Libya. Para pedagang di Kartago meninggalkan barang-barang
dagangan mercka di tempat tertentu, biasanya di pinggir pantzi, kemudian
kembali ke kapal-kapal mereka dan menyalakan api unggun dengan
bubungan asap sebagai tanda kedatangan. Penduduk setempat kemudian
datang untuk melihat-lihat barang-barang apa yang dapat mereka pertukarkan.
Bila mereka sudah memilih barang apa yang diambil, mereka akan
meninggalkan bongkahan emas sebagai alat tukar disamping barang-barang
yang mereka minati dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Para
pedagang kembali ke pantai untuk melihat berapa jumlah emas yang
ditinggalkan. Bila mereka beranggapan bahwa jumlah tersebut sebanding

dengan barang-barang mereka, bongkahan emas tersebut akan diambil. Bila

®® Subekti (A), Op. Cit., hal. 64.
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dirasa kurang, mereka akan kembali ke kapal dan menunggu. Selanjutnya,
penduduk setempat akan menambahkan jumlah bongkahan emas. Proses ini
akan terus berulang sampai tercapai kesepakatan tentang nilai tukar yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak.”’

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu
contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah
overeenscomstrecht, Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak
adalah: “Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar
dan mengatur jenis perjanjian terfentu”. Lawrence M. Friedman tidak
menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dar pasar dan jenis perjanjian
tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dad
berbagai aktifitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah market.
Didalam berbagai market tersebut maka ekan mepimbulkan berbagai macam
kontrak yang dilakukan pelaku usaha. - |

Lebih lanjut, Michael D. Bayles mengartikan confract of law atau
hukum kontrak adalah: “Might then be taken to be the law pertaining to
enforcement of promise or agreement’, artinya, hukum kontrak adalah
sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atan
persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Bayles tidak
melihat pada tahap-tahap pra-kontraktual dan kontraktual. Tahap ini
merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak.
Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh
mereka sendiri.®®

Terdapat beberapa istilah yang perlu diklarifikasi antara pengertian
Hukum Kontrak dengan Hukum Perikaian, Hukum Perhutangan, dan Hukum

Perjanjian. Meskipun secara esensi memiliki persamaan, namun masing-

" Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia — Hukuni Perjanjian
Berlandaskan Asas-Asas WIGATI Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 5. llustrasi
dipinjam dari R. Feecnstra en M. Ahsmann, Contract, Aspecten van de begrippen contract en
contracsvrifheid in histeoric perpectief, tweede druk, Deventer, 1988, him. 8.

 Salim H.8., M.S., Hukum Kontrak — Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 3.
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masing istilah tersebut memiliki penekanan yang berbeda-beda, yaitu sebagai
berikut: -

a.

Hukumn Perikatan, merupakan istilah yang paling luas cakupannya, yaitu
kesepadanan dari istilah bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah hukum
perikatan ini mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga dari KUH
Perdata, yang terdiri dari 2 (dua) golongan besar, yaitu:

1) Perikatan yang berasal dari undang-undang;

2) Perikatan yang berasal dari perjanjian.

Hukum Perhutangan, sebenamya dimaksudkan sebagai padanan hukum

perikatan, namun karena berasal dart kata “Utang”, maka bagaimanapun

juga akan berkonotasi bahwa ikatan hukum tersebut merupakan ikatan
yang berhubungan dengan pembayaran wang, misalnya ikatan yang
timbuldad pinjam kredit, jual beli , dan sebagainya;

Hukum Perjanjian, merupakan padanan dari istilah “‘overeenkomst”

dalam bahasa Belanda, atau “agreement” dalam bahasa Inggris. Oleh

karenanya, istilah Perjanjian mempunyat cakupan yang lebih sempit dari
istilah perikatan, yaitu dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan
hukum yang berasal dari perjanjian saja;

Hukum Kontrak, merupakan kesepadanan dari istilah “contract” dalam

bahasa Inggris. Hukum Kontrak memiliki konotasi sebagai berikut:

1) Hukum Kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang menga;tur
tentang perjanjian tertulis semata-mata;

2) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang megatur tentang
perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata;

3) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang
mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional
atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional;

4) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang

mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan
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oleh kedua belah pihak. Jadi janggal jika digunakan istilah kontrak

untuk “kontrak hibah”, “kontrak warisan”, dan sebagainya.ﬁg

Serupa dengan pembahasan diatas, Budiono Kusumohamidjojo juga

mengemukakan bahwa Kontrak, yang berasal dad bahasa Inggris “contract”
adalah:

“ An agreement between two or more persons which creates an
obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are
competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality
of agreement, and mutuality of obligation. The writing which
contains the agreement of parties, with terms and conditions, and

which serves as proof of the obligation”.

Jadi, “kontrak™ adalah suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih

orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau fidak melakukan

sesuatu hal khusns. Suatu kontrak dengan demikian memiliki unsur-unsur:

a
b.
c.
d.

pihak-pihak yang kompeten;
pokok yang disetujui;
pertimbangan hukum;dan
kewajiban timbal balik.

Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan suatu tulisan yang

memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan ketentuan dan syarat-

syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya (seperangkat)

kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci tersebut dengan demikian

secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.’®

% Munir Fuady, SH, MH, L.LM, Hukwn Kontrak — Dari Sudut Pandang Bisnis, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1999}, ha 1- 3. Bandingkan dengon penjelasan Guse Prayudi, SH, Seluk Beluk
Perjanjian (Dalam Bentuk Tanys Jawab Disertai Dengan Dosar Hukumnya Dan Dilengkapi
Dengan Yurisprudensi), (DI Yogyakarta: Pustaka Pena, 2008), 1., dikemukakan sebagai berikut:
“Apakah istilah perjanjian dengan kontrak mempunyai pengertian yang sama? Dalem kehidupan
sehari-hari istilah kontrak diartikar sebagaf perjanjian yang berlaku untuk jangka wakiu tertentu,
misalnya kontrak rumah, tetapi menurut hukum istilah kontrak adalah sama pengertiannya

dengan perfanjian, hal ini terlihat dari judul Bab I} Buku 1] KUH Perdata yakni perikatan yang
lahir dari kontrak atau perjanjian™.

6.

" Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, (Jakarta: Grasindo, 1998), hal 5-
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Terkait dengan berbagai definisi yang dikemukakan beberapa pakar
hukum, pengertian kontrak secara umum lebih lanjut dapat dikemukakan
sebagai berikut:

a. kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah
suatu peganjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian;

b. kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling
memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau
bahkan telah terjadi snatu wanprestasi;

c. kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang
berkepentingan, schingga apabila ada pihak yang dirugikan telah
memiliki alat bukti untuk mengajukan svatu tuntutan ganti rugi kepada

pihak lainnya.™

Istilah dagang merujuk pada istilah “commerce” dan “commercial”,
yang oleh Black’s Law Dictionary dikemukakan sebagai berikut:
a. Commerce:
“The exchange of goods, productions, or property of any kind; the
buying, selling, and exchanging of articles. The transportation of persons
and property by land, water and air”.
Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia;
“Pertukaran barang-barang, produksi-produksi, atau properti/kepemilikan
apapun; pembelian, penjualan, dan pertukaran unit-unit barang.
Pengangkutan orang-perorangan dan barang kepemilikan melalui darat,
perairan dan udara”.
b. Commercial:
“Relates to or is connected with trade and (raffic or commerce in
general; is occupizd with business and commerce. Generic term for most

all aspects of buying and selling”.

’! Hasanudin Rahman, SH., Contract Drafting, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), hal 3.

Unlversitas Indonesia

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.




40

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:
“Terkait dengan atau sehubungan dengan perdagangan dan lalu lintas
atau jual beli pada umumnya; bertalian dengan bisnis dan jual beli.

Istilah dasar untuk seluruh aspek penjualan dan pembelian”.’”®

Dengan demikian kontrak dagang adalah suatu kontrak yang
menyangkut atau berkenaan dengan perdagangan, atau bisnis, atau penjualan
dan pembelian menyangkut barang atau properti’kepemilikan apapun
termasuk juga dapat mencakup aspek pengangkutan atas orang maupun
barang yang dilakukan baik melalui darat, laut atau perairan, maupun udara.

Memnjuk pada pemaparan lain, kerjasama bisnis secara kontraktual
merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak
yang dibuat dan ditandatangani oleh keduabelah pihak yang bekerjasama.
Dalam praktik nasional maupun internasional, kontrak-kontrak yang
melandasi kerja sama untuk perluasan bisnis tersebut sangat banyak

macamnya. Diantaranya yang paling sering digunakan adalah kontrak-
kontrak sebagai berikut:

a. Kontrak lisenst;
b. Kontrak franchise;
¢. Kontrak distribusi;
d. Kontrak agensi;
e. Kontrak lainnya.”

2.1.8 Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi atau dikenal juga dengan istilah kontrak
umum/induk (general contracting) telah berlangsung dimulai sejak tahun
1870, yaitu pada saat Cubitts, sebuah perusahaan kontraktor di London,
Inggris, menawarkan jasanya. Sebelum waktu tersebut, pekerjaan
pembangunan didasarkan pada bagian per bagian kontrak untuk masing-

masing pekerjaan yang dilaksanakan secara langsung (direct contract) antara

 Henry Campbell Black, M.A., Black's Law Dictionary 6" Edition (St.Paul, MN, USA: West
Publishing Co., 1993}, hal 183-184.
™ Munir Fuady, SH, MH, L.LM, Op.Cit., hat 173.
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klien (pemilik) dengan kontraktomnya, atau berdasarkan paket rancang dan
bangun secara lump-sump.” Fixed lump-sump, yaitu suatu paket dimana
volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh divkur ulang.”

Pemikiran diperlukannya suatu kontrak konstruksi sebagai general
contracting mulai dirasakan oleh para pihak terkait sebagai sebuah
respon/tanggapan yang baik pasca revolusi industri, dikarenakan banyaknya
variabel atau aspek terkait didalamnya, sehingga pengaturan atas hal tersebut
sangatlah dibutuhkan. Lebih lanjut, tingkat kompleksitas yang tinggi juga
melekat pada nature bisnis tersebut, sebagaimana didalamnya memuat
berbagai pengaturan atas: (i) aspek keteknikan dan material pekerjaan, (ii)
masalah koordinasi yang tepat anatara pihak-pihak terkait, (ili) aspek
pengadaan dan perdagangan barang-barang; (iv) isu desain serta rancang
bangun yang memungkinkan untuk dapat dilangsungkannya pekerjaan, (v)
keberlangsungan aspek ketenagakerjaan yang terlibat dalam pembangunan,
(vi) skala ekonomi yang selalu melekat dalam proses keberlangsungan
pekerjaan, (vi) isu pengembangan infrastuktur yang melekat, (vii) pembatasan
tanggung jawab, dan lain-lain.™

Oleh karenanya, keseluruhannya aspek tersebut dapat diupayakan
optimal apabila dilingkupi oleh suat kontrak yang memadai, yaitu dalam hal
ini terakomodir oleh adanya kontrak konstruksi atan genera! comtracting
dimaksud.

Bentuk (form) atau figur hubungan kontraktual yang termuat dalam

general contracting dapat dikemukakan sebagaimana bagan di bawah inj:’’

™ John Murdoch and Will Hughes, Construction Contracts, Law and Management, (New York:
?Sfon Press, 2005), hal25.

Ir. H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia (Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama, 2003}, hal 19-20.

™ John Murdoch and Will Hughes, Op. Cit., hal 25.
7 Ibid., hal 26.
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EMPLOYER (PEMILIK PEKERJAAN)

ARCHITECT/CIVIL QUANTITY STRUCTURAL SERVICES GENERAL CONTRACTOR

ENGRNEER SURVEYOR ENGINEER ENGINEER

SUB-CONTRACTOR

Jarang sekali kita berpikir bahwa untuk merencanakan, melaksanakan,

dari mengawasi pembangunan fisik diperlukan suatu kontrak tertulis antara
pengguna jasa (pemilik proyek/pemberi tugas) dan penyedia jasa (konsultan
perencana/kontraktor pelaksana/konsultan pengawas). Bentuk perikatan
mengenai kegiatan industri jasa konstruksi inilah yang dikenal dengan
Kontrak Konstruksi atau Perjanjian Konstruksi yang di Negara Barat dikenal

dengan istilah Construction Contract atau Construction Agreement.””

Terkait dengan perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia,

kontrak-kontrak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan,
yaitu: " k

Versi Pemerintah

Biasanya tiap Departemen memiliki “standar” sendiri. Standar yang
biasanya dipakai adalah standard Departemen Pekerjaan Umum
(Departemen KIMPRASWIL). Bahkan Pekerjaan Umum memiliki lebih
dari satu standar karena masing-masing Direktorat Jenderal (ada 3 buah)
mempunyai standar sendiri-sendiri.

Versi Swasta Nasional

Versi ini beraneka ragam sesuai selera Pengguna Jasa/Pemilik Proyek.
Kadang-kadang mengutip standar Departemen yang sudah ada atay yang
sudah lebih dulu maju mengutip (sebagian) sistem Kontrak Luar Negeri
seperti FIDIC (Federation internationale des Ingenieurs Counsels), ICT
{(Joint Contract Tribunals), atau AIA (American Institute of Architecs).

7% Ir, H. Nazarkhan Yasin, Op. Cit..hal 1.
 1bid., hal 14-15.
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Namun karena diambil setengah-setengah, maka wajah kontrak versi ini
menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa.

¢. Yersi/Standar Swasta/Asing
Umumnya Pengguna Jasa/Pemilik Proyek Asing menggunakan kontrak
dengan sistern FIDIC atau JCT.

Berdasarkan aspek perhitungan biaya, yaitu biaya pekerjaan/harga
borongan yang akan dicantumkan dalam kontrak, ada 2 (dua) macam Kontrak
Konstruksi yang sering digunakan, sebagai berikut:

a. Fixed lump-sum price/kontrak harga pasti, yaitu svatu kontrak dimana
volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur
ulang; 80

b. Unit price/kontrak harga satuan, secara umum yaitu sunatu kontrak
dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya
merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume
pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.”

Berdasarkan aspek perhitungan jasa yang akan dibayarkan oleh
Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa, diantaranya di Indonesia dikenal 3
macam bentuk, yaitu:*

a. Biaya Tanpa Jasa (Cost Without Fee)
Bentuk kontrak dimana Penyedia Jasa hanya dibayar biaya pekerjaan
yang dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan jasa. Contohnya adalah
pekerjaan yang bersifat sosial seperti pembangunan tempat ibadah, dan
lain-lain.

b. Blaya Ditambah Jasa (Cost Pius Fee)
Penyedia Jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan,
ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk persentase dari biaya

(misalnya 10%). Nilai jasa akan bervariasi tergantung besamya biaya.

% 1bid., hal 19-20.
¥ Jbid., hal 24
®2 1bid., hal 27-34.
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¢. Biaya Ditambah Jasa Pasti (Cost Plus Fixed Fee)

Hamper serupa dengan kontrak Cost Plus Fee, namun nilai jasanya sudah

ditetapkan sejak awal jumlah imbalan/jasanya sebagai nilai yang pasti.

Berdasarkan aspek cara pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa,

dibedakan 3 (tiga) macam cara pembayaran dalam Kontrak Konstruksi, yaitu:

a. Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment)

Sistern ini mengatur bahwa prestasi Penyedia Jasa dihitung setiap akhir

bulan. Setelah prestasi tersebut diakui oleh Pengguna Jasa maka Penyedia

Jasa dibayar sesuai prestasi tersebut.

b. Pembayaran Atas Prestasi (Srage Paymenti)

Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi’kemajuan pekerjaan yang telah

dicapai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jadi tidak atas dasar

prestasi yang dicapai dalam satuan waktu (bulanan). Biasanya besarnya

prestasi dinyatakan dalam persentase (termin/angsuran). Adalah wajar

kiranya Pengguna Jasa tidak membayar penuh prestasi Penyedia Jasa,
sebagai contch dapat dirujuk tabel dibawah ini:

NO. | NILAI PRESTASI PEKERJAAN NILAIPEMBAYARAN KETERANGAN
1. 20% X nilaj kontrak 15% X nilai kontrak
2. 20% X nilai kontrak 20% X nilai kontrak
i 20% X nilai kontrak 20% X nilai kontrak
4. 20% X nilai kontrak 20% X nilai kontrak
5. 20% X nilai kontrak 20% X nilai kontrak
100% X nilai kontrak 95% X nilai kontrak 5% retention
money

Memjuk tabel diatas, 5% (lima persen) dari nilai kontrak ditahan oleh

Pengguna Jasa selama Masa Tanggungan atas Cacat (refention money)

sebagai jaminan agar Penyedia Jasa mau memperbaiki cacat atau
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ketidaksempurnaan pekefjaan sewaktu serah terima pertama, yaifu
pekerjaan 100% (seratus persen) selesai. Setelah serah terima kedua
(terakhir) berlangsung, maka 5% (lima persen) pembayaran diserahkan
kepada Penyedia Jasa.

¢. Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (Coniractor’s Full
Prefinanced)
Pembayaran atas seluruh hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus persen) dan diterima baik oleh Pengguna Jasa. Dengan demikian

Penyedia Jasa harus mendanai dahulu seluruh pekerjaan sesuai kontrak.

Berdasarkan aspek pembagian tugas para pihak yang terkait, Kontrak
Konstruksi dibedakan antara lain sebagai berikut:**
a. Kontrak biasa/konvensional
Merupakan kontrak yang paling banyak dipakai sejak dahulu hingga saat
ini. Pembagian ftugasnya sangat sederhana yaitu Pengguna Jasa
menugaskan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan
tersebut sudah dibuat rencananya oleh pihak lain, tinggal
melaksanakannya saja  sesuai kontrak. Beberpa bagian pekerjaan
diborongkan kepada pihak sub-penyedia jasa. Pengawas ditunjuk sebagai
pimpinan proyek, yaitu arsitek/archifect atau engineer. Meskipun kontrak
konstruksi yang utama hanya 1 (satu), namun sedikitnya untuk pekerjélan-
pekerjaan diperlukan 3 (tiga) kontrak terpisah sebagai berikut:
1) Kontrak yang dilangsungkan antara Pengguna Jasa dan Konsullan
Perencana sebagai penyedia jasa untuk merencanakan proyek;
2) Kontrak antara Pengguna Jasa dan Konsulten Pengawas sebagai
penyedia jasa untuk mengawasi jalannya proyek;
3) Kontrak antara Penguna Jasa dan Penyedia Jasa yang mengerjakan
proyek tersebut.
b. Kontrak spesialis
Apabila dalam kontrak konvensional kontrak utamanya hanya 1 (satu)

antara Penyedia Jasa utama dengan Pengguna Jasa, maka pada kontrak

¥ fbid., 51-77.
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spesialis terdapat lebih dari 1 (satu) Kontrak Konstruksi, berdasarkan
bidang pekerjaan khusus/special, misalnya pekerjaan fondasi, mekanikal
dan elektronikal, telekomunikasi, dan lain-lain.

Rancang bangun

Penyedia Jasa selain memiliki tugas membunat suatu perencana proyek
yang lengkap sekaligus juga melaksanakannya dalam satu Kontrak
Konstruksi. Jadi Penyedia jasa selain mendapatkan pembayaran atas
pekerjaan konstruksi, dia juga mendapatkan imbalan jasa atas pembuatan
rencana/design proyek tersebut. Pengguna Jasa tidak lagi menempatkan
pengawas dalam pelaksanaannya.

Engineering, Procurement dan Construction (EPC)

Sejenis dengan kontrak rancang bangun, hanya lebih banyak diterapkan
pada pembangunan pekerjaan-pekerjaan dalam industri minyak, gas bumni
dan petro kimia.

Build of Transfer (BOT)

Pola kepasama antara Pemilik Tanah/Lahan dan Investor yang akan
menjadikan Lahan tersebut menjadi fasilitas untuk perdagangan, hotel,
resort, atau jalan tol. Setelah pembangunan fasilitas selesai, Investor
diberi hak untuk mengelola dan memungut hasil dari fasilitas tersebut
selama kurun waktu tertentu. Kontrak ini mirip dengan rancang bangun,
hanya perbedaannya adalah -terdapat masa konsesi yang diberikan kepada
Penyedia Jasa. Setelah masa pengoperasian (konsesi) selesal maka
fasilitas dikembalikan kepada Pemilik.

Swakelola

Pekerjaan dilangsungkan sendiri oleh pihak intemal Pemilik proyek,

misalnya instansi pemerintah yang mempekerjakan sekumpulan orang
dalam instansi itu sendiri.
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2.2 Tinjauan Umum Kklausul Variation Order, Variation Order

Procedure, dan Variation Order Request
a. Variation Order

Sebagaimana telah diuraikan secara umum pada Bab I oleh penulis,
sulit kiranya para pihak dapat memastika

n suatu kondisi secara pasti atau tetap (fixed) terutama atas kondisi
tertentu yang muncul selama keberlangsungan kontrak, khususnya dalam
Kontrak Konstruksi, misalnya terkait perubahan lingkup pekerjaan, nilai
kontrak, spesifikasi barang, dan lain-lain. Terutama untuk menyelamatkan
aspek komersial dan kelancaran pekerjaan, maka perubahan atas klausul yang
disepakati tentunya harus dapat diakomodir agar optimalisasi dari kesepakatan
kontrak dapat dilaksanakan. Berbagai perubahan kesepakatan yang diterapkan
dalam kontrak konstruksi untuk mengakomodir penyesuaian atas maksud dan
tujuan para pihak salah satunya dilembagakan dalam klausul Variation Order
(VO) yang disampaikan oleh masing-masing pihak sehubungan perubahan
atas perkembangan dan pelaksanaan kontrak/perjanjian yang sedane
berlangsung.

Sekedar sebagat perbandingan dengan yang mungkin terjadi dengan
kontrak-kontrak lainnya, klausul Variation Order sclaras merupakan klausul
upaya penyelamatan {escape/exit clause) atas adanya suatu keadaan sulit
(Hardship) dalam pelaksanaan kontrak, KUHPerdata atau RUU Perjanjian
tidak mengatur keadaan apabila kontrak tidak terlaksana akibat perubahan
yang fundamental. Misalnya krists ekonomi yang menimpa Indonesia saat ini
telah mengakibatkan banyak kontrak yang tidak dapat terlaksana sebagaimana
mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh nilai biaya yang harus dikeluarkan
untuk melaksanakan kontrak naik secara mencolok. Adapun nilai kontrak pada
saat ditutup menggunakan kurs mata uang dollar sangat kecil. Maka terjadi
perubahan keadaan yang sangat fundamental. Klausula kesulitan (hardship
clause) merupakan metode kontraktal yang cukup canggih dalam menangani
persoalan terjadinya perubahan keadaan yang fundamental yang akan

mempengaruhi  hakikat dari perjanjian para pihak. Dalam menganalisis
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pelaksanaan kontrak (performance of contract), sekurang-kurangnya ada 3
(tiga) masalah hukum, yaitu: _

1) Apakah telah dilakukan pelaksanaan kontrak sepenuhnya. Hal ini
tergantung dari apakah sudah dilaksanakan syarat konfrak. Jika
terpenuhi berarti kontrak telah sukses dan selesai;

2) Adakalanya terjadi ingkar janji oleh salah satn pihak maka perlu dilihat
apakah ingkar janji tersebut ada alasan pemaafnya. Alasan pemaaf
dapat berupa karena berlakunya klausul eksemsi (effect of exemption
clauses), terjadinya perubahan atau pengakhiran kontrak dengan
persetujuan (variation or termination by agreement), dan pengakhiran
karena kegagalan;

3) Apakah telah terjadi pelanggaran kontrak.

Klausul hardship biasanya mewajibkan pengujian kembali pelaksanaan
kontrak dari masing-masing pihak berdasarkan perubahan keadaan.**

Sejalan dengan urain diatas, kontrak dalam perdagangan internasional
juga mengenal klausula sejenis yang lazim diterapkan dalam kontrak
dagangnya. Klausula dimaksud dimuat dalam klausula revisi {(revision
clauses). Dalam kontrak jangka panjang para pihak dapat menyepakati untuk
melakukan tinjavan suatu terminologi kontraktual, dan sejalan dengan
kebijakan mengenai keuangan, pada kondisi khusus {peningkatan biaya/cost
increase, keadaan sulithardship, dan lain-lain). Dengan demikian, klausula
adaptasi, tinjauan/revisi atau ekskalasi mungkin saja dapat memberlakukan
upaya penyempurnaan terientu atau melakukan tinjauan perubahan nilai yang
berlangsung secara periodik.®

Sebagaimana pula telah disinggung pada Bab terdahuly, secara umum
Variation Order diartikan atau didefinisikan antara lain sebagai berikut:

1) Pengertian Change/Change Orders/Variation

* Taryana Soenandar, SH., MH., Prinsip-Prinsip Unidroit — Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan
Penyelesatan Senghkera Bisnis Internasional (Jakana:Sinar Grafika, 2004}, 121-122.

* Hans Van Houtie, The Law of International Trade (London: Sweet & Maxwell, 1995), 326.,
scbagaimana dikutip sebagai berikul: “Revision Clauses: In Long-Term contracts parties can
agree fo review the contractual terms, and in-particular the monetary obligation, in specific
circumstances (cosi increase , hardship, etc.). Adaptation, revision or escalasion clause may thus
allow the fresh assessmeni or periodical revision of the price”.
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“Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sering terjadi perubahan.
Perubahcn tersebut sangat lumrah terjadi karena keinginan dari
Pengguna Jasa yang timbul selama pelaksanaan dari suatu proyek
konstruksi yang disebabkan antara lain karena diinginkannya
perubahan lingkup pekerjaan, perubahan spesifikasi teknik, perubahan
jenis material, perubahan perencanaan arsitektural, perubahan

melode kerja, percepatan pekerjaan, dan lain-lain™ 3%

2) “Approved change in a specification or _pi"o‘,v'.?ct".mr

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

“Persetujuan perubahan atas spesifikasi atau proyek”.

3} “Variation Order is a ‘change’ which the architect may be issued to
make the drawing, such as putting in a new window. The Architect will
then inform the builders of the variation™ **

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:
“Variation Order adalah suatu perubahan yang karenanya seorang
arsitek harus membuat pekerjaan, misainya menambahkan jendela

baru. Arsitek akan menginformasikan pembangun/pemilik atas

perubahan tersebut”.

4) “Variation Order is instruction that an Architect gives to the builder
concerning any variation (o the original building contract. If for
example, a contract to build a room to the amount of R50000 were
drawn up and the homeowner decided to substitute alumin-ium
window for the wooden ones specified in the contract, the architect
would issue a variation order, instructing the builder contractor to
change the window and alter the amount specified in the contract

accordingly. The change order is the result of altering the original

' Ir. H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kigim Konsiruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi
(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 61.

* Variation Order Definition (On-line), http://www businessdirectory.com
® What is Variation order in construction? (On-line), http:/fwww . answer.com
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order became the bounding agreement after both parties agree upon
r 3189

i
Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

“Variation Order adalah insiruksi yang disampaikan oleh arsitek
kepada pembangun mengenai perubahan atas kontrak pembangunan
yang asli. Jika misalnya, kontrak untuk membangun ruangan adalah
senilai R50000 telah disepakati dan pemilik memutuskan untuk
mengganti jendela aluminium menjadi kayu yang telal ditentukan
dalam kontrak, maka arsitek akan menerbithan variation order, yang
menginstruksikan kepada .konlra.hor pembangun untuk merubah
jendela dan menyesuaikan jumlah yang telah ditentukan merujuk
kontrak Perubahan instruksi adalah hasil dari penyesuaian dari
instruksi asallawal menjadi kesepakatan yang mengikat setelah

masing-masing pihak menyetujui hal tersebut”,

Variation Order dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu
kesepakatan lanjutan/turunan (derivative) yang muncul dari kesepakatan awal
{original) sebelumnya. Hal ini harus ditafsirkan berbeda dengan kualifikasi
kontrak derivative, misalnya Perjanjian Hak Tanggungan sebagai
turunan/derivative dari Perjanjian Hutang Piutang sebagai induk atau pokok
atau master agreement. Sebagaimana terminologi hukum, “derivative”
didefinisikan dalam Black’s Law Dictionary sebagai berikut:

" Coming from another; taken from something preceding; secondary.

That which has not its origin in itself, but owes iis existence io

something foregoing. Anything obtained or deduced from

another”%°

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:
* Timbul dari yang lain (sebelumnya); diambil dari sesuatu yang

sedang berlangsung’ kedua yang selanjutnya. Hal yang mana

% Variation Order is, according to www.legalcity.net (On-line), hitp://www, englishforum.com
% Henry Campbell Black, M.A._, Loc. Cir., hal 305.
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bukan sebagai aslinya, tetapi keberadaannya berdasarkan sesuatu
yang sebelumnya. Seluruhnya diperoleh atau dihasilkan dari yang
lain (sebelumnya)”.

Variation Order sebagai klausul derivative akan berkedudukan sebagai
suatu rujukan atas adanya perubahan tertentu atas klausul kontrak awal.
Kemungkinan atas adanya perubahan tersebut memang seolah-olah
dilembagakan oleh para pihak. Namun demikian, rwang lingkup perubahan
dan implementasinya terkadang belum dapat dipastikan pada tahap awal
pembuatan kontrak. Variation Order dapat dikualifikasikan juga sebagai
muatan perubahan klausul terhadap kontrak asal yang belum dapat dipastikan
secara tegas ruang lingkup kuantitas perubahannya. Hal tersebut tentunya
sangatlah lazim untuk diterapkan khususnya dalam Kontrak Konstruksi,
mengingat banyak kemungkinan perubahan-perubahan dalam
keberlangsungan kontrak dimaksud tanpa dapat dihindari oleh para pihak.

Sebagai contoh yang lazim diterapkan dalam Kontrak Konstruksi atas
klausula dimaksud antara lain berbunyi sebagai berikut:®!

“ Price to be charge by the supplier for any Related Services that

might need but which where not included in the Contract shall be
agreed upon in advance by the parties and shall not exceed that

prevailing rates charges to other parties by the supplier for similar

services".

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

“ Harga yang akan dikenakan oleh pihak supplier (penyedia)
disebabkan pelayanan terkait yang diperiukan tetapi tidak termasuk
dalam kontrak harus mendapatkan persetujuan sebelumnya olek
kedua belah pihak dan tidak melebihi tariff yang berlaku bagi pilak

lain yang dikenakan supplier untuk pelayanan yang sama”.

b. Variatien Order Procedure

' Pasal 32.3, General Condition of Contract, antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD
Vs. PT Perusshaan Gas Negara {Perscro) Thk., sebagaimana dimuat dalam Awngka 7, Putusan
Arbitrase No. 287/XIIVARB-BANI/2008 antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Thk. Tertanggal 7 September 2009, hal 4.
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Dalam keberlangsungan kelembagaannya di dalam Kontrak
Konstruksi, maka oleh para pihak terkait penerapan Variation Order biasanya
akan ditindaklanjuti dengan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kontrak
dimaksud, yaitu dengan pelembagaan suatu prosedur tertentu, misalnya yaitu
melalvi Variation Order Procedure (VOP) untuk menangani adanya
perubahan kontrak atau perubahan harga dan/atan jadual waktu dan/atau
barang dan jasa. Secara terminologi, “Procedure” memiliki pengertian
sebagai cara, jalan, prosedur, atau tata cara.”> Lebih lanjut prosedur yang
dimaksud selaras dengan penerapan suatu sistem tertentu yang dilembagakan
oleh para pihak peserta Kontrak Konstruksi.

Secara umum pada praktiknya dalam ranah Kontrak Konstrukst,
Variation Order Procedure merupakan prosedur untuk menangani perubahan

kontrak atau perubahan harga dan/atau jadwal waktu dan/atau barang dan

jasa.®®

c. Variation Order Request

Permintaan atau Reguest sebagai swatu bentuk tindak lanjut
administrasi terkait permintaan formal diajukan atau diberlakukannya suatu
perubahan mendasar sesuai kontrak sangat erat kaitannya dengan form
tertentu yang harus disampaikan., Feorm adalah suatu model atau kerangka
instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan resmi atau transaksi hukum,
yang berisi hal-hal prinsip yang matenial, persyaratan teknis yang memadai
atau arahan-arahan dan hal-hal penting yang memberikan keterangan secara
tepat, dibuat secara cermat dan metodik sehingga dapat menyesuaikan pada

keadaan tertentu sesuai dengan kondisi atau transaksi tertentu.”

’2 John M. Echols & Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia- An English Dictionary (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 448

» Kutipan Angka 6, Putusan Arbitrase No. 287/XIVAKB-BANLI2008 antara PT Siemens
indonesia dan Siemens PTE LTD Vs PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Tertanggal 7
September 2009, hal 4.

™ Kutipan*“a model or skeleton of an instrument to be used in a judicial proceeding or legal
transaction, containing the principal necessary maiters, the proper technical terms or phrases and
whatever else is necessary to make it formaily correct, arranged in proper and methodical order
and capable of being adapted to circumstances of the sperific case or transaction”. Lihat: Henry
Campbell Black, M.A., Loc. Cir., 450.
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Tidak ada suwatu bentuk baku atau standar tertentu mengenai hal

tersebut. Sebagai contoh antara lain lazim dinyatakan sebagai berikut:**

DESKRIPSI
NO. VOR vO TANGGAL PEKERJAAN BIAYA
REV TAMBAHAN
1. VOR-002 A 12 Juni 2007 | AB  Fondasi dan | USD XX
B 13 Juni 2007 | Tiang Pancang [ dan  IDR
Permesinan dan | YY
dokumentasi,
pengadaan ... dan
seterusnya.
2. VOR-005 A 1 Nopember | Permesinan dan | USD XX
' 2007 dokumentasi, dan IDR
B 8 April 2008 | pengadaan, dan jasa | YY
C 12 Juni 2008 | situs dan
seterusnya.
KR VOR-007 A 23 Nopember | Suplai  kabel-kabel [ USD XX
2007 ... dan seterusnya. dan IDR
B 8 April 2008 YY
4, Dan lain-
lain.

23 Potensi sengketa atas peuerapan klausul Variation Order sebagai

klausul derivatif dalam Kontrak Konstruksi dan pilihan bukum

yang efektif untuk penyelesalan sengketa terkait

Sengketa pada dasamya terkait erat dengan adanya suatu klaim yang

diajukan oleh suatu pihak yang merasa dirugikan merujuk pada kontrak. Di

negara-negara Barat dimana industd jasa konstruksi sudah berkembang

dengan pesat, masalah klaim sudah dikenal dan merupakan masalah yang

% INlustrasi dikutip dari Angka 13, Putusan Arbitrase No. 287/XIVARB-BAN1/2008 antara PT
Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs, PT Perusshaan Gas Negara (Persero) Thk.
Tertanggal 7 September 2009, halaman 6.
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biasa terjadi antara Penyedia dan Pengguna Jasa dalam pelaksanaan proyek
konstruksi.

Di Indonesia perihal klaim tersebut pun sudah banyak terjadi, namun
terlanjur mengartikan bahwa klaim sebagai suatu tuntutan atau gugatan
sehingga kebanyakan pelaksana konstruksi di Indonesia menganggap klaim
kontsruksi sebagai suatu yang tabu.’® Sebab-sebab atau asal-usul klaim dapat
dikelompokkan sebagai berikut:*’

a. Sebab-sebab umum, yaitu:
1} Komunikasi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa buruk;
2) Administrasi kontrak yang tidak mencukupi;
3) Sasaran waktu yang tidak terkendali;
4) Kejadian eksternal yang tidak terkendali;
5) Kontrak yang artinya mendua,
b. Sebab-sebab dari Péngguna Jasa, yaitu:
1) Informasi tender yang tidak lengkap/sempuma mengenai desain,
bahan, spesifikasi;
2) Penyelidikan site yang tidak sempurna/perubahan site;
3) Reaksi/tanggapan yang lambat;
4) Alokasi risiko yang tidak jelas;
5) Keterlambatan pembayaran;
6) Larangan metode kerja tertentu.
c. Sebab-sebab dari Penyedla Jasa, yaitu:
1) Pekerjaan yang cacat/mutu pekerjaan yang buruk;
2) Keterlambatan penyelesaian;
3) Klaim tandingan/perlawanan klaim;
4) Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi;
5) Bahan yang dipakai tidak memenuhi syarat garansi.

Unsur-unsur klaim sebagai potensi sengketa dalam kontruksi yang
biasa muncul dan paling sering terjadi adalah klaim mengenai waktu dan

biaya sebagai akibat perubahan pekerjaan. Bila pekerjaan diubah, katakanlah

%6 H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konsiruksi , Loe. Cit., hal 11.
97T -
ibid., hal 31
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volume pekerjaan bertambah atau sifat dan jenisnya berubah, tidak terlalu
sulit untuk menghitung berapa tambahan biaya yang diminta Penyedia Jasa
beserta tambahan waktu. Namun terkadang Penyedia Jasa, disamping
mengajukan klaim yang disebutkan tadi, juga mengajukan klaim sebagai
dampak terhadap pekerjaan yang sudah disepakati.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, implementasi
Variation Order sebagai tindak lamjut dari kesepakatan kontrak awal
(derivative) terkadang telah membuat pelaksanaan perjanjian/kontrak awal
menjadi tidak berjalan dengan lancar sebapgaimana semestinya. Berbagai multi
penafsiran yang dipahami oleh para pihak seringkali menjadi dasar timbulnya
suatu sengketa. Ketidakpastian penafsiran menimbulkan keraguan-raguan bagi
salah satu atan kedu;l belah pihak atau setidak-tidaknya dapat memberatkan
para pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak awal. Apabila
hal tersebut terus berlangsung maka dugaan wanprestasi (breach of contract)
dari pihak lainnya yang merasa dirugikan akan semakin meruncing dan
berbahaya bagi kelangsungan kontrak yang sedang berjalan.

Merujuk pada uraian sebab-sebab munculnya klaim diatas, penerapan
implementasi Variation Order jelas dapat berpotensi pada timbulnya kiaim
sebagai akar dari terjadinya sengketa dikemudian hari. Variation Order pada
akhimya berpotensi pada hal-hal yang dapat disumsikan sebagai akar
sengketa, misalnya penfsiran yang mendua (multi tafsir), penyampaian
kornunikasi yang buruk atas kepastian klausul juga dapat menimbulkan
sengketa, maupun berdasarkan sistem administrasi yang kurang baik untuk
menyusun ruang lingkup dan nilai pekerjaan riil secara rinci.

Secara umum potensi sengketa yang timbul mungkin saja berlangsung
disebabkan oleh salah satu pihak, tapi mungkin pula disebabkan oleh
keduanya, atau masing-masing bersikukuh dengan penafsirannya masing-
masing merujuk Kontrak Konstruksi. Hal tersebut akan terlihat dengan jelas
scbagaimana penulis akan bahas lebih lanjut dalam Bab selanjutnya terkait
tinjauan atau studi kasus atas sengketa tertentu yang berangkat dari penafsiran
Variation Order sebagai implementasi terhadap pelaksanaan Kontrak
Konstruksi dimaksud.
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Meskipun para pihak selalu mengupayakan jalan yang terbaik bagi
penyelesaian masalah sengketa diantara mereka, namun demikian adakalanya
sengketa sulit dihindarkan. Hal tersebut disebabkan Karen masing-masing
pihak tidak bergeming dari penafsirannya masing-masing.

Terkait dengan efektifitas pemilihan forum sengketa yang dipilih,
biasanya terkait hal tersebut dapat dimuat didalam kontrak sebagai klausul
yang disepakati sebelumnya. Dalam kontrak-kontrak formal, terutama
Kontrak Konstruksi, para pihak telah menentukan pilihannya pada waktu
kontrak disepakati. Namun demikian jika kemudian disepakati lain oleh para
pihak, maka sah-sah saja pemilihan forum akan berganti ke forum
penyelesaian sengketa yang lain.

Sebagaimana telah diuraikan pula sebelumnya oleh penulis, maka
secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi
atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian,
posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan
satu sama lain). Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itz semala-mata
hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah altemnatif lain
dinilai tidak membuahkan hasil.”® Ada beberapa cara yang dapat ditempuh

oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang timbul,
antara lain:

a. Melalui perjanjian informal;
b. Melalui konsiliasi;

c. Melalui arbitrase;

d. Melalui pengadilan.”

Pada dasarnya pemilihan arbitrase sebapgai tempat penyelesaian
sengketa pun dapat dipilih oleh para pihak sebelum atau setelah terjadinya
sengketa. Dengan kata lain pada dasarnya pemilihan arbitrase sebagai suatu

perjanjian dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

" Suyud Margono, SH., ADR: Alternative Dispute Resolusion & Arbitrase: Proses Pelembagaan
dan Aspek Huwhum (Jakaria: Ghalia Indonesia, 2000), 12.
* Ibid, 3.
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a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang
dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau

b. Suatu perjanjian arbitrase fersendiri yang dibuat para pihak setelah
timbul sengketa.'®

Dengan berbagal kelebihan dan efektivitas yang dimilikinya, wajar
apabila banyak pihak baik pihak pelaku usaha maupun pihak pengguna jasa
yang terlibat dalam suatu kontrak memilih arbitrase sebagai forum
penyelesaian atas sengketa yang mungkin atau telah timbul diantara mereka,
dibandingkan melalui forum peradilan umum.

Pihak pengguna dan penyedia jasa yang ikut serta dalam suatu kontrak
konstruksi pun pada umumnya lebih cenderung memilih forum tersebut dalam
rangka menyelesaikan permasalahan atan sengketa yang mungkin dan telah
timbul apalagi jika salah satu diantaranya melibatkan pihak- asing.
Sebagaimana pula telah disinggnng pada Bab sebelumnya, alasan pokok yang
mendasari hal tersebut, yaitu:

a. Pengusaha asing lebih suka menyelesiakan sengketa melalui arbitrase
dilvar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan
setempat asing bagi mereka.

b. Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim Negara
berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang
melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan intermasional
yang rumit.

c. Pengusaha nepara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar,
karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai
dengan tingkat Mahkamah Agung.

d. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaiakan sengketa didepan
pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap
subyektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili

1% Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 44.
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berdasarkan bukan hukum negara mereka, oleh hakim bukan dan
negara mereka.

e. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencar siapa yang salah
dan siapa yang benar, dan hasilnya dapat merenggangkan hubungan
dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase
dapat melahirkan putusan yang komprimistis, yang dapat diterima
oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Keenam, penyelesaian
sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingpa tidak ada
publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai
sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.'”!

2.4 Peranan lembaga arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian
sengketa
a. Pengertian Arbitrase
1) Menurut Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op de
Burgerlijke Rechisvordering/Rv):

"Suatu bentuk peradilan diluar Badan Peradilan resmi yang dibeniuk
dan diselenggarakan berdasarkan bentuk sukarela dan itikad baik
para pihak yang berselisih atau yang bersengketa tersebut
diselesatkan oleh hakim (dikenal: para ahlifwasit/arbiter} yang
mereka tunjuk sendiri dengan ketentuan bahwa putusan yang diambil
oleh hakim aiau para hakim tersebut merupakan putusan pada tingkat
terakhir dan mengikal para pikak”.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbltrase™):

“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

oleh para pihak yang bersengketa".

b. Kewenangan Arbitrase

' Erman Rajagukguk, Arbitrase datam Putusan Pengadilan (Jakarta: Chandra Pratama: 2000), 1-
1

Univereltas Indonasia

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.



59

Meryjuk UU Arbitrase, Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang
untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian
arbitrase. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara
mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan
wewenang, maka arbiter (yaitu seorang atau lebi.h yang dipilih oleh para pihak
yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh
lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu
yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase ) berwenang menentukan
dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban pam pihak jika hal ini tidak
diatur dalam perjanjian mereka.

Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
sebagaimana dimaksud dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani
oleh para pihak. Adapun dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui
arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengirtman teleks,
telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya,

wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

¢. Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar
Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang

akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal
para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa
terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian
tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Apabila para pihak tidak dapat
menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud diatas, perjanjian
tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta motaris. Perjanjian tertulis
tersebut harus memuat:

1) Masalah yang dipersengketakan;

2} Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;

5) Nama lengkap sekretaris;

6) Jangka waktu penyelesaian sengketa;

7) Pemyataan kesediaan dari arbiter;dan
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8) Pemyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung

sepala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui

arbitrase.

Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud
diatas adalah batal demi hukum. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal
disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

1) Meninggalnya salah satu pihak;

2) bangkrutnya salah satu pihak;

3) novasi;

4) Insolvensi salah satu pihak;

5) Pewarisan;

6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;

7) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak
ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase
tersebut; atau

8) Berakhimya atau batalnya perjanjian pokok.

Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi
syarat antara lain: (i) cakap melakukan tindakan hukum; (ii) berumur paling
rendah 35 tahun; (iii) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau
semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
(iv) tdsk mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas
putusan arbitrase; dan (v) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif
di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Adapun profesi hakim, jaksa, panitera
dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai
arbiter.

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai
pemilihan arbiter atau fidak ada ketentuan yang dibuat mengenai
pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau
majelis arbitrase. Dalam suatu arbitrase yang dibentuk (ad-hoc) terhadap
setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para

pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk
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menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para
pihak.

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup
alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter
akan melakukan tugasnya dengan tidak secara bebas dan akan berpihak dalam
mengambil putusan. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula
dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau
pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan
Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hak ingkar
terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Hak
ingkar terhadap anggota Majelis Arbitrase diajukan kepada Majelis Arbitrase
yang bersangkutan,

d. Acara Yang Berlaku Dihadapan Majelis Arbitrase

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase
dilakukan secara tertutup. Adapun bahasa yang digunakan dalam semua
proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau
Majelis Arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.
Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama
dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Pihak ketiga di luar
perjanjian arbitrase dapat turut serta dan mengpgabungkan diri dalam proses
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan
yang terkait dan keturutserlaannyas disepakaii olebh para pihak yang
bersengketa serta disetujui oleh arbiter atan majelis arbitrase yang memeriksa
sengketa yang bersangkutan. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas
dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam
pemeriksaan sengketa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
UU Arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan
mengenai acara arbitrtase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan
arbiter atau Majelis Arbitrase telah terbentuk, maka semua senpgketa yang
penyelesaiannya diserahkan kepada arbiler atau Majelis Arbitrase akan

diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam UU Arbitrase.
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Apabila para pihak telah memilih acara arbitrase, maka harus ada
kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan
arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan,
arbiter atau Majelis Arbitrase yang akan menentukan. Berdasarkan
permohonan salah satu pihak, arbiter atau Majelis Arbitrase dapat mengambil
putusan provisionil atau putusan sela lainmya untuk mengatur ketertiban
jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita  jaminan,
memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang
yang mudah rusak. Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau
putusan sela lainnya tidak dibhitung dalam jangka waktu. arbiter atan Majelis
Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:

a) Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus
tertenty; _
b) Sebagai akib_at ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya;

atau l

c) Dianggap perlu oleh arbiter atau Majelis Arbitrase untuk kepentingan
pemeriksaan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan
menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan
kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase
tersebut dilakuican menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih,
kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

¢. Pendapat dan Putusan Arbitrase

Para pihak delam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat
yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dar
suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat

dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

f. Kelebihan Arbitrase dibandingkan lembaga penyelesaian sengketa

lainnya (peradilan umum)
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Dalam menjalankan perananya sebagai suatu forum penyelesaian

sengketa, Arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan lembaga yang lain

(peradilan umum), yaitu:'®
ARBITRASE PENGADILAN
Bebas dan otonom menentukan tules dan | Mutlak terikat pada hukum acara yang
institusi arbitrase. berlaku (HIR, dan Rv.}.

Menghindari ketidakpastian (uncertainty)
akibat perbedaan sistem hukum dengan
diperiksa,

maupun kemungkinan adanya keputusan

Negara tempat sengketa

Yang berlaku mutlak adalah sistem
hukum dari Negara tempat sengketa
diperiksa.

independen dalam memeriksa sengketa.

hakim yang unfair dengan maksud

apapun, lermasuk melindungi

kepentingan domestik yang terlibat

senpketa.

Keleluasaan memilih arbiter yang | Majelis hakim  ditentukan  oleh
professional, pakar {expert) dalam bidang | Administrasi Pengadilan.

yang menjadi objek sengketa, dan

Waktu prosedur, dan biaya arbitrase lebih
efisien. Putusan bersifat final and
binding, dan tertutup untuk upaya hukum

banding dan kasasi.

Putusan pengadilan ditentukan oleh
Administrasi Pengadilan.

Persidangan tertutup (non-publicity), dan

karenanya memberi perlindunpan untuk

informasi atau data vusaha yang bersifat

Terbuka untuk umum (kecuali kasus

cerai).

1° 1 Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konsiruksi __, Loc. Cit., 127.
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rahasia atau lidak boleh diketahui umum,

6. Pertimbangan hukum lebih | Pola pertimbangan pengadilan dan

mengutamakan aspek privat dengan win- | Putusan hakim adalah win loose.

win solution.

g. Kelemahan Arbitrase dibandingkan lembaga penyelesaian sengketa
lainnya (peradilan umum)
Disamping beberapa kelebihannya sebagaimana diuraikan diatas,

lembaga arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:'%

ARBITRASE PENGADILAN
1. Honorarium arbiter, panitera, dan | Biaya perkama relatif murah dan telah

administrasi relative mahal. Tolok | ditentukan oleh MARI (Mahkamah
ulcur jumlah umumnya ditentukan | Agung Republik Indonesia).

oleh nilai klaim (sengketa). Apabila
biaya dilolak atau tidak dibayar oleh
salah satu pihak, pihak lain wajib
membayamya lebih dulu  agar
sengketa diperiksa oleh arbitrase.

2. Relatif sulit membentuk Majelis | Tidak ada hambatan berarti dalam
Arbitrase apabila Lembapa Arbitrase | pembentukan Majelis Hakim yang

Ad-Hoe. menteriksa perkara.

3. | Tidak memiliki jurs sita sendini | Memiliki juru sita dan atau sarana
sehingga menghambat penerapan | pelaksanaan prosedur hukum acara.
prosedur dan mekanisme arbitrase

secara efektif,

4. Putusan arbitrase tidak memiliki | Pelzksanaan putusan dapai
daya paksa yang efektif, dan sangat | dipaksakan secara efektif terhadap
bergantung pada pengadilan jika | pihak yang kalah dalam perkara.

1% 1bid., 130.
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cenderung mudah untuk ditntervensi
pihak yang kalah melalui peradilan
(bantahan, verzer) schingga waktu
realisasi

pembayaran ganti rmugi

menjadi relatif bertambah lama.

putusan lidak dijalankan dengan
sukarela,
3 Eksekusi putusan arbitrase | Eksekusi putusan yang telah memiliki

kekualan hukum yang pasti, dapat
dilaksanakan meskipun kemudian ada

bantahan alau verzet.

h. Lembaga-lembaga Arbitrase

Lembaga-lembaga yang menyediakan jasa arbitrase adalah sebagai
berikut:'*

1) Arbitrase Nasional, yang keberadaan dan kewenangannya meliputi

2)

3)

wilayah suatu Negara tertentu, antara lain:

a) Indonesia: (i} Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (ii)
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

b) belanda: Nederlands Arbitrase Institute.

c) Jepang: The Japan Continental Arbitration Association.

d} Amerika: The American Arbitraiion Association.

e) Inggris: The British Institute of Arbitration.

Arbitrase Intermasional, yang daerah kewenangannya meliputi

seluruh dunia, yaitu:
a)

(Icay.
b)

Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce

The International Center for Seitfement of Investment Disputes

(ICSID), yang dikenal juga denpan nama “Center”.

c)

United MNations Commission on International Trade Law

(UNCITRAL) yang diterbitkan PBB Tahun

1976 yang

menganjurkan penggunaan ketentuan UNCITRAL.
Arbitrase Regional, yaitu arbitrase yang keberadaan dan daerah

kewenangannya hanya terbatas sampai suatu kawasan tertentu,

1 1bid.. 126-127.
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contohnya yaitu Asia Africa Legal Consultative Law (AALC) yang
berpusat di New Delhi.
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BAB 3
ANALISA PUTUSAN ARBITRASE NOQO. 287/XII/ARB-BANI/2008
BERKAITAN DENGAN VARIATION ORDER

3.1 Tinjauan Umum afas Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANL/2008
antara PT Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD Vs, PT Perusahaan
Gas Negara (Persero) Thk., Tertanggal 7 September 2009 (*“Putusan
Arbitrase”)

3.1.1 Kedudukan Para Pihak yang Terlibat Sengketa
Berdasarkan Putusan Arbitrase termuat bahwa para pihak yang terlibat
dalam sengketa adalah sebagai berikut:

a. PT. SIEMENS INDONESIA dan SIEMENS PTE.LTD, keduanya
secara berturut-turut- berkedudukan sebagai pihak Pemohon-I dan
Pemohon-II, seéara bersama-sama berkedudukan sebagai Pemohon,
yang mengajukan sengketa;dan

b. PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), Tbk,

berkedudukan sebagai pihak Termohon atas sengketa yang diajukan
oleh Pemohon.

3.1.2 Perihal Muatan Dasar dan Obyek Sengketa

Merujuk  pada  Putusan  Arbitrase  mengenai  duduknya
perkara/sengketa, maka muatan dasar dan obyek yang menjadi sengketa
adalah sebagai berikut:
a. Menurut- Pemohon sebagaimana dituangkan dalam dalil-dalil

Permohonannya:

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugean tindakan cidera

jan)i (wanprestasi) yang dilakukan Termohon merujuk pada kontrak yang

disepakati sebagaimana rangkaian dalilnya antara lain sebagai berikut:

1} Pada tanggal 20 Aprl 2009, dikeluarkan Addendum No. | pada
Perjanjian Konsorsium (perkongsian) antare Pemohon 1 dan
Pemohon II, dimana Para Pemohon sepakat bergabung bersama-
sama untuk melaksanakan Kontrak dengan Termohon. Dlam hal ini

Pemohon [ diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama
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Konsorsium (perkongsian) dalam pelaksanaan kontrak dimaksud
(“Kontrak Konsorsium™). Pada Kontrak Konsorsium, Pemohon-I
disebut Pemohon;

Pemohon dalam Kontrak Konsorsium adalah pemenang tender
secara sah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemenang Tender No.:
266500/24/PPBJ/2006 tanggal 20 Maret 2006, yang selanjutnya
memperoleh pekerjaan dari Termohon pada proyek GAS
TRANSMISSIN AND DISTRIBUTION PROJECT-SSWI 11, yaitu
sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan sistem
pengelolaan gas untuk proyek pemasangan pipa gas di Sumatera
Selatan - Jawa Barat Tahap II (“Proyek™), merujuk pada Kontrak
No. 004100.PK/241/UT/2006, tanggal 3 Mei 2006 (“Kontrak
Tender");

Proyek sebagaimana diatur dalam Kontrak _'Il‘ender adalah senilai
USD 5.904.802,09 (Lima juta sembilan ratus empat ribu delapan
ratus dua dollar dan sembilan sen) dan Rp. 9.557.971.390,55
(Sembilan miliar lima ratus lima puluh fyjuh juta Sembilan ratus
tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluk rupiah dan hma
puluh lima sen) termasuk 10% (sepuluh persen) pajak pertambahan
nilai;

Pemohon sebagai pemenang tender juga telah memperoleh Surat
Kewenangan untuk melakukan Pekerjaan dari  Termohon
berdasarkan pada Surat Termohon No. 007600/24/UT/2006, tanggal
3 Mei 2006 (“Surat Termohon™);

Berdasarkan Kontrak Tender, apabila terjadi perubahan
(pengurangan dan ataupun penambahan) pekerjaan, baik mengenai
harga dan/atau jangka waktu dar/atan barang dan jasa yang terkait
dengan Proyek, maka harus diajukan dokumen VOR (Variaton
Order Request) sebagaimana diatur dalam VOP (Varigtion Order
Procedure), yang termuat dalam dokumen No.: $J2-GO-00-A-PR-
011-A4 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon;
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Yang dimaksud dengan VOP adalah prosedur untuk menangani
perubahan kontrak atau perubahan harga/dan atau jadwal waktu
dan/atan barang dan jasa;

VOR yang ada harus mendapatkan persetujuan dari Pemohon dan
Termohon, berdasarkan pada GCC (General Condition of Contract)
Klausul 32.3, yang menyatakan:

" Price to be charged by the supplier for any Related Services that
might need but which were not included in the Contract shall be
agreed upon in advance by the parties and shall not exceed that
prevailing rates charged to other parties by the Supplier for
similar services”.

Apabila diterjernahkan kedalam bahasa Indonesia:

“ Harga yang akan dikenakan oleh pihak Supplier (penyedia)
disebabkan pelayanan terkait yang diperlukan tetapi tidak
termasuk dalam kontrak harus mendapathan persetujuan
sebelumnya oleh kedua belah pihak dan tidak melebihi biaya tarif
yang berlaku bagi pihak lain yang dikenakan Supplier untuk
pelayanan yang sama”.

Pemohon merasa pihaknya beritikad baik, dan karena proyek ini
mempunyai kepentingan nasional, maka Pemohon melanjutkan
pekerjaan yang dimintakan oleh Termohon karena dijanjikan akan
disepakati semua VOR dengan prinsip itikad baik. Temyata,
menurut Pemohon, Termohon tidak menepati janjinya dan tidak
menyetujui VOR yang telah diajukan Pemohon, walaupun Pemohon
telah melakukan pekerjaan yang diminta oleh Termohon;

Apabila tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak, baik
dari Pemohon ataupun dari Termohon, maka sebagaimana terdapat
dalam Kontrak Tender atau GCG (General Condition of Contraci),
maka segala perselisihan yang ada harus dimusyawarahkan daan

dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak dalam waktu 28 (dua

puluh delapan) hari, sebagasimana diatur dalam GCC Klausul 10.1
dan Klausul 10.2;

GCC Klausul 10.1: “The Purchaser and the Supplier shall make
every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any
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disagreement or dispute arising between them under or in
connection with the Contract”

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

GCC Klausul 10.1: “Pembeli dan Supplier (penyedia) akan
melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan atau
ketidakcocokan yang muncul diantara mereka dengan jalan damai
melalui negosiasi informal langsung sesuai dengan atau dalam
kaitannya dengan kontrak ™,

GCC Klausul 10.2: “If the parties fail to reserve such a dispute or
difference by mutual consultation within 28 (twenty eight) days from
the commencement of such consultation, either party may require
that the dispute be referred for resolution to the formal mechanism
specified in the SCC".

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

Jika kedua belah pihak gagal menyelesaikan perselisihan atau
pertikaian melalui konsultasi bersama dalam 28 (dua puluh
delapan) hari sejak dilakukannya konsultasi, maka salah satu
pihak boleh menyerahkan perselisihan kepada mekanisme formal
yang ditetapkan dalam GCC".

Apabila lewat dari 28 (dua puluh delapan) han, tidak terdapat kata
sepakat dari kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon, maka
berdasatkan perjanjian, perbedaan ataupun perselisihan yang ada
akan diselesaikan dengan Arbitrase melalui Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam SCC (Bukti
P-7) Klausul 10.2 yang menyatakan.

GCC 10.2: “The formal mechanism for the resolution of disputes
shall be: In the case of the dispute between the Purchaser and the
Supplier, the dispute shall be settled by arbitration held in Jakarta
under the rules of Indonesia National Arbitration Board (Badan
Arbitrasi Nasional Indonesia-BANI) by one or more arbitrators
selected in accordance with said rules".

Apabila ditefjemahkan kedalam bahasa Indonesia:

GCC 10.2: “Mekanisme formal bagi penyelesaian perselisihan Jika
terjadi perselisihan antara Pembeli dan Supplier (penyedia),
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta menurut
peraturan Badan Arbitrase Nasional (BANI} yang dilakukan oleh
salah satu atau lebih arbitrator yang dipilil sesuai dengan bunyi
peraturan BANI”.
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11) Sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata: “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaiu sebagai Undang-Undang
bagi mereka yang membuatnya”.

Maka menurut Para Pemohon, syarat sahnya suatu perjanjian diatur
dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: Untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan empat syarat:

i. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

ii. Kecakapan untuk membuat,

iii. Suatu hal tertentu;

iv. Suatu sebab yang halal.

Maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320
KUHPerdata tersebut, maka Kontrak Tender adalah sah, dan
merupakan undang-undang bagi Pemohon dan Temmohon, oleh
karenanya Kontrak Tender tersebut harus dilaksanakan oleh
Pemohon dan Termohon;

12) PEMOHON TETAP MELAKSANAKAN VOR-VOR YANG

TERKAIT DENGAN TIROYEK WALAUPUN BELUM
MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI TERMOHON, yang
menuruinya  merupakan KEHARUSAN  ATAS DASAR
KEPATUTAN, DAN KEBIASAAN MENURUT SIFAT DARI
KONTRAK YANG DIBUAT ANTARA PEMOHON DENGAN
TERMOHON, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan Proyek,
dan bilamana tidak dilaksanakan maka Proyek tersebut tidak akan
selesai;
Hal ini sesuai dengan undang-undang, sebagaimana terdapat pada
Pasal 1339 KUHperdata, yang menyatakan: “Suatu perjanjian tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, hkebiasaan atau undang-
undang".

13) Dalam Proyek ini terdapat 19 (sembilan belas) VOR; dimana 4
(empat) telah disetujui, 2 (dua) telah dibatalkan dan, 13 (tipa belas)
in-dispute atau tidak terjadi kata sepakat antara Pemohon dengan
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Termohon. Adapun 13 (tiga belas) VOR yang dalam status in-

dispute atau tidak terjadi kata sepakat tersebut adalah sebagai

berikut:

NO YOR

YO
REV

TANGGAL

DESKRIPFS] PEKERJAAN
TAMBAHAN

BIAYA

1. YOR-002

12 Juni 2007

13 Juni 2007

VSAT Fondasi dan Tiang
pancang

Permesinan dan
dokumeniasi, pengadaan,
pengeraan londasi,
pengerjaan tiang panjang
yang diperlukan
sehubungan relokasi
fordasi VSAT dari atap
gedung ke lantai bawzh
gedung  untuk  stasiun
Pagardewa, labuhan
maringai, muara Bekasi
dan Cilegon, SESU
perminman PGN.  PGN
juga meminta penambahan
pengerjasn tiang pancang
untukx Muara Bekasi dan
Cilegon.

UsD
21.721 dan
1DR
487.795.50
0 Total
LSD
67.73%

2gid | Dan
12 seteruany
a

13. VOR-024

21 Okiober
2008 (Bukti
P-19)

Penambahan waktu dan
surat pemyataan
pembebasan dad nmntutan
kenusakan  perpanjangan
atay penambahan  waktu
darj VOR-012

UsD
1.249.804
dan  IDR
1111.497.8
38

14) Dalam pelaksanaan Proyek di lapangan, Pemohon telah banyak

melakukan penyesuaian pekerjaan, baik atas permintaan Termohon,

atau penyesuaian sebagai

akibat adanya syarat-syarat yang

ditetapkan oleh Termohon, dan/atau karena kejadian memaksa (force

majeury,

15) Walaupun demikian Pemohon sebagai penyedia barang dan jasa

yang berhubungan dengan Proyek tetap mempunyai itikad baik

(goodwill) terhadap Termohon, sehingga Proyek tetap dikerjakan

atan dilaksanakan dengan penuh semangat dan tanggung jewab,
TERMASUK YANG TERDAPAT DALAM VOR, MESKIPUN
BELUM TERDAPAT KATA SEPAKAT DENGAN TERMOHON;

16) Bahwa Pemohon

berpendapat

apabila

perubahan-perubahan

pekerjaan yang ada dalam VOR tidak dilaksanakan, maka akan

menghambat keseluruhan dari Proyek;
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17) Bahwa Pemohon mengajukan kepada Termohon agar memberikan
perpanjangan waktu selama 15 bulan untuk menyelesaikan Proyek
yang diajukan VOR-012 dikarenakan terdapat kendala-kendala yang
mengekibatkan keterlambatan didalam penyelesaian Proyek
dimaksud, kendala-kendala tersebut antara lain:

- Keterlambatan tanda terima oleh Siemens yang dikirim dari PGN;

- Perubahan proposal dan/atau oleh PGN terhadap uji kelayakan
pabrik;

- Terlambat diterimanya komentar dan/atau persetujuan dari PGN
terhadap dokumen yang disampaikan oleh Siemens;

- PGN mengakui mengembalikan dokumen atau merevist
dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Siemens;

- Force majeur dalam bentuk cuaca yang sangat buruk (hujan} jauh
diluar musum yang normal;

- Keterlambatan aktivitas pemeriksaan ulang, disebabkan oleh
instrumen dan peralatan (dimana mempakan tanggung jawab
kontraktor lain) ada yang hilang, tidak lengkap, atau tidak
berfungsi;

- Dan seterusnya.

18) Pemohon yakin, Termohon juga mengetahui bahwa PERUBAHAN-
PERUBABAN PEKERJAAN MEMANG HARUS DILAKUKAN,
HAL INI DAPAT DILIHAT DARI ADANYA PENAWARAN
HARGA dan Termohon terhadap harga yang diajukan Pemohon
dalam beberapa VOR yang diajukan, sebagaimana ternyata dalam
minutes of Meeting No. MM-SIE-ENG-94 tertanggal 13 Juni 2008;

19) Pemohon sangat menjunjung tinggi perdamaian, karena solusi
terbaik di dalam menyelesaikan perkara ini hanya dengan
perdamaian dan juga hanya perdamaian sajalah sebagai langkah
yang tercepat didalam menyelesaikan perkara ini;

20) Pemohon dengan itikad baik telah berupaya mencart penyelesaian
permasalahan ini dengan Termohon, baik melalui surat, negosiasi

maupun pertemuan-pertemuan, namun belum tercapai kesepakatan;
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Upaya tersebut dapat dilihat dari daftar pertemuan-pertemuan
yang telah dilakukan dibawah ini:

ISUYANG TANGGAL PEMBUKAAN HARI TERAKHIR
DIPERDEBATKAN KONSULTASI MUTUAL (MASA 28 HARI)
KONSULTASI
MUTUAL

VOR-002 24 April 2008 22 Juni 2008
Agenda VOR ke-2 s/d Agenda | Dan seferusnya
YOR ke-10
VOR-017 24 April 2008 22 Juni 2008

21) Menurut Pemohon, Termohon tampaknya tidak mempunyai itikad
baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, terbukti pada pertemuan
tanggal 06 Maret 2008 dan 10 Juli 2008, Termohon melakukan
penundaan pertemuan dengan alas an yang tidak masuk akal
dan/atau pembuat keputusan dari pihak Termohon tidak ikut
menghadiri pertemuan-pertemnuan tersebut;

22) Termohon YANG TAMPAKNYA TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD
BAIK UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INI
DAPAT DIKATAKAN MELAKUKAN  WANPRESTASI
dikarenakan perubahan-perubahan pengerjaan yang dilakukan oleh
Pemohon adalah atas permintaan dan/atau sepengetahuan Termohon.
Hal ini dapat dilihat pada:

- VOR-002 : Relokasi fondasi VSAT dan penambahan

pengerjaan tiang pancang untuk Muara Bekasi dan Cilegon atas
permintaan PGN;

- VOR-005 . Permesinan dan dokumentasi, pengadaan dan jasa
Situs untuk suplai dan install sebuah hubungan antara
stasiun SPG Pagardewa dan pabrik gas Pertamina, berdasarkan
persyaratan PGN;

- dan seterusnya.

23) Meskipun VOR-VQR tersebut diatas BELUM MENDAPATKAN
PERSETUJUAN DAN/ATAU KESEPAKATAN BERSAMA,

PEMOHON ATAS ITIKAD BAIK TETAP MENJALANKAN
PROYEK dimaksud.

24) VOR-VOR tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian
materiil sebesar total US$ 5.304.987 (Lima juta tiga ratus empai
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ribu Sembilan ratus delapan puluh rjuh Dollar Amerika Serikat)

dan Rp. 3.111.497.838 (Tiga miliar seratus setelas juta empat ratus

Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupial);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan

Permohonan ke BANI, agar dapat memeriksa dan untuk selanjutnya

memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:
1
2.
3.

Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk selurulinya;
Menyatakan bahwa Termohon melakikan Wanpresiasi;
Menyatakan bahwa VOR (Variation Order Reques!):

- VOR 002 -VOR 010 -VOR 015
- VOR 005 - VOR 011 -VOR 016
- VOR 007 -VOR 012 -VOR 017
- VOR 003 - -VOR 013 - VOR 018
- VORO0O24

Adalah perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam
rangka penyelesaian Proyek;

Menyatakan Pemohon adalah Kontraktor yang beritikad baik

(good will), yang tetap melaksanakan Proyek dengan penih
tanggung jawab;

Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan Termohon
tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Pemohon
sebesar IS8 5.304.987 (Lima juta tiga ratus empat ribu
Sembilan ratus delapan pulul tujuh Dollar Amerika Serikat) dan
Rp. 3.111.497.838 (Tigu miliar seratus sebelas juta empat ratus
Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan
rupiah);

Menyatakan Termohon harus membayar kepada Pemohon
seluruh pekerjaan tambah yang terdapat di dalam VOR-VOR
sebesar US$ 5.304.987 (Lima juta tiga ratus empat ribu
Sembilan ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) dan
Rp. 3.111.497.838 (Tiga miliar seratus sebelas juta empat ratus

Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan
rupiah).
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b. Menurut Termohon sebagaimana dituangkan dalam Jawabannya:

Adapun Termohon pada prinsipnya membantah dalili-dalil Pemohon

tentang keberlangsungan tindakan merujuk penafsirannya terhadap

Kontrak sebagai berikut:

1)

2)

3

Sehubungan dengan proyek tersebut, Termohon telah mengadakan
lelang terbuka dan menunjuk Pemohon sebagai pemenang lelang,
sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam konvensi, namun faktanya,
saat ini Pemohon secara sepihak telah menghentikan sebagian
pekerjaan di lapangan. Untuk itu Termohon memohon kepada Badan
Arbitrase Nasional Indonesia untuk memberikan putusan provistonal
(pendahuluan) dan memenntahkan Pemohon untuk segera
melanjutkan pekerjaan yang tersisa dan menyelesaikan proyek
dimaksud;

Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan, yaitu
antara lain bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Pemohon
mengajukan 24 buah Variation Order Request (VOR) yang
jumlahnya USD 4,685,268.00 dan Rp. 12.716.279.165,00 atau
equivalen dengan USD 5,884,917.00. Jumlah tersebut sama dengan
86% dari nilai kontrak yang telah disepekati Termohon dan
Pemohon. Pemchon mempermasalahkan 13 buah VOR dan
menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diuraikan dalam 13
VOR tersebut tidak termasuk dalam scope of work alau scope of
supply yang telah disepakati Termohon dan Pemohon di dalam
Kontrak. Ketiga belas VOR tersebut seluruhnya begumlah USD
5,304,987.00 yang mana jumlah ini sama dengan 78% dari nilai
kontrak yang telah disepakati Termohon dan Pemohon. Menurut
Termohon, APAKAH WAJAR JIKA NILAI VOR YANG
DIATUKAN HAMPIR MENYAMAI NILAI KONTRAK?;

Menurut Termohon, Seandainya memang ada pekerjaan tambahan-
guod  nonfjika  benar-nilai  pekerjaan  tambahan  tersebut
SEHARUSNYA DISETUJUI TERLEBIH DAHULU OLEH
TERMOHON DAN PEMOHON, sebelum pekerjaan dilaksanakan,
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sesuai dengan ketentuan kontrak. Dalam hal ini Pemohon telah
mengakui secara tegas bahwa Para Pemohon TELAH
MELAKUKAN  PEKERJAAN TANPA  PERSETUJUAN
TERLEBIH DAHULU, sehingga dengan demikian patut
dipertanyakan, SIAPAKAH YANG SEBENARNYA
MELANGGAR KETENTUAN KONTRAK?

Termohon juga tidak pernah menjanjikan atau menyetujui semua
VOR dan prinsip itikad baik yang didalilkan Pemnchon tidak serta
merta menjadi justifikasi diberikannya suatu persetujuan Termohon
atas VOR yang diajukan Para Pemohon. Selain prinsip itikad baik,
syarat-syarat dalam kontrak, prosedur pengajuan VOR dan
KEWAJARAN NILAI YANG DIAJUKAN, tentunya juga harus
menjadi pertimbangan Termohon, mengingat Termohon merupakan
BUMN yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang
diambilnya dihadapan auditor Negara. Selain itu, pekerjaan yang
diminta untuk dilanjutkan oleh Termohon dalam hal ini adalah
pekerjaan-pekerjaan yang secara tegas telah disepakati dan
dituangkan di dalam Kontrak;

Termohon juga menolak dalil Pemohon terkait VOR yang
dipermasalahkan, yang pada prinsipnya menurut Termohon antara
lain HAL TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN DARI
PEKERJAAN PEMOHON DAN BUKAN SEBAGAI PEKERJAAN
TAMBAHAN YANG BISA PITAGIHKAN PENGGANTIANNYA
ATAU DIPERMASALAHKAN,;

Dalam gugat baliknya (Rekonvensi) Termohon (Pemohon
Rekonvensi) menyatakan bahwa berdasarkan Kontrak, Pemchon
(Termohon Rekonvensi) justu HARUS MENYELESAIKAN
PEKERJAAN-PEKERJAAN  YANG SUDAH MENJADI
TANGGUNG JAWABNYA, DALAM JANGKA WAKTU
TERTENTU YANG TENTUNYA TELAH DISEPAKATI DAN
DISANGGUPI OLEH PEMOHON, namun pada faktanya hingga
Perkara diajukan, PEMOHON BELUM JUGA MENYELESAIKAN
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PEKERJAANNYA, walaupun telah diperingatkan oleh Termohon

melalui surat tersebut dibawah int:

a) No. 043100/221/BANG36/2007 tertanggal 3 Mei 2007,
b) No. 055900/24/BANG36/2007 tertanggal 8 Juni 2007,
¢) Dan seterusnya.

Berdasarkan Kontrak, periode pertama penyelesaian proyek GMS

(time frame 1.1) adalah 10 bulan sejak tanggal berlakunya Kontrak

(3 Mei 2006-3 Maret 2007), namun PEMOHON LALAI UNTUK

MENYELESAIKAN PEKERTAAN TEPAT PADA WAKTUNYA.

Akibat kelalaian Pemohon tersebut, Termochon terpaksa

mengeluarkan biaya untuk pengunaan jasa dan peralatan pihak

ketiga untuk menggantikan fungsi GMS sementara waktu mengingat

Termohon harus segera mengoperasikan jaringan pipas gas untuk

mengalirkan gas dar Pertamina. Berdasarkan bukti-bukti yang

diajukan Termohon Kkepada BANI, biaya-biaya yang telah
dikeluarkan Termohon sejak 3 Maret 2007 hingga 31 Desember

2008 antara lain adalah:

a) Biaya operasional telekomunikasi sementara di sepanjang jalur
pipa gas antara siasiun Penerima Gas Pagardewa hingga Stasiun
Muara Bekasi dan pengecekan jalur pipa sebesar Rp.
109,312,745.00;

b) Biaya jasa tenaga operator di Stasiun penerima Gas Pagardewa,
Stasiun Terbanggi Besar dan Stasiun Labuhan Maringgai untuk
memonitor semua peralatan dan instrument selama 24 jam setiap
harinya sebesar Rp. 5,409,593,451.00;

¢) Biaya sewa kendaraan operasional sebesar Rp. 703,620,412,00;

d) Biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1,261,335,52,00;

e) Biaya bahan bakar sebesar Rp. 1,426,533,561,00.

Berdasarkan Kontrak, periode ketiga penyelesaian proyek GMS

(time frame 1.3) adalah 14 bulan sejak tanggal berlakunya kontrak (3

Mei 2006-3 Juli 2007), namun PEMOHON LALAI UNTUK

MENYELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT PADA WAKTUNYA.
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Akibat  kelalaian Pemohon tersebut, Termohon terpaksa
mengeluarkan biaya untuk penpunaan jasa dan peralatan pihak
ketiga untuk menggantikan fungsi GMS sementara waktu.
Berdasarkan bukti-bukti yang disamapaikan kepada BANI, biaya-
biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Rekonvensi sejak 3 Juli 2007
hingga 31 Desember 2008 antara lain adalah:

a) Biaya operasional telekomunikasi untuk komunikasi antar
stasiun Cilegon/Bojonegoro dengan stasiun lainnya (Grissik,
Stasiun Penerima Gas Pagardewa, Pagardewa, Terbanggi Besar,
Labuhan Maringgai, Muara Bekasi) mulai 3 Juli 2007 sampai
dengan 31 Desember 2008, sebesar Rp. 210, 322,815,00.

b) Biaya tenaga operator sebesar Rp. 91,753,772,00.

c) Pembelian Chemcad Software, Tgnet dan Kelton Software for
GM/PM dan biaya yang berhubungan dengen item tersebut
sebesar Rp. 1,159,015,275,00.

Akibat KELALAIAN PEMOHON UNTUK MENYELESAIKAN

PEKERJAAN TEPAT WAKTUNYA, TERMOHON TERPAKSA

MEMBUAT VOR KEPADA PT REKAYASA INDUSTRI untuk

penambahan panel instrument ESD sementara di Stasiun Penerima

Gas Pagardewa, stasiun Grissik dan stasiun Muara Bekasi sebesar
Rp. 669, 211,180,00.

10) Akibat KELALAIAN PEMOHON UNTUK MENYELESAIKAN

PEKERJAAN TEPAT PADA WAKTUNYA, TERMOHON
TERPAKSA  HARUS MEMPERPANJANG  KONTRAK
KONSULTAN KONSORSIUM PENSPEN PETROTECHNINDO
UTAMA sebesar USD 497,904.02 dan Rp. $,849,740,279.00.

11) Termohon telah melakukan penghitungan Liguidated Damages yang

menurut Kontrak merupakan tanggung jawab Pemohon sebesar Rp.
7,908,701,494.00.

12YMenurut  Termohon, AKIBAT KELALAJAN-KELALAIAN

PEMOHON TERSEBUT DIATAS, CUKUP MEMBUKTIKAN
BAHWA PEMOHON TELAH MELAKUKAN KELALAIAN

Universitas Indonesia

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.



80

(WANPRESTASI) DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN
MATERIIL BAGI TERMOHON sebesar Rp. 38,674,075,073.00.,
sehingga cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada
BANI untuk menyatakan bahwa Pemohon telah lalai (wanprestasi)
dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan tepat paa waktunya, dan menghukum
Pemohon secara tanggung renteng mengganti kerugian yang dialami

Termohon yang seluruhnya sebesar Rp. 31,100,946,371.50 dan USD
497,904.02.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian eksepsi, pokok perkara dan
rekonvensi, Termohon (Pemohor Rekonvensi} mohon kepada BANI

untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI (MENGENAI ASPEK FORMALITAS)

1. Menerima eksepsi Termohon;

2. Menyatakan Permohonan Para pemohon tidak jelas (obscuur
libel), dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI
Memerintahkan Para Pemohon untuk tetap melanjutkan pekerjaan

dan menyelesaikan proyek GMS sesuai dengan ketentuan Konirak
No. 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei 2006.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Menolak Permohonan Arbitrase dan Revisi Permohonan Arbitrase
yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK)
1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi yang diajukan olch
Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya,

2. Menyatakan Para Termohon  Rekonvensi telah lalai
(wanprestasi}  dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh
Pemohon Rekonvensi dan Para Termohon Rekonvensi;

3. Menghukum Para Termolon Rekonvensi secara tanggung
renteng mengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat
dari kelalaian Para Termohon Rekonvensi kepada Pemohon
Rekonvensi sebesar Rp. 31,100,946,371.50 dan USD 457,904.02.
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3.1.3 Pandangan dan Sikap Majelis Arbitrase terhadap Sengketa
Merujuk pemeriksaan terhadap Perkara tersebut, Majelis BANI

berpendapat dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam Eksepsi

(1) Setelah menyimak dengan seksama permohonan Pemohon maka
menurut Majelis substansi permohonan Pemohon adalah tindakan
cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Termohon karena
tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar VOR yang lahir
karena kontrak. Dengan demikian MAJELIS BERPENDAPAT
SUBSTANSI PERMOHONAN TERSEBUT JELAS.

(2) mengenai penyebutan identitas Pemohon dalam permohonan
sebagaimana didalilkan Termohon, menurut Majelis tidak
menimbulkan kerancuan maupun ketidakjelasan

(3) Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis
tidak sependapat dengan materi Eksepsi Termohon, oleh sebab itu
MENOLAK EKSEPSI TERMOHON.

b) Dalam Provisl (diputuskan terlebih dabhulu)
(1) Menimbang, bahwa adalah jawabannya Termochon telah memohon
kepada Majelis untuk memberikan putusan provisional.
(2) Majelis berpendapat materi permchonan putusan provisional dar
Termchon sudah memasuki pokok perkara (bodem geschiil), oleh
karena itu permohonan tersebut tidak dapat diterima, sehingga akan

diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

c¢) Dalam Pokok Perkara

{1) Majelis berpendapat, begitu besamya nilai-nilai VOR-VOR yang
diajukan oleh Pemohon disebabkan antara lain oleh terlalu
rendahnya harga penawaran yang diajukan Pemohon pada waktu
lelang, sampai 60% lebih rendah dardd Harga Perkiraan Sendin
(HPS).

(2) PEMOHON TELAH TERLALU BERANI DAN KURANG
BERHATI-HATI DALAM MEMBERIKAN PENAWARAN
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HARGA YANG LEBIH RENDAH 60% (enam puluh perseratus
dari HPS, yang mengakibatkan dalam proses pelaksanaan kontrak,
Pemohon mengajukan VOR-VOR dengan nilai yang mencapai
hampir 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak, sesuatu yang
menurut kebiasaan tidak lazim terjadi.

Jika saja Para Pemohon dapat menghitung harga penawaran dengan
cermat dan hati-hati maka diprediksi tidak akan terjadi VOR-VOR
yang nilainya sangat besar itu. Lebih lanjut pekerjaan akan terbatas
pada apa yang telah disepakati dalam kontrak.

Namun demikian, Majelis setelah memeriksa secara cermat
menyimpulkan TERDAPAT JUGA YOR-VOR YANG TELAH
DIKERJAKAN PEMOHON YANG TIDAK TERMASUK RUANG
LINGKUP PEKERJAAN DALAM KONTRAK. Terhadap hal ini,
walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan
proses pengajuan Variation Order yang harus terlebth dahulu
disetujui oleh Termohon, namun patut menjadi pertimbangan
Majelis karena Termohon telah atau, jika belum; akan menikmati
hasil pekerjaan tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang pada
pokoknya mengungkapkan bahwa nilai VOR yang wajar dalam
suatu proyek adalah 10% (sepuluh perseratus) hingga 15% (lima
belas perseratus) dari nilai kontrak.

Pasal 1339 mengatur, "suatu perjanjian tidak hanya mengikat uniuk
hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut = Majelis
berpendapat SUDAH SEPATUTNYA TERMOHON MEMBAYAR
VOR-VOR YANG MENURUT KONTRAK MEMANG
MERUPAKAN PEKERJAAN TAMBAHAN, tentunya dengan

besaran nilai yang wajar.
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(8) Apabila VOR-VOR YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON
TIDAK TERMASUK PEKERJAAN TAMBAHAN tetapi sudah
termasuk kewajiban dalam Kontrak, maka TIDAK ADA
KEWAJIBAN BAGI TERMOHON UNTUK MEMBAYARNYA.

{9) Antara lain terhadap VOR 002, VOR 005, VOR 007, VOR 008,
VOR 010, VOR 017, DAN VOR 018, Majelis berpendapat TIDAK
TERMASUK PEKERJAAN TAMBAHAN, MAKA TIDAK ADA
KEWAJIBAN BAGI TERMOHON UNTUK MEMBAYARNYA.

(10)Terhadap VOR 011 dan VOR 015, MAJELIS MENILAI
TERMASUK SEBAGAI PEKERJAAN TAMBAHAN YANG
TIDAK DIATUR DALAM KONTRAK, OLEH KARENANYA
PEMOHON BERHAK ATAS PENGGANTIAN 100% (seratus
perseratus) dari besaran tunfutan dasar.

(11)Beban 50% (lima puluh perseratus} yang harus ditangpung oleh

Termohon untuk VOR-VOR tertentu adalah nilai yang Majelis

pandang adil berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a.

Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta
lapangan sebagaimana kepada Pemohon sehingga mengakibatkan

banyaknya pengajuan VOR-VOR atas alasan tersebut;

. Termohon sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang

waktu korespondensi yang telah disepakati;

Kosongnya jabatan project manager Termohon selama 5 (lima)
bulan sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 yang
berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian proyek;
Pemohon sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam kontrak,
seharusnya mengajukan ¥O form lebih dahulu kepada Termohon.
Apabila Termohon menyetujui pekerjaan baru yang akan
dilakukan, baru setelah itu YOR diajukan, dan jika Termohon
menyepakati baru kemudian pekerjaan tambahan dilaksanakan.
TINDAKAN PEMOHON JELAS LALAI DALAM MEMENUHI
KETENTUAN KONTRAK, WALAUPUN DIDASARKAN
PADA ITIKAD BAIK NAMUN TIDAK ADIL JIKA
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TERMOHON KEMUDIAN DIBEBANKAN NILAI VOR
YANG TERLALU BESAR;

e. Pasal 1366 KUH Perdata mengatur, “setiap orang bertanggung
Jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya,
tetapi juga uniuk hkerugian yang disebabkan helalaian atau
kurang hari-hatinye”. KELALAIAN PEMOHON DALAM
MEMATUHI  KETENTUAN  KONTRAK  TENTANG
PROSEDUR PENGAJUAN" VOR TERSEBUT MAIJELIS
MENILAI MENJADI SYARAT YANG CUKUP UNTUK
MENJADI KERINGANAN BAGI BEBAN TERMOHON
DALAM MEMBAYAR BESARAN VOR;

f. Keterangan saksi pihak Termohon yang menyatakan bahwa
terhadap proyek ini Perusahaan Gas Negara juga mempunyai
andil kesalahan. Keterangan- saksi tersebut Majelis pandang
sebagat pengakvan dan pihak Temmohon yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan proyek;

g. Termohon telah atau — jika belum terjadi — akan mentkmati hasil

pekerjaan dari Para Pemohon.

d) Dalam Rekonvensi (gugat balik dari Termohon)

(1) Terhadap jumlah permohonan yang diajukan Termohon Majelis

(2)

menemukan Termohon telah salah menghitung.

Majelis berpendapat Termohon juga memiliki andil kesalahan yang

mengakibatkan kerugian dirinya sendiri akibat keterlambatan

penyelesaian proyek, hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai
berikut:

a) Termohon sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang
waktu korespondensi yang telah disepakati;

b) Kosongnya jabatan project manager Termohon selama 5 (lima)
bulan sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 yang
berdampak juga pada keterlambatan penyelesaian proyek;

¢) Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta

lapangan sebagaimana mestinya kepada Pemohon sehingga
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mengakibatkan banyaknya pengajuan VOR-VOR atas alasan
tersebut;

d) Saksi pihak Termochon yaitu Komaruddin (manatan Project
Manager PGN) yang menyatakan bahwa terhadap proyek ini
Perusahaan Gas Negara mempunyat andil kesalahan”

Karena Termohon memiliki andil kesalahan yang mengakibatkan

penyelesaian proyek terlambat, maka kerugian-kerugian yang

diderita oleh Termohon harus dibebankan kedua belah pihak secara
adil.

Oleh karena itu Majelis menilai cukup adil untuk menghukum

Termohon membayar 50% dari besaran dasar funtutan ganti rugi

yang didalilkan-Pemohon dalam Rekonvensi.

€¢) Putusan Majelis Arbitrase

DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Termolon.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSDH
i

2

MEMUTUSKAN

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon uniuk sebagian; dan

Memerintahkan Termohon untuk memenuhi kewajibannya
membayar sebesar Rp. 8,056,566,595 (delapan milyar lima puluh
enam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus Sembilan
puluh lima rupiah) dan USD 2,041,386 (dua juta empat puluh satu
ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikai),
dengan rincian sebagai berikut:

a. Terhadap VOR 011 dan VOR 015 dikabulkan 100% (seratus
perseratus) dari besaran tuntutan dasar, yaitu seluruhnya
sebesar Rp. 4,396,086,050 (empat milyar tiga raius Sembilan
puluh enam juta delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah);

b. Terhadap VOR 012, VOR 013, VOR 0I16, VOR 024,
dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari besaran
tuntutan dasar; yaitu sebesar Rp. 3,660,480,545 (tiga milyar
enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan pulub ribu
lima ratus empat puluh lima rupial) dan USD 2,041,386 (dua
Juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam
dollar Amerika Serikat);
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DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Para Termohon Rekonvensi telah cidera janji
(wanprestasi) dalam nemenuhi kewajibannya untuk
menyelesaikan kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak No.:
004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei 2006; dan

3

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIY

1.

Memerintahkan Para Termohon Rekonvensi untuk mengganti
sebagian  kerugian  Pemolion  Rekonvensi  sebesar Rp.
11,790,672,118 (sebelas milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta
enam rafus tujuh puluh dua ribu serastus delapan belas rupiah)
dan USD 248,952 (dua ratus empat puluh delapan ribu Sembilan
ratus lima puluh dua dollar Amerika Serikat).

Memerintahkan Para Pemohon untuk tetap melanjutian seluruh
pekerjaan dan menyelesaikan proyek GMS sesuai dengan

ketentuan Kontrak No. 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei
2006;

Menghukum Para Pemohon dan Termohon uniuk membayar
biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan konvensi
masing-masing % seperdua bagian;

Menghukum Pemohon Dalam Rekonvensi dan Para Termohon
Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas

perkara pada permohonan konvensi masing-masing ¥ seperdua
bagian,

Menyatakan putusan BANI dalam sengketa ini sebagai putusan
pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon;

Menghulum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi

putusan ini dalam tenggang waktu 30 (tiga puluk) hari seteiah
putusan ini dibacakan;

Memerintahkan  Sekretaris Majelis sidang BANI  untuk
mendafiarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya
Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana
ditetapkan Undang-Undang No. 30 tuhun 1999.
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3.2 Ymplementasi Variation Order sebagai akar permasalahan sengketa
dalam Putusan Arbitrase

Berdasarkan rujukan Putusan yang diuraikan oleh Penulis, terlihat dengan
jelas bahwa akar permasalahan sengketa bertolok ukur pada penafsiran atas
muatan VOR yang diintreprestasikan berbeda oleh para pihak dalam Kontrak.
Kedudukan VOR sebagai turunan dokumen dari Kontrak pada kenyataannya
memuat svatu kondisi yang belum dapat dipastikan perincian. Muatan Kontrak
sebagai induk rujukan kesepakatan diantara para pihak terkadang tidak dapat
mengakomodir selurnh variabel, klausul, data, nilai maupun hal teknis lainnya
yang termuat dalam VOR. Kontrak dalam hal ini hanya mampu mengakomodir
suatn gambaran maupun prosedur umum tentang akan disepakatinya suatu ruang
lingkup atau tata cara dalam hal terjadinya prubahan-perubahan mendasar dari
kegiatan yang akan dilangsungkan.

Sebagaimiana merujuk pada perkara arbitrase diatas terlihat bahwa para
pihak tidak mampu mengatasi berbagai persoalan tekmis yang sebelumnya
diyakini bahwa VOR dapat memfasilitasi ruang lingkup teknis yang belum
termuat dalam Kontrak. Dalam hal Kontrak menjadi lebih sederhana dan dapat
meninjau adanya ruang lingkup teknis yang belum dapat dipastikan sebelumnya,
VOR merupakan alat yang mampu mengakomodir sebatas sebagai rujukan
lanjutan. Namun demikian, VOR ternyata tidak cukup memadai untuk dapat
mengakomodir adanya friksi penafsiran para pihak, jika Kontrak sebelumnya
tidak denpan tegas mengisyaratkan mengenai kondisi yang dipermasalahkan.

Terlepas dari beberapa kelemahsn mendasar yang melekat pada VOR
sebagai turunan Kontrak, sampai dengan saat ini fungsinya tetap diperlukan. Hal
tersebut menimbang ketidakmungkinan dimuatnya berbagai hal teknis yang belum
dapat dipastikan sebelumnya di dalam Kontrak. Apabila dipaksakan segala
sesuatu yang belum pasti terkait dengan variabel teknis, maka bisa jadi Kontrak
tidak akan pernah dapat disepakati dan terlaksana. Namun demikian, mengingat
banyak sengketa yang berawal dan pemberlakuan VOR yang tidak hati-hati atau
prosedur yang tidak cermat, atau pelaksanaan keberlangsungan VOR, dan lain-

lain, maka perlu kiranya para pihak membuat suatu koridor yang tegas mengenai
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kerangka VOR yang relatif memadai serta dapat memberikan batasan maupun

prosedur yang tertib sehingga dapat meminimalisir friksi yang terjadi.

3.3 Analisa Putusan Arbitrase No. 287/XII/ARB-BANI/2008 Berkaitan
Dengan Variation Order

Pada praktiknya, sebagaimana penulis telah uraikan pada bab-bab
sebelumnya, keberlakuan suatu peganjian‘kontrak agar dikualifikasikan sebagai
kontrak yang sah haruslah memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320
KUHPer, yaitu sebagai berikut:

a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¢. suatu pokok persoalan tertentu;

d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan demikian apabila syarat sah yang dimaksud tidak dipenuhi dalam
proses pembuatan suatu kontrak, maka dapat berakibat bahwa kontrak tersebut
batal demi hukum, yaitu dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi; atau dapat
dibatalkan, yaitu dalam hal syaiat subyektif tidak terpenuhi.

Adapun ruang lingkup suatu kontrak apapun yang disepakati oleh para
pihak pada prinsipnya dapat diubah baik sebagian maupun keseluruhannya.
Kondisi dimaksud dapat berlangsung sepanjang materi perubahan tersebut telah
disepakati oleh para pihak selaku peserta kontrak. Hal tersebut sejalan dengan
muatan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan antara lain bahwa *‘Suatu
Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,
atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyaickan cukup uniuk
itw”’. Lebih lanjut, Pasal 1339 mengatur, "suatu perjfanjian tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala
sSesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang".

Oleh karenanya, unsur suatn kesepakatan menjadi dasar pembenar
terhadap adanya pencabutan, penarikan maupun pengubahan suatu maten
pegjanjian. Namun demikian materi pengubahan tersebut tetap tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Hal yang paling penting untuk dicermati dalam hukum kontrak terkait
prinsip hukum perdata adalah pentingnya kebebasan berkontrak. Perjanjian
menjadi absah dan tidak dapat diganggu-gugat, sekalipun secara nyata perjanjian
tersebut lebih menguntungkan satu pihak dibandingkan pihak lainnya.'® Terkait
hal tersebut, maka sepanjang disepakati oleh para pihak, adanya
ketidakseimbangan kedudukan seolah-olah tidak mempengaruhi keberlakuan dan
keberlangsungan dari Kontrak dimaksud. Namun demikian perlu kiranya
dikemukakan bahwa apabila ketidakseimbangan kedudukan tersebut yang ternyata
terbukfi berlangsung disebabkan oleh adanya tindakan penyalahgunaan keadaan
(misbruik van omstandigheden) dan salah satu pihak, khususnya pihak yang
cenderung berkedudukan dominan, maka dapat dijadikan sebagai alasan
pembatalan terhadap kontrak tersebut. Pasal 1321 KUHPer memuat ketentuan:
“Tiada suatu perselujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena
kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Memjuk ketentuan
tersebut, secara umum alasan-alasan pembatalan kontrak merujuk adalah sebagai
berikut:

a. kekhilafan‘kesesatan (dwaling), juncto Pasal 1322 KUHPer;
b. paksaan (dwang), juncto Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUHPer;
atau

c. penipuan (bedrog), juncto Pasal 1328 KUHPer.

Adapun periha’l' penyalahgunaan keadaan (misbruik van omsiandigheden)
sebagai alasan dapat dibatalkannya suatu kontrak, perjanjian, atau perbuatan
hukum, yaitu terpenuhinya syarat-syarat penyalahgunaan keadaan sebagai
berikut:'*

a. keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden), seperti: keadaan
darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak

berpengalaman;

1% Herlicn Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia__, Loc. Cit., 475
'% Heary P. Panggabean, SH, MS., Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van amstandigheden):
Sebagai Alasan (Baru} Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di
Belanda), (Yogyakarta: Libeny, 2001), 40.

Universitas Indonesla

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.



%0

b. suatu hal yang nyata (kenbaarheid), disyaratkan bahwa salah satu pihak
mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan
istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;

¢. penyalahgunaan (misbruik), yaitu salah satu pihak telah melaksanakan
peranjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa
dia seharusnya tidak melakukannya;

d. hubungan kausal (causal verband), yaitu bahwa tanpa adanya

menyalahgunakan keadaan itu, maka perjanjian itu tidak akan ditutup atau
berlangsung.

Pada pokoknya, kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan
dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.'” Oleh karenanya berbagai perubahan
kesepakatan yang diterapkan untuk memfasilitasi adanya penyesuaian maksud dan
tujuan para pihak dapat dilangsungkan. Salah satu muatan perubahan kontrak
tersebut antara lain dilembagakan dalam klawsul Variation Order, yang mana
muatan tersebut disepakati oleh para pihak terkait perkembangan pelaksanaan
kontrak/perjanjian yang sedang berlangsung. Perubahan yang dimaksud tersebut
harus mengacu pada perubahzn yang sifatnya “fundamental” dan mempengaruhi
keseimbangan kontrak.'%

Merujuk uraian diatas dapat dicermati bahwa muatan kesepakatan apapun
baik pada saat kontrak dibuat maupun suatu kesepakatan sebagai adanya
perubahan atas kontrak, maka sepanjang disepakati dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakun serla asas kepatutan, maka hal
tersebut dapat dilangsungkan. Oleh karenanya, hak dan kewajiban masing-masing
pihak tentunya akan melekat dan merujuk pada muatan-muatan tertentu yang
disepakatinya.

Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada masing-
masing pihak sebagai implementasi dari Variation Oider dan sebagaimana telah
penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dalam menganalisis
pelaksanaan kontrak (performance of contract), sekurang-kurangnya perlu

dicermati 3 (tiga) masalah hukum yang mungkin timbul, yaitu:

197 Salim H.S., M.S., Hukum Kontrak — Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak __Loc. Cit., 3.
'® Ibid, 474-475.
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a. Apakah telah dilakukan pelaksanaan kontrak sepenuhnya. Hal ini
tergantung dar dilaksanakannya syarat-syarat kontrak;

b. Adakalanya terjadi ingkar janji oleh salah satu pihak maka perlu dilihat
apakah ingkar janji tersebut ada alasan pemaafnya. Alasan pemaaf dapat
berupa karena berlakunya klausul pengecualian (effect of exemption
clauses), terjadinya perubahan atau pengakhiran kontrak dengan
persetujuan (variation or termination by agreement), dan pengakhiran
karena kegagalan;

¢. Apakah telah terjadi pelanggaran kontrak dalam keberlangsungan kontrak
maupun implementasi penerapan klausul derivatifnya, yang dalam

pembahasan ini adalah penerapan Variation Order.

Dengan demikian aspek hukum perdata akan memberikan perlindungan
hukum kepada masing-masing pihak tergantung pada sejauh mana para pihak
melaksanakan kewajibannya sesuai syarat-syarat konirak yang diberikan
kepadanya. Apabila pihak tersebut telah memenuhi kewajiban sebagai
prestasinya, maka hak sebagai kontra prestasinya harus dapat diterima olehnya.
Adapun jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya tanpa adanya alasan
pemaaf, maka pihak tersebut dapat diindikasikan telah melakukan cidera janji
(wanprestasi). Demikian pula halnya pelanggaran kontrak menjadi tolok ukur
perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena tindakan tersebut.

Lebih lanjut, sesuai dengan fungsi kontrak dihubungkan dengan berbagai
definisi dan pengertian kontrak, juga perlu dicermati lebih lanjut hal-hal sebagai
berikut:

a. kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah
suaty perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian;

b. kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling
memanlau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau
bahkan telah terjadi suatu wanprestasi;

c. kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang
berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki
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alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak
9

lainnya,'®
Kontrak juga merpakan suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih
orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu hal khusus. Suatu kontrak dengan demikian memiliki unsur-unsur:
a. pihak-pihak yang kompeten;
b. pokok yang disetujui;
¢. pertimbangan hukum;dan
kewajiban timbal balik.

Berdasarkan uraian diatas maka muatan kontrak menjadi salah satu
landasan untuk menentukan apakah kontrak tersebut telah memenuhi syarat
sahnya suatu perjanjian. Oleh karenanya kontrak yang sah dan atan segala
turunannya yang terkait dapat dijadikan pedoman atau patokan awal atas ada atau
tidaknya unsur yang dilanggar oleh para pihak. Selanjutnya kontrak tersebut dapat
menjadi suatu parameter apakah suat prestasi:telah dilangsungkan oleh masing-
masing pihak. Kontrak pun menjadi rujukan bukti apabila pihak yang dirugikan
mengajukan klaim. Dengan kata lain, secara perdata kontrak merupakan dasar dan

tolok ukur rmuatan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang merasa
dirugikan.

3.4 Perlindungan hukum merujuk penerapan putusan forum penyelesaian
sengketa di Indonesia khususnya lembaga arbitrase

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, implementasi
Variation Order sebagai tindak lanjut dani kesepakatan kontrak awal (derivative)
seringkali menimbulkan pelaksanaan perjanjian‘kontrak awal menjadi terhambat.
Multi penafsiran yang dipahami oleh para pihak pada umumnya menjadi dasar
timbulnya suatu sengketa. Ketidakpastian penafsiran menimbulkan keraguan-
raguan bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya

berdasarkan kontrak awal. Apabila hal tersebut terus berlangsung maka dugaan

' Hasanudin Rahman, SH., Contract Drafting__, Loc. Cit., hal 3,
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wanprestasi (breach of contract) dari pihak lainnya yang merasa dirugikan akan
semakin menghambat dan menunda kelangsungan kontrak vang sedang berjalan.

Pencrapan implementasi Variation Order sangat berpotensi pada
timbulnya klaim sebagai akar dari terjadinya sengketa dimasa mendatang.
Variation Order pada akhimya bermuara pada hal-hal akar sengketa, misalnya
penfsiran yang multi tafsir, penyampaian komunikasi yang buruk atas kepastian
klausul, atau pelaksanaan sistem administrasi yang kurang baik untuk menyusun
ruang lingkup dan nilai pekerjaan riil secara rinci.

Secara umum potensi sengketa yang timbul mungkin saja berlangsung
disebabkan oleh salah satu pihak, tapi mungkin pula disebabkan oleh keduanya,
merujuk penafsirannya masing-masing terhadap kontrak.

Dalam hal sengketa sulit dihindarkan yang disebabkan karena masing-
masing pihak tidak bergeming dari penafsirannya masing-masing, maka forum
penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa menjadi solusinya.
Dalam kontrak-kontrak formal, antara lain Kontrak Konstruksi, para pihak telah
menentukan pilihannya pada waktn kontrak disepakati. Namun demikian jika
kernudian disepakati lain oleh para pihak, maka dimungkinkan pemilihan forum
akan berganti ke forum penyelesaian sengketa yang lain.

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, terdapat
beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul, antara lain:

a. Melalui pegjanjian informal;
b. Melalui konsiliasi;

c. Melalui arbitrase;

d. Melalui pengadilan.''®

Dengan berbagai kelebihan dan efektivitas yang dimilikinya, banyak pihak
yang terlibat dalam suatu kontrak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian

atas sengketa yang mungkin atau telah timbul diantara mereka, dibandingkan

melalui forum peradilan umum, dengan kelebihan yaitu:'"!

'"® Suyud Margono, SH., ADR: Alternarive Dispute Resolution & Arbirrase _, Loc. Cit., 13,
"' H. Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi _, Loc. Cit., 127.
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ARBITRASE PENGADILAN
Bebas dan otonom menentukan mules | Mutlak terikat pada hukum acara yang
dan institusi arbitrase. berlaln (HIR, dan Rv.).

Menghindari ketidakpastian
{uncertainty) akibat perbedaan sistem
hukum dengan Negama tempat sengketa
diperiksa, maupun kemungkinan adanya
keputusan hakim yang wunfair dengan
maksud apapun, termasuk melindungi
kepentingan domestik yang terlibat

senpketa.

Yang berlaku mutlak adalah sistem
hukum dari Negara tempat sengketa
diperiksa.

Keleluasaan memilih arbiter yang
pakar (experf) dalam
bidang yang menjadi objek sengkela,
dan

sengketa.

professional,

independen dalam memeriksa

Majelis  hakim  ditentukan

Administrasi Pengadilan.

oleh

Waktu prosedur, dan biaya arbitrase
lebih efisien. Putusan bersifat final and
binding,

dan tertutup untuk upaya

hukum banding dan kasasi.

Putusan pengadilan ditentukan oleh
Administrasi Pengadilan.

Persidangan tertutup (mon-publicity),
dan karenanya memberi perlindungan
untuk informasi atau data usaha yang

Terbuka untuk umum (kecuali kasus

cerai).

bersifat rahasia ataw tidak boleh
diketahui umum.
Pertimbangan hukum lebih | Pola pertimbangan pengadilan dan

mengulamakan aspek privat dengan win-

win solution.

Putusan hakim adalah win loose.

Memnjuk pembahasan penulis mengenai Putusan Arbitrase sebagaimana
dirinci dalam Bab III, khususnya mengenai pandangan Majelis Arbitrase terkait
materi pokok sengketa adalah sebagai berikut: '

a. Majelis berpendapat, begitu besamnya nilai-nilai perubahan kontrak
sebagaimana dimuat dalam Variation Order Request (VOR) yang diajukan

oleh pihak penyedia jasa (selaku “Pemohon™) disebabkan antara lain oleh
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terlalu rendahnya harga penawaran yang diajukan Pemohon pada waktu
lelang, yaitu mencapai persentase 60% (enam puluh persen) lebih rerdah dari
harga yang seharusnya diperkirakan diawal kontrak (atau Harga Perkiraan
Sendiri/HPS).

Pemohon telah terlalu berani dan kurang berhati-hati dalam memberikan
penawaran harga yang lebih rendah, yang mengakibatkan dalam proses
pelaksanaan kontrak, Pemohon mengajukan VOR-VOR dengan nilai yang
mencapai hampir 100% (seratus persen) dar nilai kontrak, sesuatu yang
menurut kebiasaan tidak lazim terjadi.

Jika saja Pemohon dapat menghitung harga penawaran dengan cermat dan
hati-hati maka diprediksi tidak akan terjadi VOR-VOR yang nilainya
sedemikian besar. Karenanya pekerjaan akan terbatas pada apa yang telah
disepakati dalam kontrak tidak akan meluas ruang lingkupnya.

Memyjuk angka (1) sampai dengan (3) diatas, ternyata terbukti bahwa salah
satu pihak pada awal pembuatan konirak telah melakukan tindakan dengan
menginformasikan suatu kondisi yang tidak tepat atau tidak wajar, sehingga
dapat merugikan dirinya sendiri. Pihak penyedia jasa telah mengambil suatu
risiko dalam penentuan nilai komeoditinya, sehingga pada saat suatu
perubahan dilangsungkan, maka tentunya tidak dapat melanggar kepentingan
hukumn atau mermgikan pihak yang lainnya. Pengguna jasa (selaku
“Termohon™) dalam hal ini patut kiranya dilindungi kepentingan hukumnya.

Namun demikian, Majelis setelah memeriksa secara cermat menyimpulkan
terdapat juga VOR-VOR yang telah dikerjakan Pemohon yang tidak termasuk
ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak. Terhadap hal ini, walaupun dalam
pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan proses pengajuan Variation
Order yang harus terlebih dahulu disetujui oleh Termohon, namun yang
menjadi pertimbangan Majelis yaitu apakah Termohon telah atau akan
menikmati hasil pekerjaan tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang pada pokoknya
mengungkapkan bahwa nilai VOR yang wajar dalam suatu proyek adalah
10% (sepuluh persen) hingga 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak.
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f. Pasal 1339 mengatur, "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal

yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanfian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang”.
Pertimbangan Majelis Arbitrase pada angka (4) sampai dengan (6) juga
mempertegas bahwa unsur kewajaran dalam muatan perubahan menjadi
faktor penting sebagai landasan upaya perlindungan bagi para pihak peserta
kontrak. Pedoman atau parameter kewajaran dimaksud tidak semata-mata
materi yang disepakati, namun juga meliputi asas kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang terkait muatan tersebut.

g. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat sudah
sepatutnya Termohon membayar VOR-YOR yang menurut kontrak memang
merupakan pekerjaan tambahan, tentunya dengan besaran nilai yang wajar.

h. Apabila VOR-VOR yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk pekerjaan
tambahan tetapi sudah termasuk kewajiban dalam Kontrak, maka tidak ada
kewajiban bagi Termohon untuk membayarmya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis angka (7) dan (8) diatas, terlihat bahwa

masing-masing pihak hanya berkewajiban terhadap muatan yang tegas diatur

dalam VOR yang terealisasi prestasinya. Hal demikian dimaksudkan agar
pihak peserta kontrak yang lain tidak saling dirugikan, hal mana prinsipnya
adalah Pemohon berkewajiban untuk melangsungkan pekerjaan sesuai kontrak
dan berhak atas tagihan pembayaran, sedangkan Termohon berkewajiban
untuk melangsungkan pembayaran dan berhak untuk memperoleh hasil
pekerjaan. Dalam hal ini penafsiran sepihak mengenai VOR-VOR hanya dapat
ditafsirkan tunggal sepanjang prinsip-prinsip muatan diatas terpenuhi.

Menindaklanjuti pertimbangan Majelis tersebut, maka setelah
dibuktikan kedudukan VOR-VOR yang dipermasalahkan para pihak antara
lain sebagai berikut:

1) Terhadap VOR 002, VOR 005, VOR 007, VOR 008, VOR 010, VOR 017,
DAN VOR 018, Majelis berpendapat TIDAK TERMASUK PEKERJAAN
TAMBAHAN, MAKA TIDAK ADA KEWAJIBAN BAG] TERMOHON
UNTUK MEMBAYARNYA,
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2) Terhadap VOR 011 dan VOR 015, MAJELIS MENILAI TERMASUK
SEBAGAI PEKERJAAN TAMBAHAN YANG TIDAK DIATUR
DALAM KONTRAK, OLEH KARENANYA PEMOHON BERHAK
ATAS PENGGANTIAN 100% (seratus persen) dari besaran tuntutan

dasar.

3)

Beban 50% (lima puluh perseratus) yang harus ditanggung oleh Termohon

untetk VOR-VOR tertentu adalah nilai yang Majelis pandang adil

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a.

Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakta
lapangan sebagaimana kepada Pemohon sehingga mengakibatkan
banyaknya pengajuan VOR-VOR atas alasan tersebut;

Termohon sering lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang waktu
korespondensi yang telah disepakati;

Kosongnya jabatan project manager Termchon selama 5 (ltma) bulan
sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 yang berdampak juga
pada keterlambatan penyelesaian proyek;

Pemchon sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam kontrak,
scharusnya mengajukan Variation Order (VO) form lebih dahulu
kepada Termohon. Apabila Termohon menyetujui pekerjaan baru yang
akan dilakukan, baru setelah itu VOR diajukan, dan jika Termohon
menyepakatt baru kemudian pekerjaan tambahan dilaksanakan.
TINDAKAN PEMOHON JELAS LALAI DALAM MEMENUHI
KETENTUAN KONTRAK, WALAUPUN DIDASARKAN PADA
ITIKAD BAIK NAMUN TIDAK ADIL JIKA TERMOHON
KEMUDIAN DIBEBANKAN NILAI VOR YANG TERLALU
BESAR;

Pasal 1366 KUH Perdata mengatur, “setiap orang bertanggung jawab
tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga
untuk kerugian yang disebabkan helalaian atau kurang hari-hatinya”.
KELALAIAN PEMOHON DALAM MEMATUHI KETENTUAN
KONTRAK TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN VOR
TERSEBUT MAJELIS MENILAI MENJADI SYARAT YANG
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CUKUP UNTUK MENJADI KERINGANAN BAGI BEBAN
TERMOHON DALAM MEMBAYAR BESARAN VOR;

f. Keterangan saksi pthak Termohon yang menyatakan bahwa terhadap
proyek ini Perusahaan Gas Negara juga mempunyai andil kesalahan.
Keterangan saksi tersebut Majelis pandang sebagai pengakuan dari
pihak Termohon yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek;

g. Termohon telah atau — jika belum terjadi — akan menikmati hasil

pekerjaan dari Pemohon.

Merujuk muatan pertimbangan Majelis Arbitrase pada huruf (a) sampai
dengan (c) diatas, tegas kiranya ruang lingkup perlindungan hukum bagi
masing-masing pihak terkait cksistensi VOR-VOR yang dipermasalahkan,
yaitlu bahwa setelah dibuktikan dalam proses pemeriksaan, temyata VOR-
VOR yang dipermasalahkan oleh Pemochon tidaklah seluruhnya- dapat
ditafsirkan sepihak dalam pelaksanaannya. Berbagai persyaratan dalam proses
penerbitannya sebagai suatn lembaga perubahan atas kontrak asal mutlak
dipenuhi. Oleh karenanya Pemohon hanya dapat dilindungi kepentingan
hukumnya sepanjang proses penerbitan VOR dan ruang lingkup pekerjaan
merujuk VOR, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kontrak semula.
Lebih lanjut apabila terdapat indikasi pengenyampingan asas kewajaran,
kepatutan berdasarkan kebiasaan atau peraturan yang berlaku, maka hal
tersebut sepenuhnya menjadi risiko yang bersangkutan. Hal tersebut
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak pengguna
jasa agar tidak dirugikan kepentingan hukumnya.

Sebaliknya apabila terbukti penerbitan VOR-VOR tersebut sesuai
dengan prosedur dan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud diatas, maka
tentunya kepentingan hukum penyedia jasa yang telah melangsungkan prestasi
pekerjaannya patut dilindungi, yaitu dalam hal ini dipenuhinya pembayaran

atas prestasi yang dilangsungkannya.,
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BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dimuka maka dapat disimpulkan bahwa
keberlangsungan suatu kontrak berpotensi pada timbulnya masalah hokum dimana
masalah-masalah tersebut pada umumnya timbul karena risiko-risiko tambahan
tertentu dalam kontrak dan adanya penerapan peraturan hukum yang berbeda
untuk tiap jenis kontrak sehingga dapat diuraikan jawaban pokok permasalahan
sebagai berikut:

a. Pembatasan dan tolok ukur ruang lingkup tanggung jawab para pihak
sebagai peserta perjanjian terkait implementasi Variation Order yang
belum dapat dipastikan secara minci ruang lingkup pelaksanaannya
sangatlah tergantung pada muatan kesepakatan apapun baik pada saat
kontrak dibuat maupun suatu kesepakatan sebagai adanya perubahan atas
kontrak, maka sepanjang disepakati dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas kepatutan, maka
hal tersebut dapat dilangsungkan. Implikasinya terhadap hak dan
kewajiban masing-masing pihak tentunya akan melekat terhadap kondisi
tersebut. Aspek hukum perdata akan memberikan perlindungan hukum
kepada mas-i-ﬁg—masing pihak tergantung pada sejauh mana para pihak
melaksanakan kewajibannya sesuai syarat-syarat kontrak yang diberikan
kepadanya. Apabila pihak tersebut telah memenuhi kewajibannya, maka
hak dapat diterima olehnya. Adapun jika salah satu pihak tidak
melakukan kewajibannya tanpa adanya alasan pemaaf, maka pihak
tersebut dapat diindikasikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi).
Muatan kontrak menjadi salah satu landasan untuk menentukan apakah
kontrak tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Kontrak
yang sah dan atau segala turunannya yang terkait dapat dijadikan
pedoman atau patokan awal atas ada atau tidaknya unsur yang dilanggar
oleh para pihak dan dapat menjadi suatu parameter telah

dilangsungkannya prestasi oleh masing-masing pihak.
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Upaya efektif yang dapat dilangsungkan oleh para pihak dalam rangka
mempertahankan dan melindungi haknya terkait implementasi Variation
Order antara lain dapat dilangsungkan dengan melangsungkan suatu
upaya hukum. Berdasarkan berbagai kelebihan dan efektivitas yang
dimilikinya, banyak pihak yang terlibat dalam suatu kontrak memilih
arbitrase scbagai forum penyelesaian atas sengketa yang mungkin atau
telah timbul diantara mereka. Mernujuk analisis penulis mengenai Putusan
Arbitrase yang ditinjau, terbukti bahwa salah satu pihak pada awal
pembuatan kontrak telah melakukan tindakan yang tidak tepat dengan
menginformasikan suatu kondisi yang pada faktanya tidak wajar
sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Unsur kewajaran dalam
muatan perubahan menjadi faktor penting sebagai landasan upaya
perlindungan bagi para pihak peserta kontrak. Pedoman atau parameter
kewajaran dimaksud tidak semata-mata materi yang disepakati, namun
juga meliputi asas kepatutan, kebiasaan atau undang-undang terkait
muatan tersebut. Masing-masing pihak hanya berkewajiban terhadap
muatan yang tegas diatur dalam VOR yang terealisasi prestasinya. Hal
demikian dimaksudkan agar pihak peserta kontrak yang lain tidak
dirugikan. Berbagai persyaratan dalam proses penerbitannya sebagai
suatu lembaga perubahan atas kontrak awal mutlak dipenuhi.

Dalam rangka mempertahankan kepentingan hukumnya masing-masing,
selayaknya pemeriksaan yang telah dilangsungkan dengan memeriksa
bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan akan bermuara pada
mengenicutnya penafsiran yang berbeda-beda tersebut mengarah pada
pemahaman tunggal terkait pelaksanaan kontrak. Namun demikian,
seringkali faktor terpenuhinya unsur keadilan bagi masing-masing pihak
cenderung ditafsirkan secara subyektif oleh masing-masing pihak,
sehingga seringkali pula pelaksanaan putusan tidak diindahkan oleh
pihak-pihak yang dibebani suatu kewajibanberdasarkan putusan
dimaksud. Berdasarkan kondisi tersebut, maka efeklivitas dan putusan,
apalagi putusan arbitrase yang tidak mengenal upaya hukum banding
maupun kasasi layaknya putusan peradilan umum, pada praktiknya tidak
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jarang tetap memuat adanya masalah pelaksanaan maupun
penegakkannya (enforcement of verdict). Kesadaran hukum dan itikad
baik (geodwill) dan para pihak yang bersengketa sangatlah berperan

dalam hal ini.

4.2 Saramn

Berdasarkan uraian atas penelitian tesis ini, maka penulis memberikan

saran-saran sebagai berikut:

Perlunya penyebarluasan informasi bagi para pelaku bisnis terhadap
penggunaan mekanisme hukum yang ada untuk memproteksi timbulnya
risiko-risiko atas penerapan Variation Order sebagai klausula derivatif
dari kontrak konstruksi;

Penerapan prinsip-prinsip bisnis yang baik memjuk kebiasaan, kepatutan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pencegahan atas
risiko yang berdampak pada kontrak bisnis khususnya kontrak
konstruksi;

Penerapan dan pembentukan suatn “model of law” terkait Variation
Order berdasarkan standar yang memadai yang telah dibentuk oleh
pelaku bisnis di negara asing yang telah lebih dahulu mengenal dan
mengatur hal tersebut agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi
dalam negen;

Pelatihan dan penyuluhan bagi para hakim terutama mengenai
mekanisme Variation Order sebagai lembaga perubahan muatan dari
kontrak konstruksi.

Universitas Indonesla
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(BANI ARBITRATION CENTER) - Heme Page : www.bani-arb.arg, E-mail : bani-arb@indo.net.id
“Wahana Graha L! 2. JI Mampang Prapalan No. 2. Jakarla 12760, Indonesia. Telp. {6.-21) 7940542, Fax. 7940543

PUTUSAN

Atas
Perkara No.: 287/XII/ARB-BANI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dibentuk dengan
Surat Keputusan No.: 09.011/1/SK-BANI/PA tanggal 05 Februari 2009 vang
memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir dengan ini
menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

PT SIEMENS INDONESIA beralamat di Ji. Ahmatl Yani Kav. B-67-68, Pulo Mas,
Jakarta Timur 13210, yang dalam hal ini diwakili oleh David Abraham. BSL,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2008, Edward N.H.
Abraham, Juris Doctor, Petrus CKL Bello, S.H., Fredy HL Tobing, S.H., Erwin RK
Nainggolan, S.H., dan Ellsy Novita, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 04 November 2008, dan Edward N.H. Abaraham, Juris Doctor, Fredy
HL Tobing, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 01 Desember
2008, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat-Law Office Edward
N.H. Abraham, luris Doctar-David Abraham, B5L and Partners beralamat di
Prince Centre Lontai 10, JI. Jenderal Sudirmian Kav. 3-4, Jakarta 10220,
selanjutnya discbut schagai --=----m-e-mmmrmome oo e n PEMOHON §;

SIEMENS PTE.LTD beralamat di Siemens Centre, 60 Mac Pherson Road,
Singapura 348615, yang dalam bhal ini diwakili oleh David Abraham.BSL,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2008, Edward N.H.
Abraham, Juris Doctor, Petrus CKL Bello, S.H., Fredy HL Tobing, S.H., Erwin RK
Nainggolan, S.H., dan Ellsy Novita, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 04 November 2008, dan Edward N.H. Abraham, Juris Doctor, Fredy
HL Tobing, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 01 Desember
2008, kesemuanya adalah Advokat pada kantor Advokat-Law Office Edward
N.H Abraham, Juris Doctor-David Abraham, BSL and Partners beralamat di
Prince Centre Lantai 10, M. Jenderal Sudirman Kav. 3-4, Jakarta 10220,
selanjutnya disebut sebagai ~-----r--=-mrmmmemm e PEMOHON it;

Melawan
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), TBK beralamat di JI. K.H. Zain‘% l\'f_"ll\ "'{

Arifin No. 20, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Mirzairul (.‘,lia'
S.H., R. Muhammad lsmala, S.E., $.H.,, MM, MBA., Saut M. Pasaribl‘gs
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Wisjnu Wardhana, 5.H., Tomy Kusuma, S.H., Fransiscus Rbdy'énto,ES‘:,_E,,t_\S.H.,
dan Yulia Dindart,, S.11., kesemuanya adalaly Advokat dan Konsultan Hukum
~dari Kantor Hukum MC Law Attorney at Law berkantor di Wisma Surya
Kemang, lantai 2, Jl. Kermang Raya No. 33, Jakarla Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Xhusus Nv..: 000400.Sku/HK.05/UT/2009 tanpggal 29 Januari 2009,
selanjutnya disebnt sebagai ----------mrmmmmmr e TERMOHON.

Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI} tersebut:

Telah membaca sural Permichonan Arbitrase dari Pemohon tertanggal 03 Desember
2008;

Telah membaca surat Penambahan dan Perbaikan Permohonan Arbitrase Perkara
No.: 287/XII/ARB-BANI/20)08 tertanggal 22 Desember 2008;

Telah membaca surat Penambahan dan Perbaikan Pada Penambahan dan Perbaikan
Permohonan Arbitrase Purkara No.: 287/XI1/ARB-BANI/ 2008 tertanggal 31 Desember
2008;

Telah membaca Klausul 10.2 GCC (General Condition of Contract) yang menyatakan
bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Forum yang dipilih adalahh melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Bukti
P-7);

Telah membaca surat dari Kantor Hukum Edward N.H. Abraham, Juris Doctor-David
Abraham, 85L and Partners selaku Kuasa Hukum Pemohon No.: 1401/FT/X11/2008
tanggal 02 Desember 2008 tentang Penunjukan Dr. I'rans Hendra Winarta, S.H.,
M.H., FCBArb.;

Telah membaca surat dari Kantor Hukum MC law Attorney At Law selaku Kuasa
Hukum Termohon Ref No.: 099.Lit/MC-MCH-WSJ-5SMP/1/09 tanggal 12 Januari 2009
tentang Penunjukan Arbitizr Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.;

Telah membaca Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus BAN| No.: 09.011/11/SK-
BANIY/PA tanggal 05 Februari 2009 tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang
terdiri dari Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. sebagal Ketua Majelis
Arbitrase, Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb, dan Anangga Wardhana
Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase
untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir Perkara No.:
287/X11/ARB-BANI/2008;

Telah membaca Jawaban dari Termohon tertanggai 27 Januari 2009; B
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Telah membaca Revisi Jawaban dari Termohon lertanggal 10 Februari, 20095, \7
ThEN o

Telah mendengarkan kedua belah pihak dalam persidangan;
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Telah membaca surat-swrat dalam perkara ini;

Telah diupayakan agor kedua belah pihak menempuh upaya perdamaian dan
selanjutnya para pihak setuju apa yang disarankan Majulis Arbitrase,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat Permchonan Arbitrase tertanggal 03
Desember 2008, Penamb:ahan dan Perbaikan Permohonan Arbitrase tertanggai 22
Desember 2008 dan Penambahan dan Perbaikan Pada Penambahan dan Perbaikan
Permohonan Arbitrase No.: 287/XII/ARB-BANI/2008 tertanggal 31 Desember 2008
telah mengemukakan hal hal sebagai herikut:

1. Bahwa pada tanmggal 20 April 2009, dikeluarkan Addendum No. 1 pada Perjanjian
Konsorsium (perkongs.ian} antara Pemohon | dan Pemohon Il (Bukti P-1) dimana
Para Pemohon sepakat bergabung bersama-sama untuk melaksanakan kontrak
dengan Termohon, don Pemohon | diberi kewenangon bertindak untuk dan atas
nama Konsorsium (perkongsian) dalam pelaksanaan kontrak dimaksud, dan
untuk selanjutnya discbut Permohon;

2. Bahwa Pemchon adalah pemenang tender secara sah, sebagaimana tertuang di
dalam surat pemberitahuan pemenang tender dengan No.:
266500/24/PPBJ/2006 tertanggal 20 Maret 2006 (Bukti P-2) yang mendapat
pekerjaan dari Termochon dalam “GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
PROJECT-SSWI I, sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
sistemn pengelolaan gas untuk proyek pemasangan pipa gas di Sumatera Selatan —
Jawa Barat tahap I, yang selanjutnya akan disehut “Proyek”, sebagaimana
ternyata pada kontrak Nomor: 004100.PK/241/UT/2006, tertanggat 3 Mei 2006
(Bukti P-3});

3. Babwa Proyek dimaksud, sebagaimana diatur dalam kontrak Nomor:
004100.PK/241/UT/2006, tertanggal 3 Mei 2006 adalah senilai USD 5.904.802,09
(Lima juta sembifan ratus empat ribu delapan ratus dua dollar dan sembiian sen)
dan Rp. 9.557.971.390,55 {(Sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta
sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah dan lima
puluh lima sen) termasuk 10% (sepuluh persen) pajak pertambahan nilai;

4. Bahwa Pemohon scbagai pemenang tender juga telah mendapatkan Surat _
Kewenangan untuk melakukan Pekerjaan dari Termohon sebagaimana terdapat
pada Surat Termohon Nomaor.: 007600/24/UT/2006, tertanggal 3 Mei 2006 (Buktt
P-4); : -
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5. Bahwa sebagaimanc terdapat pada kontrak, apabila tE"rjadi_-b)erubahan
(pengurangan dan atoupun penambahan) pengerjaan baik mengenai harga dan/
atau jangka waktu dan/ atau barang dan jasa yang terkait dengan Proyek, maka
harus .diajukan VOR (Variation Order Request) sebagaimana diatur dalam VOP
{(Variation Order Procdure), yang termuat dalam dokumen yang dikirimkan oleh
Termohon kepada Pernohon dengan No.: SJ2-GO-00-A-PR-011-A4 {Bukti P-5};

6. Bahwa yang dimaksud denpan VOP adalah prosedur untuk menangani perubahan
kontrak atau perubahan harga dan/ atau jadwal waktu dan/atau barang dan jasa;

7. Bahwa VOR vyang amla, harus mendapatkan persetujuan dari Pemohon dan
Termohon, sebagaim.na terdapat pada GCC (General Condition of Contract)
{Bukti P-6} Klausul 32. 3 yang menyatakan:

“ Price to be charged by the supplier for any Related Services that might need but
which were not included in the Controct sholl be agreed upon in advance by the
parties and shall nol exceed the prevailing rates charged to other parties by the
Supplier for similiar : ervices”.

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia aitinya:

“ Horgo yong okon dikenakon oleh pihak Supplier {penyedia) disebabkan
pelayanan terkait yung diperlukon tetopi tidok termosuk dalam kontrak harus
mendopatkon persetujuan sebelumnya oleh kedua belah pihak dan tidak
melebihi bioyo tarif yang berloku bagi pihak lain yong dikenckan Supplier untuk
pelayanan yong sama”.

8. .Bahwa mengingat Peinchon beritikad baik, dan karena proyek ini mempunyai
kepentingan nasional, maka Pemohon melanjutkan pekerjaan yang dimintakan
oleh Termohon karena dijanjikan akan disepakati semua VOR dengan prinsip
itikad baik. Ternyata, Termohon tidak menepati janjinya dan tidak menyetujui
VOR vyang telah diajul.an oleh Pemohon, walaupun Pemohon tefah melakukan
pekerjaan yang dimintn oleh Termohon;

9. Bahwa apabila.tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak baik dari
Pemohon ataupun dari Termohon, maka sebagaimana terdapat dalam kontrak,
maka segala perselisihan yang ada harus dimusyawarahkan dan dicapai kata
sepakat oleh kedua belah pihak dalam waktu 28 {dua puluh delapan) hari,
sebagaimana diatur dalam GCC {General Condition of Contract) Klausul 10.1 dan
Klausul 10.2;

GCC Klausul 10.1:
“ The Purchaser and the Supplier sholl make every effort to resolve.gfRics, 4’by
direct informal negotiotion any disagreement or dispute arising bt

* f

3 N : rr f‘# ’o“
under or in connection with the Contract DY )
ERAN z
Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya: g -’ﬁ;} iﬂ'% MAT
rS ‘I‘{d rﬁk%
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“ Pembeli dan Sunplier {penyedia) okan melukukon segala. upoya uﬂtuk
menyelesaikon perselisihan atau ketidokcocokan yog muncul diontdra mereka
dengon jolan damai melolui negosiosi informel fongsung sesuai dengan atau
dalom kaitannya d=ngan kontrak”,

GCC Klausul 10.2:

“If the parties fail to resolve such o dispute or difference by mutual consultation
within 28 {twenty eight) doys from the commencement of such consultation,
cither party may require thot the dispute be referred for resolution to the
formal mechanism specified in the SCC”.

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya:

“ Jiko keduo beloh pihuk gogol menyelesaikon perselisihan atau pertikaian
melalui konsultos. bersoma dalom 28 (duc puluh delapan) hari sejak
dilokukannya konsultosi, moka solah satu pihok boleh menyerahkan
perselisihon kepodu mekanisme formal yong ditetopkan dolam 5CC”,

. Bahwa apabila lewat dari 28 {dua puluh delapan) hari, tidak terdapat kata
sepakat dari . kedu. belah pihak vyaitu Pemohen dan Termohon, maka
berdasarkan perjanjian, perbedaan ataupun perselisihan yang ada akan
diselesaikan dengan Arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
sebagaimana diatur dalam SCC (Bukti P-7) Klausul 10.2 yang menyatakan:

GCC 10.2: The formal mechanisim for the resolution of disputes shall be! In the
case of dinpute between the Purchaser and the Supplier, the dispute
shall be wettled by arbitration held in Jakarta under the rules of
Indonesian National Arbitration Board (Badan Arbitrase Nasional
indonesia — BANI} by one or more arbitrators selected in accordance
with said rules.,

Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya:

GCC 10.2: Mekanisme forimal bagi penyelesaian perselisihan
Jika terjodi perselisihan antara Pembeli don Supplier {penyedia),
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta menurut
peraturan Badon Arbitrase Nasional {BANI) yang dilakukan oleh salah
sotu atou lebih orbitrotor yong dipitih sesuai dengan bunyi peraturan
BANI”.

. Bahwa sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata: “Semua perjanjion
yong dibuat secoro soh berloku sebogai Undang-Undong bogi mereka yang

membuatnya”.

Bahwa syarat sahnya suatu perjnajian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerddta\l
berbunyi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: /& “l\l
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; : -'“

A7

2. kecakapan untuk membuat;
3. suatu hal tertentu;
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4. suatu sebalb yany halal. t - !
Maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut,
maka kontrak Nomor.: 004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 03 Mei 2006 yang
dibuat antara Pemohon dengan Termohon adalah sah, dan merupakan undang-
undang bagi Pemohun dan Termohon, oleh karenanya kontrak tersebut harus
dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon.

Bohwa yang dilakukan olch Pemohon, yaitu tetap melaksanakan VOR-VOR yang
terkait dengan Prcyek walaupun belum mendapatkan persetujuan  dari
Termohon merupakan suatu keharusan atas dasar kepatutan, dan kebiasaan
menurut sifat dari kontrak yang dibuat antara "emohon dengan Termohon.
Karena hal tersebul sangat berkaitan dengan proyek, dan bilamana tidak
dilaksanakan maka proyek tersebut tidak akan selesai.

Hal ini sesuai dengan undang-undang, sebagaimana terdapat pada Pasal 1339
KUHPerdata, yang ineayalakan: “Suatu perjonjiun tidak hanya mengikat untuk
hal-hol yang dengan tegus dinyatakon di dolamnva, tetopi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjonfion, dihoruskon oeh kepatuton, kebiasaan
otou undaong-undang’’.

Bahwa dalam proyek ini terdapat 19 (sembilan belas) VOR; dimana 4 {empat)
telah disetujui, 2 (dua) telah dibatalkan dan, 13 {tiga belas) in dispute atau tidak
terjadi kata sepakat antara Pemohon dengan Termohon. Adapun 13 (tiga belas)

_VOR yang dalam status in dispute atau tidak terjadi kata sepakat tersebut adalah

sebagai berikut:

o IJ\)CII'I

No. | VOR VO “Tanggal i Deskri;;si pekerjaan Biaya
I Rev . tambahan
1. |VOR-002 |A  12uni2007 |VSATFondasidanTiang | USD 21.721
; pancang dan IDR
_ i B, 13Juni2008 | Permesinan dan 487.795.500
| i : dokumentasi, pengadaan, | lotal USD
} pengerjaan fondasi, 67.739

pengerjaan tiang panjang
yang diperfukan
sehubungan relokasi
fondasi VSAT dari atap
gedung ke lantai bawah
gedung untuk stasiun
Pagardewa, labuhan
maringai, muara Bekasi
. dan Cilegon, sesuai
permintaan PGN.

PGN juga meminta

_J_ penambahan pengerjaan _
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2. i VOR-005
: :
1

3. VOR-007

4. VOR-008

5. VOR-010

A

__ BL ani

tiang pancang untuk
Muara Bekasi dan Cilegon.

[
.-I

_1_N ovember

2007
8 April 2008
12 lumi 2008

Berhubungon dengan
Pertamina dalam SPG
Pagardewa permesinan
dan dokumentasi,
pengadaan, dan jasa situs
untuk suplai dan install
sebuah hubungan antara
stasiun 5°G Pagardewa
dan pabrik pas Pertamina,
berdasarkan, berdasarkan
persyaratan PGN untuk
pertukaran
data/hubun.lan antara dua
sistem.

USD 63.325
dan IDR
50.688.000
Total USD
68.107

‘_?E—November

2007
8 April 2008
(Bukti P-8)

Cables RTU-Marshalling
Suplai kabel kabel dan
pengadaan jasa yang
terkait menyikuti
persyaralan PGN bahwa
Siemens mensuplai kabel-
kabel antara RTU dan
Marshalling cabinet.

IDR
149.868.698

Total USD
14.139

_li_l)csember

2007 {Bukti P-

)

Pengeantian pembavaran
penvewaan lahan
Pengeantian penycwaan
lahan oleh Siemens atas
nama PGN untuk jangka
wikt 3 Gibun,

USD 133.860
Total USD
133.860

It_l_mn[l_ari

2008 (Bukti P-

1)

Pengganlian gelombang
mikro frekucnsi dari
2.46GHz ke 5.75GH:
permesinan dan
dokumentasi supiai alat-
alat gelombang mikro dan
sparepart yang -
berhubungan dengan
penggantian frekucnsi
gelombang mikro sesuai
permintaan 'GN. Dalam
proposal yang diajukan
Siemens, sesuai dengan
kontrak, menggunakan
frekuensi band pada 2.46
GHz. Selama sistem
didesain, PGN tidak

USD 67.752
Dan IDR
97.095.350

Total USD
76.912

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.
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VOR-011

VOR-012

Implementasi variation

bani

menerima u-ulan sistem
gelombang inikro dan
meminta agar frekuensi
band diubah menjadi 5.7
atau 5.8 GHz

14 Ja_nuari
2008 (Bukti P-
10)

Mengubalh ketinggian
menara VHF

Pengadaan (.0 m tiang
penahan menara dan
sebuah alat penyetel
untuk memyperbaiki
instalasi. Pada tahap
penawaran, hiemens telah
mengusulkan menara yang
dapat mencukupi dengan
ketinggian 400 m untuk
semua stasiuvin pengulang
pengendali. '«ctelah
kontrak telah diberikan,
pihak Siemens sesudah itu
melakukan s-:buah survey
lempat bersaima-sama
dengan PGN dan hasil dari
survey terny.ita
membutuhkan menara
setinggi 60 m untuk semua
lokasi untuk memastikan
pemenuhan jaringan
radio.

IDR
4.354.038.050

Total USD
410.758

. 28 Januari

2008 (Bukti P-
11)

Penambahan waktu dan
surat pernyataan
pembebasan dari tuntutan
kerusakan

(1} Penambahan waktu
{tidak terimasuk farce
majeur) selama 15
bulan, timbul dari
keterlambatan
disebabkan oleh
beberapa hal sebagai
berikut:

a. Keterlambatan tanda
terima oleh Siemens
yang dikirim dari PGN;

b. Perubahan proposal
dan/atau oleh PGN
terhadap uji kelayakan

USD
2.740.34] dan
IDR
4.092.578.058

Total USD
3.126.433

r

..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.
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c. Terlambat diterimanya

. PGN men,akui

. Force Majeur dalam

f. Keterlamb-itan aktivitas

. Keterlamb.tan PGN

. Bangunan menjadi tak

i. Permintaan PGN untuk

- ="

pabrik;

komentar dan/atau
persetuju.an dari PGN
terhadap Jokumen
yang disaimpaikan oleh
Siemens;

mengembalikan
dokumen atau mierevisi
dokumen dokumen
yang disainpaikan oleh
Siemens;

bentuk cuaca yang
sangat buruk (hujan)
jauh di luar musim yang
normal

pemeriksaan ulang,
disebabkan oleh
instrument dan
peralatan «li mana
merupakan tonggung
jawab kontraktor lain)
ada yang hilang, tidak
lengkap, atau tidok
berfungsi;

menyedial.an akses
menuju ke lokasi,
dengan demikian
menyebabkan
keterlamb.atan juga bagi
Siemens dalam
pemasang.in peralatan
instalasi;

sesudi untuk perlatan
instalasi dori Siemens
karena pengaturan
penyejuk udara yang
lidak cukup dan/atau
kondisi yang tidak sterif;

mengganti frekuensi " e
gelombang mikro (dari iy
A
',.;li T
!
9
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VOR-013

A

N b}

'
\
1
1
'
i

2.4 GHz21e 5.7 GHz).

j. Permintaan PGN untuk

merelokosi sistem
satelit VS AT dan
pemasan:ian atap non-
penetratil kepada
instalasi tingkat dasar,
memerlul.an tambahan
pondasi l'eton yang
substansiil, design
rancang-lrangun
tambahan, pengadaan
dan menmyperpanjang
aktivitas mstalasi.

k. PGN meminta
mengubah design
menara v HF.

{1) PGN mengakui telah
mengajutan, dan
kemudian sesudah itu
menarik  embali, design
manual d-kumen yang
tidak ada Jalam
kontrak, y ang mana
memberi dampak pada
design rancang bangun
Siemens, scengadaan
dan aklivitas-aktivitas
berikutny.;

{2) Penamb.han biaya-
biaya karcna
perpanjansan waktu,
biaya-biay a yang
berhubun-;an dengan
manajemen proyek,
pengadaan dan aktivitas
selanjutny o;

(3} Surat perayataan
pembebas.an dari
tuntutan kerusakan
{periode Liermasuk force
majeur} unituk 15 bulan
dan 3 minpgu.

16 April 2008

(Bukti P-12)

19 Juim 2008 -

Tf 1.3 — Stasiun
Bojonegoro-fystem
SCADA/JESD

{1) Mcrancany; bangun

USD 68

dan IDR 750},

107,798
SR
A\

935

TGN T

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.
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VOR-015

3. | A
B
C
|
|
10. VOR-016 ' A
. B

+/bani

[

kembali, revisis
dokumen-dokumen dan
percobaan terpisah
yang diperlukan karena
keterlamb.itan
penerimaan dokumen-
dokumen {(10Q) oleh
Siemens dari PGN, Tes
penghubungan dan
penggabungan untuk
stasiun BIM dan MCS
harus diulang ditempat.

(2} Pemisahan FAT untuk
stasiun BJFL.

(3} Pengadaan modul-
modul tambahan.

| Totel USD

79.104

" 4 April 2008
. {Bukti P-13)

. 2 Juli 2008
{Bukti P-14)

" 21 Agustus

© 2008 (Bukti P-

' 15)

Modifikasi-m-difikasi
Stasiun tempuat
pengendalian pengulang
VHEF,

Madifikasi-m sdifikasi atas
perintah PGN pada design
dan konstruk .i tempat
pengendal,

IDR
42.048.000

Tolal USD
3.967

 (Bukti P-16)

. 22 Mei 2008

- [Bukli P-17}

"1 24 April 2008 -

Jaringan F(‘_)_L--pnda pihak

ke 3 dan Fireveall

{1) Siemens mengeluarkan
biaya-biayo tambahan
dalam peivyediaan
sebuah hubungan
jaringan telepon antara
GRS dan CUPHI melalui
kabel fiber optic karena
tidak ada kabel
tembago yang
disediakan oleh PGN.
Spesilikasi :ang original
adalah kab»l tembaga
yang disediakan untuk
jaringan telepon,

(2) Biaya-biaya tambahan
dalam Firewwvall yang
diperlukan oleh PGN
pada GRS. | irewall ini

USD 24.232
dan IDR
9.090.000

Tolal USD
25.090

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2010.
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VOR-017

tidak terilapat pada
lingkup hontrak.

A f 24 April 2008
(Bukti P-16)

"B |12 Juni 2008

12.

VOR-018

SCADA-ESD berkait dengan
CP5

Rancang bangun
tambahan dan pengujian
yvang diperlukan untuk
diselesaihan Jdi lokasi,
karcna keterlambatan
penerimaan dokumen-
dokumen duri PGN {daftar
dan jaringan [O) pada
Februari 2008 {seharusnya
telah disuplai pada bulan
Mei 20006). “YOR inj untuk
gabungan biaya-biaya
yang berhubungan dengan
rancang bangun CPS yang
baru yang harus
diselesaikan ke dalam FAT
& SAT Pagaidewa disetujui
dan sistein (iMS Cilegon

UsD 35.200
dan IDR
33.620.000

Total USD
38.372

A .24 April 2008
; (Bukti P-16)

. B 1 13 Juni 2008
! (Bukti P-18)

13.

VOR 024

Area penpendali tempat D-
GPS

Untuk melal sanakan
survey D-GPS untuk lokasi
pengendali Betung, Lebak,
Belitang, Gunung Kalun,
dan Sukadana, seperti
yang dimint. oleh PGN,
Layanan sur ey D GPS ini
tidak ditetapkan dalam
kontrak secara khusus.
Lingkup variisi pekerjaan
meliputi permesinan dan
dokumentasi menyediakan
sebuah laporan dan
layanan tempat
penempalal
benchmarkmny,
menghadirkan survey D-
GPS, mobilisasi dan
demobilisasi

usD 3.200
dan IDR
79.522.513

Total USD
10.702

tRASeS
._-__ ‘!1\1

LA " 21 Oktober

2008 (Bukti P-

Penambahan waktu dan
surat pernyataan

o £
ROAT
.

US = . T

1&319)&94%:_1!‘: }

= B “‘17
5

1M 0. N a1

0. B o
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14.

15.

16.

17.

i | '9) pembebasan dari tuntutan™ OR™

| kerusakan perpanjangan 3.111.497.838
atau penambahan waktu
dari VOR-012

Babhwa di dalam pdlaksanaan Proyek di lapanpgon, Pemohon telah banyak
melakukan penyesu.ian pckerjaan baik atas permintaan Termohon, atau
penyesuaian sebaga. akibat adanya syarat-syarat vyang ditetapkan oleh
Termohon, dan/atou carena kejadian memaksa (force majeur).

Bahwa walaupun dcmikian Pemohon sebagai penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan Proyek tetap mempunyai itikad baik (goodwill) terhadap
Termohan, sehingga Proyek tetap dikerjakan atau Jdilaksanakan dengan penuh
semangat dan tangpung juwab, termasuk yang terdapat dalam VOR, meskipun
belum terdapat kata ~epakat dengan Termohon.

Bahwa Pemohon bcorpendapat apabila perubahan-perubahan pekerjaan yang

ada dalam VOR tidak dilaksanakan, maka akan menghambat keseluruhan dari
Proyek.

Bahwa  Pemohon  mengajukan  kepada  Termchon  agar memberikan
perpanjangan waktu selama 15 bulan untuk penyelesaian Proyek yang diajukan
VOR-012 dikarenakan lerdapat kendala-kendala vyang mengakibatkan
keterlambatan di dalam penyelesaian Proyek iimaksud, kendala-kendala
tersebut antara lain:

a. Keterlambatan tanda terima dleh Siemens yang dikirim dari PGN;

b. Perubahan proposal dan/atau oleh PGN terhadap uji kelayakan pabrik;

c. Terlambat diterimanya komentar dan/atau persetujuan dari PGN terhadap
dokumen yang disampailzan oleh Siemens;

d. PGN mengakui mengembalikan dokumen atau merevisi dokumen-dokumen
yang disampaikan oleh Siemens;

e. Force majeur dalam bentuk cuaca yang sangal buruk (hujan} jauh diluar
musim yang normal;

f. Keterlambatan aktivitas pemeriksaan ulang, disebabkan oleh instrument dan
peralatan (di mana merupakan tanggung jawab kontraktor lain} ada yang
hilang, tidak lengkap, atau tidak berfungsi;

g. Keterlambatan PGN menyediakan akses menuju ke lokasi, dengan demikian
menyebabkan kcterlambatan  juga bagi Siemens dalam pemasangan
peralatan instalasi;

b, Bangunan menjadi tak wesuai untuk peralatan in-talasi <ari Siemens karena
pengaturan penycjuk udara yang tidak cukup don/atau kondisi yang tidak
steril;

I Permintaan PGN untuk mengganti frekuensi gelombang mikro (dari 2.4 GHz
ke 5.7 Ghz;

j. Permintaan PGN untuk merelokasi sisten satelit VSAT dari pemasangan -
atap non-penetratif kepada instalasi tingkat dasar, memertukan tagmbahan
L

i '
. . R E
e A owi
L
SRR ko

pl -
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18.

19.

20.

;pani

pondasi beton vyang substansial, design rancang- bangun tambahan
pengadaaan dan memperpanjang aktivitas instalasi;
k. PGN menuntan engulxah design menara VHF.

Bahwa Pemohon vyakin, Termohon juga mengetahui bahwa perubahan-
perubahan pekerjian memang harus dilakukan, hal ini dapat dilihat dari
adanya penawaran harga dari Termchon terhadap harga yang diajukan
Pemohon dalam bd berapa VOR yang diajukan, sebagaimana ternyata dalam
minutes of Meeting No. MM-SIE-ENG-94 tertanggal 13 Juni 2008 {Bukti P-19);

Bahwa Pemohon sangat menjunjung tinggi perdamaian, karena solusi terbaik di
dalam menyelesaian perkara ini hanya dengan perdamaian dan juga hanya
perdamaian sajalah sebagai langkah yang tercepat di dalam menyelesaikan
perkara ini;

Bahwa Pemohon dengan itikad baik telah berupaya mencari penyelesaian
permasalahan ini dengan Termohon, baik melalui surat, negosiasi maupun

pertemuan-pertemuan, namun belum tercapai kesepakatan;

Upaya tersebut dapat dilihat dari daftar pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan

di bawah ini:
mu yang diperdebatkaﬁ_ Tanggal pembukaan | Hari terakhir (masa 28
f __| konsultasi mutual hari} konsultasi mutual
: VOR-002 ) 24 April 2008 22 Juni 2008
* VOR-005 _| 08 Mei 2008 | 96 Juni 2008
; VOR-007 B _| 08 Mei 2008 | 06 Juni 2008
| VOR-008 | 29 Mei 2008 22 Juni 2008
. VOR 010 | 22 Mei 2008 19 luni 2008
' VOR-011 | 08 Mei 2008 06 Juni 2008
i VOR-012 08 Mei 2008 06 Juni 2008
i VOR-013 124 april 2008 22 Juni 2008
" VOR-015 24 April 2008 22 Juni 2008
VOR-016 | 12Junizoos ~ | 101uli 2008
“VOR-017 {21 April 2008 22 Juni 2008
21. Bahwa Termochon tampaknya tidak mempunyai itikad baik untuk

22.

menyelesaikan permasalahan ini, terbukti pada pertemuan tanggal 06 Maret
2008 dan 10 Juli 2008, Termchon melakukan penundaan pertemuan dengan
alasan vang tidak masuk akal dan/atau pembuat keputusan dari pihak
Termohon tidak ikut menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut;

Bahwa Termohon

yvang tampaknya tidak mempunyai itikad baik vntuk

menyelesaitkan. permasalahan ini dapat dikatakan melakukan wanprm

i
dikarenakan perubahan-perubahan pengerjaan yang dilakukan oleh E rp

IA'

adalah atas permintaan dan/atau sepengetahuan Termohon. Halr-'Jn daﬁt
dilihat pada: '_.u

|\|D

B a
S
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- VOR-002 . Relokasi fondasi VSAT dan penambahan pengerjaan tiang

pancang untuk Muara Bekasi dan Cilegon atas permintaan
PGN,
- VOR-005 : Permesinan dan dokumentasi, pengadaan dan jasa situs

untuk suplai dan instal sebuah hubungan antara stasiun
SPG Pagardewa dan pabrik gas Pertamina, berdasarkan
persyaratan PGN; :

- VOR-007 : Siemens mensuplai kabel-kabel antar RTU dan Marshailing
Cabinet mengikuti persyaratan PGN;

- VOR-008 :  Siemens harus menyewa lahan atas nama dan
iepenpgetahuan  PGN untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,
yang tidak terdapat di dalam kontrak;

- VOR-010 : PGN meminta Siemens untuk mengubah gelombang micro
frekuensi dari 2.46 GHz {sesuai kontrak) menjadi 5.7 GHz
atau 5.8 GHz.

- VOR-011 : Mengubah ketinggian menara VHF dari 40 {empat puluh)

meter menjadi 60 (enam puluh) meter, Hal ini berdasarkan

survey lapangan vyang dilakukan Siemens dan PGN
bersama-saima;

- VOR-012 :  Penambahan waktu pengerjaan Proyek yang diakibatkan
Jdari adanya perubahan-perubahan  pekerjaan  atas
permintaan dan atau perselujuan dari PGN;

- VOR-013 : Merancang  bangun  kembali, revisi dokumen, yang
discbabkan dari keterlambatan diterimanya dokumen-
dokumen (IO} dari PGN;

- Tes penghubungan dan penggabungan untuk stasiun BIJN
{Bojonegoro} dan MCS {Master Control Station} harus
diulang di tempat; _

- Pemisahan FAT (Factory Acceptance Test) untuk stasiun
BIN;

Pengadaan modul-modul lambahan.

VOR-015 :  IModifikasi stasiun tempat pengendali pengulang VHF atas
perintah PGN;

- VOR-016 . - Siemens mengeluarkan bioya-biaya tambahan_ dalam
' penyediaan hubungan jaringan telepon antard "GRS-;d:aﬁ".\
COPH! melalui kabel fiber optik karena tidak ada _kabEI]_"-c -
tembaga yang disediakan oleh PGN; o !f [

L] ‘j ]:-

-k

15
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Biaya tambahan di luar konlrak dalam rangka penyediaan
firewall yang diperlukan PGlI pada GRS;

- VOR-017 :  Rancang bangun tambahan dan pengujian yang diperlukan
untuk diselesaikan di lokasi, karena keterlambatan
pencrimaan dokumen-dokumen dari PGN (daftar dan
jaringan 10) pada Februari 2008 {seharusnya telah disuplai
pada bulan Mei 2006);

- VOR-018 : Survey D-GPS untuk lokasi pengendali Betung, Lebak,

Belitang, Gunung Kalun dan Sukacdana atas permintaan
PGN di luar kontrak;

- VOR-024 : Merupakan kelanjutan dari VOR-012

23. Bahwa meskipun VOR-VOR tersebut di atas belum mendapatkan persetujuan
dan/atau kesepakalan bersama, Pemohon atas itikad baik tetap menjalankan
Proyek dimaksud.

24. Bahwa VOR-VOR terscbut mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian
materill sebesar total USS 5.304.987 (Limo juta tiga rotus empat ribu sembilan
ratus delopaon pululr tujul Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 3.111.497.838,- {Tiga
miliar seratus sehelas juto empat ratus sembilan puluh tujoh ribu delapan rotus
tigo puluh delapon 1upiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, inaka Pemohon mengajukan
Permohonan ke BANI, azar dapat memeriksa dan untuk selanjutnya memberikan

Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Permaohonan Para Petnohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon melakukan Wanpres*asi;

3. Menyatakan bahwa VOR (Variotion Order Request):

- VOR 002 - VOR 010 - VOR 015 - VOR 024
- VOR 005 - VOR 011 - VOR D16
- VOR QQ7 - VOR 012 - VOR 017
- VOR 008 - VOR 013 - VOR 018

adalah perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian
Proyek;

\\'.lhq

4. Menyatakan Pemohon adalah Kontraktor yang beritikad baik (gooq /T; ygrg

g
2

tetap melaksanakan Proyek dengan penuh tanggung jawab;

Implementasi variation..., Puguh Aji Hari Setiawan, FH UI, 2(_)10.
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5. Menyatakan babw.  Perbuatan  yang  dilakukan Termohon tersebut
mengakibatkan keruyian materill pada Pemohon scbesar USS 5.304.987 (Lima
juta tiga ratus empu ribu sembilon rotus delopon pulub tujuh Dollar Ameriko
Serikat} dan Rp. 3.111.497.838,- (Tiga miliar seratus sebelas juta empat ratus
sembilan pulul tujulr bu Jdelapan retus tigo puluh delopan rupiah);

6. Menyatakan Termol-on harus membayar kepada Pemohon seluruh pekerjaan
tambah yang terdapa di dalam VOR-VOR sebesar USS 5.304.987 {Lima juta tiga
ratus empat ribu sennilan ratus delapon pulub tujuh Doliur Amerika Serikat) dan
Rp. 3.111.497.838,- {.iga miliar seratus sebelos juta empaot ratus sembilan puluh
tujuh ribu delapan rat 1s tiya puluh delapan rupiahy,

Menimbang bahwa Tenuohon dalam Jawabannya tertanggal 16 Januari 2009 dan
Revisi Jawaban Termohon tertanggal 10 Februari 2009 atas Perkara Nomor:
287/%11/ARB-BANI/2008 1--lah mengemukakan hal-hal sucbagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

1.1 Bahwa Permolionan Arbitrase dan Revisi Permohonan Arbitrase yang
diajukan Para I'emchon adalah tidak jelas {obscuur fibel} karena tidak
merumuskan secara  cermat perbuatan-perbuatan wanprestasi  yang
didalilkan  olel: Para Pemohon; sehingga cukup beralssan bagi Badan
Arbitrase Nasional Indonesia untuk menolak Permohonan Arbitrase dan
Revisi Permohanan Arbitrase yang diajukan Para Pemohon.

1.2 Bahwa Para Pemohon tidak konsisten dalain menyebutkan identitas Para
Pemoheon, Di dalam Permohonan Acbilrase maupun di dalam  Revisi
Permchonan Arbitrase, terdapat beberapa identitas yang digunakan, yaitu
Pemohon |, Pemohon ll, Para Pemohon dan Pemohon. Hal ini tentu saja

menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan dalam Permohonan Arbitrase
ini.

2. Dalam Provisi
2.1 Bahwa Termohon adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
berstatus perusahaan terbuka dan bisnis utama Termohon adalah transmisi
dan distribusi ga, bumi, dan sebagai sebuah BUMN yang menjalankan good
corporate governance, Termohon harus mempertanggungjawabkan setiap
kegiatan yang dilakukannya, terutama aspek administrasi dan keuangan
untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Negara.

2.2 Bahwa Termohon sebagai perusahaan terbuka mempunyai peranan penting
dalam kegiatan usaha hilir migas di Indonesia dan mempunyai tanggung
jawab yang luas kepada seluruh stokeholder, yaitu Negara, para pemégaﬁg'
saham public, produsen gas, konsumen gas, para penyedia barang dan/atau_";
jasa, dan tentunysa masyarakat umum schinppa segala sesuatu yang terjadl |
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pada Termohon akan membawa dampak luas terhadap kepentingan' para
stakeholder,

2.3 Bahwa terkait cengan bisnisnya, Termohon bermaksud untuk membangun
sebuah system ying disebut dengan Gas Management System {(“GMS”). GMS
merupakan sebt ah system perangkat elektronik terintegrasi yang berfungsi
scbagai instrument kegiatan operasional tiansportasi gas melalui pipa,
terutama untuk nenjaga keselamatan jaringan pipa (dalam hal pendeteksian
kebocoran  pipa don pendeteksian tekanan berlebih yang  dapat
menyebabkan ledakan}, menjaga  kehandalan penyaluran gas dan
memperlancar transaksi bisnis gas (nominasi, atribusi, alokasi, dan lain
sebagainya). Sait ini, GMS merupakan persyaratan utama untuk sebuah
jaringan pipa schagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor.: 15/P/BPH
Migas/VII/2008 lentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas
Bumi Melalui pipa (vide Bukti T-1, hal. 007)

2.4 Bahwa terkail deagan proyek GMS tersebut, Termohon telah mengadakan
lelang terbuka dan menunjuk Para Pemohon sebagai pemenang lelang,
sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam konvensi, namun faktanya, saat ini’
Para Pemohon :ecara sepihak telah menghentikan sebagian pekerjaan di
lapangan.

2.5 Bahwa mengingat proyek GMS ini mempunyai nilat dan arti yang sangat
besar bagi kepentingan nasional, sudah sepatutnya penyelesaian proyek
GMS ini perlu distamakan, dan untuk itu, cukup beralasan apabila Termohon
memohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indoncsia untuk memberikan
putusan provisional dan memerintahkan Para Peimohon untuk segera
melanjutkan pekierjaan yang tersisa dan menye esaikan proyek GMS ini.

3. Dalam Pokok Perkara {Konvensi)
3.1 Bahwa segala s2suatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dan provisi,
merupakan satu l.esatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon.

3.2 Bahwa Termohon menolak selurub dalil Para Pemohon dalam Permohonan
dan Revisi Permohonan Arbitrase, kecuali yang secara tegas diakui oleh
Termohon di dalam Jawaban ini,

3.3 Bahwa dalam rangka pembangunan GMS tersebut, maka pada tanggal 14
November 2005, Termohon mengadakan lelang terbuka, dengan system satu
tahap-satu sampul. Di dalam dokumen lelang, Termohon telah
menyampaikan sccara jelas mengenai scope of work, scope of supply, jangka
waktu penyelesaian pekerjaan, serta kualifikasi yang diperlukan untuk dapat
berpartisipasi dalam lel ang tersebut dan sesuani dengan persyaratan. lelang,~
maka yang dapat berpartisipasi dalam lelang tersebut adalah pe:usah:aéh 2
yang bergerak dalam bidang SCADA vyang telah mempunyai; pe}‘%alamazl

E S 11 -
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3.4

3.5

3.6

3.7

“"E\CI ni

dalam hal system telekomunikasi yang terpadu dan mempunyai pengalaman
dalam pengerjaan proyek pada industri perminyakan dan_gas yang sudah

berhasil dalam mengimplimentasikan lebih tdari 4 (empat) proyek vang

berhubungan denzan SCADA dan telekomunikasi terpadu dalam 10 (sepuluh)
tahun terakhir.

Bahwa setelah proses pengumuman dan klarifikasi lefang ditakukan, akhirnya
ada 9 perusahaan yany mengajukan dokumen jenawaran, dan salah satunya
adalah Para Pemchon. Dengan diajukannya dokumen penawaran, maka para
peserta lelang {Lermasuk Para Pemohon) harus dianggap telah memahami
seluruh persyaratan-persyaratan yang ada, termasuk pekerjaan-pekerjaan
vang akan menjadi kewajibannya, vaitu engineering, procurement,
construction, commissioning and integration.

Bahwa penawinan yang diajukan Para Pemohon merupakan penawaran
dengan harga terendah dan di dalam controct formation meeting, yaitu
tahap akhir scbelum penandatanganan kontrak, Para Pemohon telah
meyakinkan Termchon bahwa Para Pemohon, dengan reputasi
internasionalnya dan pengalamannya di bidang telekomunikasi dengan
teknologi Jerman, telah memahami dan sanpgup untuk melakukan serta
menyelesaikan pckerjuan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Akhirnya,
Termohon menunjuk Para Pemohon sebagai pemenang lelang dan
selanjutnya Termohon dan Para Pemohon menandatangani kontrak No.:
004100.PK/241/UT/2006 tertanggal 03 Mei 2006 {“kontrak”} senilai USD
5,904,802.09 dan Rp. 9,557,971,390.55. (vide Bukti T-2.1 hingga T-2.11)

Bahwa dalam pclaksanaan pekerjaan, Para Pemohon mengajukan 24 buah
Variation Order Request ("VOR") yang jumlahnya USD 4,685,268.00 dan Rp.
12.716.279.165,00 atau Equivalen dengan USD 5,884,917.00; dimana jumiah
ini sama dengan 36% dJari nilai kontrak yang telah disepakati Termohon dan
Para Pemohon. Dalam Permohonan Arbitrase dan Revisi Permohonan
Arbitrase, Para Pcmiohon mempernmasalahkan 13 buah VOR dan menyatakan
bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diuraikan dalam 13 VOR tersebut tidak
termasuk dalam .cope of work atau scope of supply yang telah disepakati
Termohon dan Para Pemohon di dalam kontrak. 13 VOR tersebut seluruhnya
berjumlah USD 5,304,987.00 dimana jumlah ini sama dengan 78% dari nilai
kontrak yang teiah disepakati Termohon dan Para Pemohon. APAKAH
WAJAR JIKA NILAI _VOR YANG DIAJUKAN HAMPIR MENYAMAI NiLAI
KONTRAK ?

Bahwa terkait dengan nilai VOR-VOR vang dipermasalahbkan dalam perkara
ini, pada halaman 4 anpka 7 Permohonan Arbitrase, Para Pemohon mengakui
secara tegas bahwa ketentuan Pasal 32.3 Konteak (GMS Contract, Book Vi,
Generol Condition of Controct, page 16 of 17) yang menyebutkan:.

"Price to be chorged by the Supplier for ony Reluted Services that might need”
but which were not included in the Contraoct shaell be agreed upon in

;

)

T Y
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3.8

3.9

- bant

gdvance by the parties and sholl not exceed the pr evamng rates_ﬁa:ied to

other parties v the Supplier for similar serviczs”
{vide Bukti T-2..5, holomon 035)

Seandainya momang ada pekerjaan tambahan-quod non-nilai pekerjaan
tambahan toerr eyt SEHARUSNYA DISETUSUI TERLEBIH DAHULYU OLEH
TERMOHON DAN PARA PEMOHON, sebelum pekerjaan dilaksanakan,
sesuai dengan kelentuan kontrak; sementara Para Pemohon dalam
Permohaonan /.rbitrase ini telah mengakui secara_tegas bahwa Para
Pemohon TEIAH MELAKUKAN PEKERJAAN TANPA PERSETUJUAN
TERLEBIH DANHULY; sehingga dengan demikian patut dipertanyakan,
SIAPAKAH YANG SEBENARNYA MELANGGAR KETENTUAN KONTRAK?

Untuk itu, immchon kepada Badan Arbitrase Nasiona! Indonesia untuk
menolak dalil dalil Para Pemohon mengenai seluruh VOR yang
dipermasalahki n dalam Permohanan Arbitrase dan Revisi Permohonan
Arbitrasc.

Bahwa Termobion menolak dalil Para Pemohon pada halaman 4 angka 8
Permohonan Arbitrase, yang mendalilkan bahwa Para Pemohon
melanjutkan pekerjaan yang diminta oleh Termohon karena dijanjikan akan
disepakati semua VOR dengan prinsip itikad baik. Termohon menclak dalil
Para Pemohon tersebut, karena dalil Para Pemohon ini merupakan dalil
yang tidak benar. Termohon tidak pernah menjanjikan atau menyetujui
semua VOR dan prinsip itikad baik yang didalilkan Para Pemohon tidak serta
merta menjadi-justilikasi dibertkannya suatu persetujuan Termohon atas
VOR yang digjulkan Para Pemohon. Selain prinsip itikad baik, syarat-syarat
dalam kontrak, prosedur pengajuan VOR dan KEWAIARAN NILAI YANG
DIAJUKAN, tlenlunya juga harus menjadi pectimbangan Termohon,
mengingat fermohon merupakan BUMN yang harus
mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambilnya dihadapan
auditor negara. Selain itu, pekerjaan yang diminta untuk dilanjutkan oleh
Termohon dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang secara tegas

telah disepakati dan dituangkan di dalam kontrak, oleh karena ity, mohon

agar Badan Arbitrazc Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemchon
tersebut.

Bahwa Termohon menolak dalit Para Pemohon pada halaman 7 angka 12
Permohonan Arbitrase, yang mendalitkan babwa yang dilakukan oleh Para
Pemohon, vyaitu tetap melaksanakan VOR-VOR vang terkait dengan
pelaksanaan proyek GMS, walaupun belum mendapatkan persetujuan dari
Termohon merupakan suatu keharusan atas dasar kepatutan dan menurut
kebiasaan menurut sifat kontrak yang dibuat antara Termohon dan Para
Pemohon. Dalit Para Pemohon dan tindakan Para Pemohon . y;ang‘
melakukan pckerjaan tambahan (jika memang benar ada pek l'_|

tambahan) sebelum memperoleh persetujuan Termohon justru mtﬁ

\ IND

.r? D
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suatu hal yang 1 dak patut dan tidak biasa menurut sifat kontrak,’ karéna
ketentuan kontr. k, scbagaimana telah diakui dan dikutip sendiri oleh Para
Pemohon pada salaman 4 angka 7 Permohonan Arbitrase, secara tegas
telah mewajibka 1 Para Pemohon untuk memperoleh persetujuan terlebih
dahulu. Dengan «lemikian, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia
menolak dalil Paia Pemohon terscbut.

3.10 Bahwa Para Pcmohon mempermasalahkan 13 VOR, dan berikutnya ini
adalah penclaka Termohon terhadap dalil-dalil Para Pemohon terhadap
13 VOR yang dijpn rmasalahkan oleh Para Pemohon:

3.10.1 VOR-00.

Bahwa fermohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-002,
yang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan pondasi VSAT dan
tiang pncang sebesar USD 21,721.00 dan Rp. 487,795,500.00
mengin;iat dalil Para Pemohoen tidak Jdidukung dengan bukti-bukti
yang scharusnya turut dilampirkan dalam Permohonan Arbitrase.
Oleh karena itu, mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia
menolal. dahl Para Pemohon mengenai VOR-002.

3.10.2 VOR-00"
Bahwa »ermohon menulak dalil Para Pemohon tentang VOR-005,
yang mendalitkan adanya pekerjaan tambahan yang berhubungan
dengan Pertamina dalam Stasiun Penerima Gas Pagardawa
sebesar USD 63,325.00 dan Rp. 50,688,000.00 berdasarkan
persyaratan Termohon.

Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam VOR-
005, berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh
Para Pemmohon, sebenarnya telah secara tegas dituangkan dalam
kontrak (GMS Contract, BOOK Iif Amendment | to Scope of Work,
halaman 39, bagion 3.b — interfoces) yang menyebutkan bahwa:

“GMS CONTARCTOR shall be responsible to design and supply the
interfaces to these links, e.q. FO converters, ond all accessories
{lan Extenders, connectors, FOC terminal box, ete...} for both sides,
his side~_and COPI's side. He shall be responsible to connect the
interfocrs on his side, and be present ot the interconnection on
COPI's s de by OTHERS. As soid in {3a) he is responsible to test the
whole link ond interfoces. Some for Pertomina.

{vide bu'tti T-2.3, holamon 241)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa
pekerjaon yang diuraikan dalam VOR-005 merupakan salah satu_
materi pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan' Para. -
Pemohon; dan bukan merupakan suatu pekerjaan tambahan. Cleh

P
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karena itu, mohon agar Badan Aibitrase Nas:onal Indone5|a
menela’ dalil Para Pemohon mengenai VOR-005.

3.10.3 VOR-00y
Bahwa ermohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-007,
yang mendalilkkan  adanya pekerjaan tambahan  Cobles RTU-
Marsha ling  berdasarkan persyaratan Termohon  sebesar Rp. -
149,80 .698.00 berdasarkan persyaratan Termohon. '

Bahwa pekerjaan yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam VOR-
007, berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh
Para Pemohon, sebenarnya telah secara tegas dituangkan dalam
kontrak {GMS Controct, Book 1V Scope of Work Page 22 of 66 Sub
Clause 0.5}, yang juga dikutip oleh Mara Pemohon sebagai dasar
pengajuan VOR-007, yang menyebutkan bahwa:

“g} Pan<lInstaliation
The Facility Contractor (Phase 2) shall supply the marshalling
cobitets with alf coble termination/interface of field cabling
and cabling from RTU".
{vide bukti T-2.4, halaman 032)

Ketentuan  lersebut di atas jelas mengatur bshwa Facifity
Contracior Phase 2 berkewajiban untuk menyediakan marshalling
cobinet termasuk:

- Terminal untuk kabel dan field instrument, dan;

- Termmnal untuk kabel dari RTU

Dengan demikian Facility Contractor Phase 2 tidak berkewajiban
untuk nenyediakan kabel dari marshaliing cabinet ke RTU,
mefainkn hanya Terminalnya saja yang merupakan bagian dari
marshalling cabinet, sehingga sudah menjadi _kewajiban Para
Pemohon untuk menyediakan kabel dari marshalling cabinet ke
RTU.

Hal tersebut di atas sudah jelas dinyatakan pada gambar dan
catatan dalam diagram pemipaan dan insrumentasi {Piping and
Instrumentotion Diogram atou P & 1D) yang merupakan bagian
dari Kontrak, yang menyebutkan bahwa:

NOTES

14 BATTERY LIMIT BETWEEN FACILITY CONTRACTOB/PIPIE‘INE;\
COMTRACIOR AND GMS CONTRACTOR. s .___\ Eﬁ

\ MNAT.
o, )
W
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Berdasarkan diagram batas tanggung jawab (battery fimit) antara
Facifity ¢ ontractor don GMS Contractor {dalam hal ini adalah Para
Pemchaon) terlihat bahwa tugas Facifity Contractor hanya terbatas
hingga warshalling cabinet.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, jelas bahwa
pekerjaan penyediaan kabel dari marshalling cabinet ke RTU
merupal an walah satu materi pekeriaan yang termasuk dalam
lingkup rekerjaan Para Pemchon dan hukan merupakan pekerjaan
tambahen. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan
bahwa adanya pekerjaan tambahan cables RTU-Marshalling
merupatan pemahaman danfatau penafsiran yang keliru terhadap
persyaratan yang telah diatur di dalain kontrak; sehingga mohon
agar Balan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para
Pemohon menpenai VOR-007.

3.10.4 VOR-008
Bahwa lermohon menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-
008, yang mendalitkan adanya pekerjaan tambahan penggantian
pembayaran penyewaan lahan sebesar USD 133,860.00.

Bahwa pekerjaan yang dmaksud oleh Para Pemohon dalam VOR-
008, benkut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh
Para Poivohon, sebenarnya telah secara tegas dituangkan dalam
kontrak 'GMS Contract, Book i, Attachment to the Minutes of
Contract Formation Meeting 11 April 2006, ltem B, page 1 & 2,
VHF Radm, ftem 1), yang menyebutkan bahwa:

“Reference:
Technical Bid Documents:
Vol 2 of 2, Book 2 of 4, Clause 1.2
Amendimment 113 Item Na. S0,
Scope of Supply

Leasing the [and {or repeater for 3 years (vide buktiT-2.1,
Halaman 070).

Bahwa terbadap perihal tersebut di atas Para Pemohon
menyatakan Al Confirm” sehingga jelas bahwa Para Pemohon
telah menyatakan kesediaannya uniuk melakukan penyediaan

lahan slama 3 tahun tanpa pernah mengecualikan:biaya sewa
lahan. ’ .
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Berd. sarkan  uraian tersebut di atas, mohon “agar Badan
Arbil -ase Nasienal Indonesia menolak dalil Para Pemochon
meny.enai VOR-008.

3.10.5 Bahwa Termohon menolak dalil 'ara Pemohon tentang VOR-
010, ¢ang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan penggantian
gelonbang mikro frekuensi dari 2.4G Gllz menjadi 5.75 GHz
sehe ar USD  67,752.00 dan Rp. 97,095,350.00 karena
perncintain Termohon,

Bahv a pekerjaan yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam
VOR- 08, berikut persyaratan-perayaratan yang harus dipenubhi
oleh Para Pemohon, sebenarnya lelah secara tegas dituangkan
dalony kontrak (GMS Controact, Book 1, Attachment to the
Minutes of Contract Formation Meeting 7 April 2006, items B,
Page 1 of 2, V. Telecommunication System, Microwave, item I,
yang menyebutkan bahwa:

“Con-ractor sholl be responsible for obtoining a MW Rodio
Frequency License valid for a period of 1 (one) year after take
over certificate and renewable each year theredfter and
certification for Radio Equipment oll for the sole benefit of FGN
inwlo’s nume the license and certificate shall be registered”.
(vide Dhukts T-2.1, holaman 093)

Ketentuan tersebut di atas jelas mensyaratkan Para Pemohon
untul: memperoleh ijin penggunaan frekuensi gelombang mikro
atas nama Termohon dan untuk kepentingan Termohon. ljin
frekuensi tersebut diperlukan agar frekuensi gelombang mikro
tersebut dapat dipergunakan secara eksklusif oleh Termohon
guna  menghindari - adanya  sangguan-gangguan  dalam
komunikasi data antar stasiun pengendali.

Fakta vang sebenarnya terjadi, Para Pemohon tidak
menyediakan ijin {rekuensi eksklusif karena Para Pemohon
menyediakan peralatan komunikasi yang menggunakan

, frekuensi umum {public license) yang rawan terhadap timbulnya
interierensi  atau gangguan, schingga sudah sepaiutnya
Termohon meminta Para Pemohon untuk menyediakan
peralatan komunikasi yang menggunakan frekuensi khusus dan
memperoleh ijin penggunaan frekuensi gelombang mikro secara
ekskl:isif, sesuai dengan persyaratan kontrak.

Dalarn pertemuan dengan Termohon, Para Pemohon;telal~.

men{akua bahwa ijin frekuensi secara eksklusif mé’rulagkah"
ketentuan yang lelah diatur datam kontrak dan Pafa Pe\mahon

A
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{elab menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh ijin
freku 'nsi cksklusif tersebut.

{vide bukti T-3, Minutes of Mecting -Engineering No. MM-SIE-
ENG- 156 tanggal 16 Januari 2007, No. 2, item Discussion Priority
I Act onftems, Item 57).

Terkzit dengan pengurusan ijin frekuensi tersebut, Termohon
mencmukan  bukti-bukti  permulaan yang cukup untuk
dilaporkan kepada pihak Kepolisiin Republik Indonesia untuk
mengpusut dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan
penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 jo. Pasal 378 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Denpan demikian, penyediaan peralatan komunikasi dan ijin
freku-:nsi cksklusif merupakan salah satu materi pekerjaan yang
termasuk dalam lingkup pekerjaan Para Pemohon. Untuk itu,
mohcn agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil
Para I'ermnohon mengenai VOR-010.

3.10.6 Bahw. Teimohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-
011, ~ang mendalilkan adanya peherjaan tambahan perubahan
keting gian menara VHF dari 40 meter menjadi 60 meter sebesar
Rp. 1,354,038,050.00 Lerdasarkan survey lapangan yang
dilakukan Pemohon dan Termohon bersama-sama.

Dalil 'ara Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar
dan wmenyesatkan. Termohon tidak permah meminta Para
Pemohon untuk mengubah ketinpgian menara VHF, bahkan
sebaliknya, Para Pemohon yang diwvajibkan untuk mengusulkan
sistenn antena yang tepat agar dapat menjangkau seluruh area
jaringan pipa dan hal ini tertuang di dalam kontrak {GMS
Contruct, Book V, Spesification for VHF Radio System, page 17 of
35, Sub-Clouse 9.7. Antenna Requirement), yang menyebutkan
bahwa:

“Contiactor sholl propose an appropriote antenng system
compiete with antenno gccessorics to provide Radio coverage
within all PGN pipiline operational areas”.

(vide Lukti T-2.5, halomon 107)

Sehingga dengan demikian, pencntuan maupun perubahan
ketinggian menara VHF sepenuhnya merupakan keputusan. Para_
Pemohon. Oleh karema itu, cukup beralasan bagi Badan =

Arbitrase Nasional Indonesia untuk mmenolak dalil Para Pemohon’
mengenal VOR-011, '
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3.10.7 VYOR-112
Bahv ¢ Termohon menolak dalil Fara Pemohon tentang VOR-
012, vyaitu tentang penambahan waktu dan surat pernyataan
pembebasan dari tuntutan kerusal an sebesar USD 2,740,341.00
dan I'p, 4,092,578,058.00.

Dabl dalil Para Pemohon terkait dengan VOR-012 merupakan
dalil--1alil yang tidak jelas, saling bartentangan bahkan VOR-012
it roendiri juga tidak jelas sub<tansinya. Di satu sisi Para
Pomohon mengajukan klaim penambahan waktu selama 15
bulan di luar force mojeure, namun klaim penambahan waktu
terscbut didasarkan karena adanya force majeure.

Terkait dengan alasan Force majeure, Termohon juga menolak
dalil Para Pemohon karena force majeure yang didalilkan oleh
Para Pemohon bertentangan denpan ketentuan kontrak (GMS
Cont-act, Book VI, General Conditions of Contract, Article 31.2)
yvanp menyebutkan bahwa;

"For ourposes of this clause, "Forcc Majeure” means an event or
situation beyond the control of the Supplier that is not
foreseeable is unavoidoble, ... ~.

(vide bukti T-2.8, haloman 034)

Fakti yang sebenarnya terjadi, Para Pemohon menjadikan
peristiwa banjir, yang menggenangi area kantor Pemchon | di
Jakarta, sebagai peristiwa force majeure yang mengganggu
pelal.sanaan pekerjaan, sementara peristiwa banjir itu sendiri
merupakan sesuatu hal yang sudah sepatutnya diketahui oleh
Para Pemohon (foreseeoble), muengingat kantor Pemchon |
memang berada di daerah yang dikenal rawan banjir.

Bahvra Para Pemohon juga mendalilkan adanya surat
pertyataan pembebasan dari tuntutan kerusakan. Berdasarkan
ketaziman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sudah menjadi
kewajiban kontraktor untuk mengganti atau memperbaiki
keruwakan-kerusakan {defects) yang ada pada pekerjaan yang
dilokukannya. Namun, di dalam dokumen VOR-012 yang turut
dijadikan bukti dalam Permohonan Arbitrase, Termohon tidak
menemukan hal-hal mengenai kerusakan-kerusakan {defects)
pada pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon. Dengan
demikian, jelas bahwa antara dalil Para Peimohon dengan bukti-
bukti yang diajukan, tidak saling mendukung.

Jika yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam hal inj @daj

pembebasan dari denda keterlambatan [liguidated , d gﬁ
waiver),  maka  Para Pemohon  telah kellrL(" %
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menlrjemahkan, menafsirkan dan memaha_r_ni_...ke't'ent'l]an
konti ik, schingpga patut dipertonyakan pemahaman Para
Pemehon terhadap klausul-klausul Lontrak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase
Nasional Indonesia menolak dalil-dalil Para Pemohon mengenai
VOR-0112.

3.10.8 VOR-( 13
Bahw) Termohon menolak dalit Para Pemohon tentang VOR-
013, yang mendalilkan adanya p-kerjaan tambahan TF 1.3-
Stasn n Bojonepara-System SCADAESD scbesar USD 68,935.00
dan By, 107,795,194.00.

Para i’emohon mendalilkkan seolah-olah telah terjadi pekerjaan
re-enyinecring terhadap SCADA )/O List karena ada perubahan
pada lokumen P & ID. Fakta yang turjadi, perubahan dokumen P
& ID fisampaikan oleh Termohon kepada Para Pemochon pada
saal  proses engineering  dilakukan, bukan setelah proses
engin ering selesai dilakukan, sehingga dengan damikianVOR-
013 merupakan suatu kiaim yang tidak berdasar dan oleh
karcnnya patut untuk ditolak.

3.10.59 VOR-G15
Bahw.a Termohon menolak dalil Para Pemchon tentang VOR-
015, vang mendalilkan adanya pekerjaan tambahan modifikasi-

modilikasi remote repeater station dengan biaya sebesar Rp.
42,04.3,000.00.

Bahw.a  sudah  menjadi  kewajiban Para Pemohon untuk
melatukan pckerjaan desain dan  engineering berdasarkan
prinsyyy good engineering practice seperti dituangkan dalam
kontrak (GIS Contract, Book VI, Speciol Conditions of Contract,
poge s of 11, Sub Clause 13.3) yang menyebutkan bahwa:

“The *upplier shalf execute the bosic and detoiled design ond the
engincering work in complionce with the provisions of the
Conlruct, or where not so specificd, in occordunce with good
enginering practice”.

{vide Bukti T-2.8, halaman 011)

Bahwa Para Pemohon mendalilkan seolah-olah telzh terjadi
modifikasi-medifikasi  terhadap remote repeater station.
Faktanya, modifikasi-modifikasi yang dimaksud oleh . Para
‘Pemohon dalam VOR-015 sebenarnya adalah revisi atas desain
awdl yang diajukan oleh Para Pemcohon (dan sudah merupakan
kewajsban Para Pemohon), mengingat desain awal yang diajukan

’

L. |
Pad, o0 Al
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oleh ara Pemohon tersebut tidok sesuai d@ngan ketentuan
kantrak.

Ketid.-ksesuaian  antara desain dengan ketentuan kontrak
membuktikan bahwa Para Pemolion telah gagal melakukan
kegiotan engineering secara profesional, bahkan membuktikan
hahw. Para Pemohon yang telah melakukan wanprestasi.

Berda.arkan uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase
MNasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-
015,

3.10.10 VOR-016
Bahw. Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-016
yanp, -nendalitkan pekerjaan tambahan pembangunan jaringan
FO kepada pihak ke-3 dan Firewall sebesar USD 24,232.00 dan
Rp. 9,1190,000.

Terkat dengan VOR-016, Para Pemohon mendalilkan seolah-
olah t:lah terjadi suatu pekerjaan tambahan karena penggunaan
jaringan fiber optic, padahal penggunaan jaringan fiber optic
tersebut memang merupakan spesifikasi dan ketentuan yang
diatur oleh kontrak {GMS Controct, Book #ll, Amendment | to the
Scope of Work, page 39 of 72, Cluuse 3o, paragraph 4) yang
menyvbuthan bahwas:

“For compurison reosons, the quolotion of the Bidders for Grissik
and Pertamina sholl be based on G-core single-mode fiber optic
links for the interface of the existing systems to the new
systenrs”.

(vide Bukti T-2.3, holomon 241)

Artinyn, tidak ada satu pun perubahan pada lingkup pekerjaan.
Bahkan unluk materi pekerjaan firewall, Para Pemohon sendiri
yang menyatakan bahwa firewall tidak diperlukan lagi, sehingga
patut flipertanyakan motif pengajuan VOR-016 ini.

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase
Nasional Indonesia menolak dalif Para Pemohon mengenai VOR-
016.

3.10.11  Bahwa Termohon mcnelak dalil Para Pemohon tentang VOR-
017, yang imendalilkan adanya pekerjaan tambahan SGADA'%ES\b_ f,

terkait dengan CPS  sebesar USD  35,200.00 dan p=Rp. -
33,620,000.00. S AN \ 5
'\‘_ -'r-'-::s- "-.'-'4. Frivaie .-j'
. IND. qu TS
"-':'?:,‘{f?o _GL?'SV
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Terk.it dengan VOR-017, Para Pumohon mendalilken - Seclah-
olah telah terjadi keterlambatan p2nyelesaian pekerjaan karena
Tern-chon terlambat menyampatkan 1/Q List. Faktanya, finalisasi
I/0 1 ~t muerupakan tanggung jawab Para Pemohon sebagaimana
diatur di dalam kontrak {GMS Controct, Book I, Attachment to
the Minutes of Contract Formation Meeting 6 April 2006, items B
page 4 of 32, SCADA Systems, 'tems 2) yang menyebutkan
bahv o

“CONTRACTOR shall be responsille for the detailed /O List
finoliration (process, facilities, system, telecom, ..} as well as the
interjoce definition, supply and conncction to the station
foudicies vnd packages: e.g. £SD, ' & G, Electrical system, Gas
Engire Generotor, Diesel Engine Generator and Odorizer ...”.
(vide Bukli T-2.1, halaman 103).

Bahwa jika Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon
terlarmmbat menyampaikan 1/O List, maka hal ini menunjukan
tidok cermatnya dan tidak profesicnalnya Para Pemohon dalam
mcemaenuhi ketentuan pekerjaan webagaimana diatur di dalam
kontiak.

Berdasarkan uraian di atas, muvhon agar Badan Arbitrase
Nasicnal Indonesia menolak dalil Para Pemohon mengenai VOR-
017.

3.10.12 Bahwa Termohon menoclak dalil Para Pemohon tentang VOR-
018, vang mendalitkan adanya pekerjaan tambahan area
pengendah tempat 0B-GPS sebe:ar USD 3,200.00 dan Rp.
79,572,513.00.

VOR-1J18 pada dasarnya berkisar pada penggunaan D-GPS guna
mencntukan lokasi pembangunan remote repeater station.
Faktanya yang sebenarnya terjadi, dalam menentukan lokasi
pembangunan  remote repeater stalion, Para Pemohon
menpgunakan peralatan navigasi yung tingkat akurasinya renah,
sehinuga tidak sesuai dengan kontrak (GMS Contract, Book 1V,
Scope of Work, page 59 of 66, Sub Clouse 9.9 Radio VHF, Sub-
Claus» 9.10.1 Time Fraome 1, point 2) yang menyebutkan bahwa:

“CONTRACTOR sholl undertoke o route and rodio coverage

surves and sholl define the detoiled design of the VHF radio’.
system, in paorticufor tower height and exoct location along the.

pipilu:e route”,

{vide bukti T-2.4, haleman 069)
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Bahva pada saat survey, Para Pemiohon |11enggunakanperaiatan

navizasi berupa Handheld GPS dengan tingkat akuransi yang
rent ah. Untuk itu, Termohon menyarankan agar Para Pemohon
mensggunakan peralatan navigasi yvang lebih akurat, yaitu D-PGS.
Den tan catatan, aspek komersial penggunaan D-GPS menjadi
tanyesungjawab Para Pemohon dan Para Pemohon tidak pernah
muengajukan  keberatan/penolakan  atas  catatan  tersebut.
Den tan demikian, ketika Para Pemohon melakukan survey
denpan menggunakan D-GPS, biaya yang timbul sehubungan
denpan penggunaan  D-GPS lecsebut sepenuhnya menjadi
tanggungan Para Pemohon, sesuai dengan Minutes of Meeting
No. VMIM-SiE-081 tertanggal 28 Februari 2008.

(vich bukti T-4, halaman 006)

Bercasarkan uraian di atas, mohon agar Badan Arbitrase
Nasiinal Indonesia menolak scluruh dalil-dalil Para Pemohon
ternasuk tetapi tidak terbatas meongenai VOR-018.

3.10.13  VOR 024

Balwsa Termohon menolak dalil Para Pemohon tentang VOR-024
secbesar USD 1,249,804.00 dan Lp. 3,111,497,838.00, karena
pada faktanya, Termohon dan Para Pemohon belum pernah
melakukan pembahasan {(mutual consuftation) mengenai VOR-
024 1ersebut, seperti yang diatur dalam ketentuan kontrak {GMS
Controct, Book VI, General Condition of Contract, Clouse 10,
page 7 of 17) yang menyebutkan bahwa:

“The Purchaser and the Supplie; shall mmake every effort to
resolve  amicably by direct informal negotiation any
disaureement or dispute arising between them under or in
conn-=zction with thw contract”.

“If the purties fail to resolve such a dispute or difference by
muteol consultation within 28 (twenty eight) Days from the
commencement of such consultation, either party may require
that the dispute be referred for resolution to the formal
mechanisms specified in the SCC”.

(vide bukti T-2.8, halaman 026)

Oengan demikian, pengajuan VOR-024 dalam perkara aquo tidak
memenuhi ketentuan dalam kontrak, sehingga dengan demikian
mohon agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia .-menolak
seluruh dalil-galil Para Pemohon termasuk tetapi tlda_ak. terbataSi
R - El -.)Pﬁ |‘l"
‘mengenai VOR-024. ‘. b /\\
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3.11 Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Para Pemohoh..pada
halaman 14 angka 14, 15 dan 16 Pe:mohonan Arbitrase, dimana
Pemohon mi:ndalilkan: “Behwa di dalum peloksanaan proyek di
lapangan, Peinohon telah banyok melakukaen penyesuaion pekerjaan baik
atos permintaan Termohon, atau penycsuaion sebogai akibat adanya
syarat-syarut vang ditetapkon oleh Termohon, dan/atau karena kejodian
memaksa/for. ¢ majeure”.

Bahwa faklanya, penyesuaian yang didalilkan oleh Para Pemohon adalah
pelaksanaan pckerjaan yang wajib dilakukan Para Pemohon untuk
memenuhi ketentuan kontrak sehingga cukup beralasan bagi Badan
Arbitrase Nasonal Indonesia untuk menolal. dalil Para Pemohon tersebut.

3.12 Bahwa sejalan denpan dalil-dalit Termohon pada angka 3.10 Jawaban ini
mengenai penolakan Termohon terhadap 13 VOR yang diajukan oleh Para
Pemohon dalam perkara aquo, maka Termchon dengan tegas menoiak
dalil Para Pemohon pada halaman 14 angka 17 huruf {(a) sampai dengan
huruf (k) Permohonan Arbitrase, dan mohon agar Badan Arbitrase
Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemchon tersebut.

3.13 Bahwa Term-hon menolak secara tepa. dalil Para Pemohon pada
halaman 15 ongka 18 Permohonan Arbitrase, yang mendalilkan bahwa
Para Pemohon telah yakin Termohon menpetahui perubahan-perubahan
pekerjaan ter-ebut. Seandainya memang ada perubahan pekerjaan-quod
non-, dan +eandainya Termohon mengetahui adanya perubahan
pekerjaan-quad non-, hal tersebut tidak berarti Para Pemohon sarta
merta mempcroleh persetujuan dari Termahon mengenai penambahan
harga maupun waktu penyelesaian pekerjran. Qleh karena itu, mohon
agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak dalil Para Pemohon
tersebut.

3.14 Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Para Pemohon pada
halaman 16 angka 19, 20, 21 Permochonan Arbitrase, yang mendalitkan
bahwa Para Pmohon telah menjunjung tinggi perdamaian, beritikad baik
dan menuduh Termohon tidak mempunyai itikad baik. Dalil Para
Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, Sebelum VOR ini
dipermasalahl.an oleh Para Pemohon kLehadapan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia, VOR-VOR tersebut (kecuali VOR-024) telah melalui
proses pembahasan bersama {mutual consuitation), sebagaimana diatur
dalam kontral. Seandainya Termohon dan Fara Pemahon tidak mencapai
kata sepakal mengenai VOR tersebut, tentunya hal tersebut tidak serta
merta berarti Termohon tidak beritikad baik. Dalam memberikan
persetujuan terhadap suatu VOR, tentunya syarat-syarat dalam kontrak,
prosedur penjiajuan VOR dan KEWAJARAN NILAI YANG DIAJUKAN juga
harus rﬁcnjndi pertimbangan Termohon, mengingat Termohon - -
merupakan BUMN yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan
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vyang diambili ya dihadapan auditor negara. Untuk itu, mohon agar Badan
Arbitrase Nas.onal Indonesia menolak dalil ara Pemohon tersebut.

.
-

3.15 Bahwa Termiohon menoclak secara tegas dalil Para Pemochon pada
halaman 16 .ngka 22 Permohonan Arbitrase, yang mendalilkan bahwa
Termohon daaat dikatakan melakukan wanprestasi. Para Pemohon tidak
menyebhutkan secara jelas ketentuan dalwn kontrak yang telah dilanggar
oleh  Termolon buerikut  bukti-bukti - yang  mendukungnya, bahkan
sebaliknya, Para Pemohon yang telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan koentrak, terutama mengenai keterlambatan penyelesaian
pekerjaan. Oleh karena itu, mohon ager Badan Arbitrase Nasional
Indonesia menolak dalil Para Pemohon tersebut.

4. Dalam Rekonvensi
4.1 Bahwa segala s:suatu yang telah dikemukak in dalam eksepsi, provisi dan

pokok perkara (konvensi) merupakan satu |esatuan dalam permohonan
rekonvenst ini.

4.2 Bahwa Pcmohon Rekonvensi {dahulu Termehon), dengan ini mengajukan
permohonan re<onvensi terhadap Para Termohon Rekonvensi (dahulu Para
Pemohan).

4.3 Bahwa berdasarkan Kontrak, Para Termeohon Rekonvensi harus
menyelesaikan pcekerjaan-pekerjaan yan;. sudabh menjadi tanggung
jawabnya, dalma janpka waktu tertentu yang tentunya telah disepakati dan
disanggupi oleh Para Termohon Rekonvensi, namun pada faktanya hingga
Permohonan Rekonvensi ini diajukan, Para Termohon Rekonvensi belum
juga menvyelesoikan pekerjaannya, walaupun telah diperingatkan oleh
Pemohon Rekonvenst melalui surat tersebut dibawah ini:

1. No.043100/221/BANG36/2007 tertanggal 3 Mei 2007;

2. No. 055900/24/BANG36/2007 tertanggal € Juni 2007;

3. No. 064600/24/BANG36/2007 tertanggal -1 Juli 2007;

4. No.013600/17/BANG36/2008 tertanggal 5 Februari 2008;
5. No.057300/17/BANG36/2008 tertanggal & Mei 2008.
(vide bukti PR-1.1 hinggo PR-1.5)

4.4 Bahwa berdasarkan Kontrak, periode pertama penyelesaian proyek GMS
(time frame 1.1) adalah 10 bulan sejak tanggal berlakunya Kontrak {3 Mei
2006-3 Marel 2007), namun Para Termohon Rekonvensi lalai untuk
menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Akibat kelalaian Para
Termohon Rekonvensi  tersebut, Pemohon Rekonvensi terpaksa
mengeluarkan biaya untuk penggunaan jasa dan peralatan pihak ketiga
untuk menggantikan fungsi GMS sementara waktu mengingat Pemohon
Rekonvensi haius segera mengoperasikan jaringan pipa gas untuk
mengalirka'n gas dari Pertamina. Berdasarkan bukti-bukti yang akan
Pemohon Rekcnvensi sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional
indonesia pada t esempatan berikutnya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan
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Pemohon Rekorvensi sejak 3 Maret 2007 hinpga 31 Desember 2008 antara
lain adalah:

a. Biaya operacional telekomunikasi sementara di sepanjang jalur pipa gas
antara Stasiun Penerima Gas Pagardewa hingga Stasiun Muara Bekasi
dan pengecekan jalur pipa sebesar Rp. 109,312,745.00.

b. Biaya jasa tenaga operalor di Stasiun Pencrima Gas Pagardewa, Stasiun

Terbanggi Besar dan Stasiun Labuhan Maringgai untuk memonitor

semua peralatan dan instrumen selama 24 jam setiap harinya sebesar

Rp. 5,409,591,451.00.

Biaya sewa ki:ndaraan operasional sebesar Rp. 703,620,412,00.

d. Biaya perjalaitan dinas sebesar Rp. 1,261,335,522,00.

e. Biaya bahan bakar sebesar Rp. 1,426,533,5(.1,00.

[l

Bahwa berdasar! an Kantrak, periode kedua penyelesaian proyek GMS (time
frame 1.2) adalah 13 bulan sejak tanggal verlakunya Kontrak {3 Mei 2006-3
Juni 2007}, namun Para Termohon Rekonvensi laiai untuk menyelesaikan
pekerjaan tepal pada  waktunya. Akibat kelalaian Para Termohon
Rekonvensi ters:but, Pemchon Rekonvensi terpaksa mengelfvarkan biaya
untuk penggunaan jasa dan peralatan pihak ketiga untuk menggantikan
fungsi GMS scimentara waktu mengingat 'emohon Rekonvensi harus
segera mengopirasikan jaringan pipa gas untuk mengalirkan gas dari
Conoco Phillips. Berdasarkan bukti-bukti yang; akan Pemohon Rekonvensi
sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional indonesia pada kesempatan
berikutnya, biayn-biaya yang telah dikeluarkaon Pemohon Rekonvensi sejak
3 Juni 2007 hingy.a 31 Desember 2008 antara lcin adalah:

a. Biaya operasional telekomunikasi sementar a, di sepanjang jalur pipa gas
antara Stasiun Grissik dengan stasiun lainnva dan pengecekan jalur pipa
Grissik-Pagarilewa sebesar Rp. 7,486,950,0¢).

b. Biaya operasional tenaga operator di Stasiun Grissik sebesar Rp.
78,374,036.00.

c. Biaya sewa kendasaan operasional sebesar Kp. 11,878,173.00.

Bahwa berdasarkan Kontrak, periode ketiga penyelesaian proyek GMS (time
frame 1.3) adalah 14 hulan sejak tanggal berlakunya Kontrak {3 Mei 2006-3
Juli 2007), namun Para Termohon Rekonven:i lalai untuk menyelesaikan
pekerjaan tepal pada waktunya. Akibat kelalaian Para Termohon .
Rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi terpaksa mengeluarkan. biaya‘ -.’."
untuk penggunaan jasa dan peralatan pihak ketiga untuk menggantikan ~
fungsi GMS sementara waktu. Berdasarkan bul ti-bukti yang akan Pefnphon /
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Rekonvenst -ampoikan kepada Badan Arlitrase Nasional Indonesia pada
kesempatan berikutnya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemohon
Rekonvensi sjak 3.Juli 2007 hingga 31 Desember 2008 antara lain adalah:

a. Biaya opcrasional telekomunikasi untuk komunikasi antar stasiun
Cilegon/Bojonegoro dengan stasiun lainnya (Grissik, Stasiun Penerima
Gas Pap.rdewa, Pagardewa, Terbanpgi Besar, Labuhan Maringgai,
Muara Bekasi) mulai 3 Jult 2007 sampai dengan 31 Desember 2008,
sadbpean Kol 210,322,815.00.

Biaya tenaga operator sebesar Rp. 91,753,772.00.

¢. Pembelian Chemcad Sofltware, Tgnet dan Kelton Software for GM/PM
dan biayr yang berhubungan dengan item tersebut sebesar Rp,
1,159,01* ,275.00.

4.7 Bahwa akibat kelalaian Para Termohon Rekonvensi untuk menyelesaikan
pekerjaan tepat pada waktunya, Pemohon Rekonvensi terpaksa membuat
Variation Order Request kepada PT Rekayasa ndustri untuk penambahan
pane!l instruiment ESD sementara di Stariun Penerima Gas Pagardewa,
stasiun Grissiic dan stasiun Muara Bekasi sebesar Rp 669,211,180.00, Bukti
mengenai hal ini akan Pemohon Rekonwvensi.sampaikan kepada Badan
Arbitrase Nasional Indonesia pada kesempatan berikutnya.

4.8 Bahwa akibat kelalaian Para Termohon Rekonvensi untuk menyelesaikan
pekerjaan tepat pada waktunya, Pemohon Rekonvensi terpaksa harus
memperpanjang hontrak konsultan konsursium Penspen Petrotechnindo
Utama sebesar USD 497,904.02 dan Rp. 9,349,740,279.00. Bukti mengenai
hal ini akan Pemohon Rekonvensi sampaikan pada kesempatan berikutnya.

4.9 Bahwa akiba' kelalaian Para Termohon Rckonvensi untuk menyelesaikan
pekerjaan tepat pada waktunya, Pemohon Rekonvensi terpaksa harus
memperpanjang kontrak konsultan PT Petrotechindo Utama sebesar
Rp. 2,204,06(,,7006.00. Bukti mengenai hal ini akan Pemchon Rekonvensi
sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada kesempatan
berikutnva.

4.10 Bahwa Pemohon Rekonvensi telah melal.ukan penghitungan Liquidated
Domages yan;; menurut Kntrak merupakan tanggung jawab Para Termohon
Rckonvensi s:besar Rp. 7,908,701,494.00. Bukti mengenai hal ini akan
Pemchon Rckonvensi sampaikan kepada Badan Arbitrase Nasional
Indonesia pada kesempatan berikutnya.

4.11 Bahwa kelalaran-kelalaian Para Termohon Rekonvensi tersebut di atas,
cukup membuktikan bahwa Para Termohon Rekanvensi telah melakukan
kelalaian {wanprestasi} dan mengakibatkan kerugian materil bagi Pemohon
Rekonvensi scbesar Rp. 38,674,075,073.00., sehingga cukup beralasan bagi
Pemohon Rchkonvensi untuk memohon kepada Badan Arbitrase Nasional
Indonesia untuk menyatakan bahwa Para Termohon Rekonvensi telah lalai

i
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(wanprestast) latam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan
menyclesaiknn pekerjaan tepat pada waklunya, dan menghukum Para
Termohon Rekosnvensi secara tanggung renleng mengganti kerugian yang
dialami  Pemahon  Rekonvensi  yang  seluruhnya  sebesar  Rp.
38,674,075,07 .00

Berdasarkan uraian- iraian pada bagian eksepsi, pokok perkara dan rekonpensi,
Termohon/Pemohor Rekonvensi mohon kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional

Indonesia untuk bert enan memuluskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima ckseps i Tenmohaon;

2. Menyatakan Perinohonan Para Pemohon tidak jelas (ebscuur libel}, dan oleh
karenanya tidak dapat diterima.

DALAM PROVISE

Memerintahkan Paca Pemohon untuk tetap melanjutkan pekerjaan dan
menyelesaikan  proyek GMS sesuai denpan ketentuan Kontrak  No.
004100.PK/241/UT/. 006 tertangpal 3 Mei 2006.

DALAM POKOK PERKARA [KONVENSI)

Menolak Permohonan Arbitrase dan Revisi Permichonan Arbitrase yang diajukan
oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

DALANM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi yang Jiajukan Pemohon Rekonvensi
untuk selurubinya;

2. Menyatakan Para Termohon Rekonvensi teloh lalai {wanprestasi}) dalam
memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
scbagaimana diatur dalam kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh
Pemohon Rekonvensi dan Para Termohon Rekonvensi; _

3. Menghukum Para Termochon Rekonvensi secara tanggung renteng mengganti
selurub kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Para Termohon
Rekonvensi kepatia Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 31,100,946,371.50 dan
USD 497,904.02.

Menimbang bahwa pada sidang ke-1 tanggal 16 Februari 2009 telah hadir David
Abraham, S.H., Pelrus CKL Bello, S.H.,, Fredy H.L Tobing, S.H. dan Erwm Jl, e
Nainggolan, S.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon yaitu Pletgr i
Richard G., dan Hasan M., sedangkan dari Pihak lermohon telah hadir y\/‘wg“
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Wardhana, S.H., Saul M. Pasaribu, R.M. Ismala, 5.1, S.H., MM:,_hM_BfA‘ffﬂanﬂYulia

Dindarti, S.H., selaku %uasa Hukum Termohon dan Raymond Tampubaelon selaku
Termohon;

Menimbang bahwa t:fah membaca Replik dalaim Konvensi dan jawaban dalam
Rekonvensi dari Pemichion | dan Pemohon 1l tanggal 02 Maret 2009;

Menimbang bahwa ciah membaca Duplik dalan. Konvensi dan Replik dalam
Rekonvensi dari Term hon tanggal 16 Maret 2009;

Menimbang bahwa t :fah membaca Duplik dalam Rekonvensi tanggal 27 Maret
2009 dari Pentohon ! lan Pemaohon il tanggal 27 Miret 2009;

Menimbang bahwa Pemochon } dan Peimohon Il untuk menguatkan dalam
Permachonan Arbitrase telaly mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1
s/d P-107 beserta dolumen-dokumen lainnya;

Menimbang hahwa Jermohon | dan Termohon H untuk menguatkan dalam
Jawaban dan tuntuta ) balik/rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti yang
diberi tanda T-1 s/d T 19, PR-1.1 s/d PR-7 beserta dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang bahwa j-ada tanggal 02 April 2009 teloh mendengarkan dua saksl
fakta yang dihadirkan oleh Pemichon | dan Pemohon 1i;

Mernimbang bahwa § ada tanggal 07 April 2009 telah mendengarkan satu saksi
fakta yang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa [rada tanggal 08 Mei 2009 tclah mendengarkan satu saksi
fakta yang dithadirkan oleh Pemohon [ dan Pemohon |i;

Menimbang bahwa jpada tanggal 15 Mei 2009 telah mendengarkan satu saksi
fakta yang dihadirkan oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang babw.a (-ada tanggal 04 Juni 2009 telah mendengarkan satu saksi
fakta yang dihadirkan oteh Pemohon | dan Pemohon It dan satu saksi fakta yang
dihadirkan oleh Termnhon;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 telah mendengarkan satu saksi
fakta yang dihadirkan oleh Pemohon 1| dan Pemohon il dan satu saksi ahli yang
dihadirkan oleh Termohan;

Menimbang bahwa j-ada tanggal 23 juli 2009 teloh mendengarkan dua saksi
fakta yvang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa telah membaca Kesimpulan Pemohon | dan Pemohon Il
tanggal 06 Agustus 2019; ' Lo
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Menimbang bahwa telah membaca Kesimpulan Termohon tanggal 06 Agustus
2008,

Menimbang bahwa b Iah membaca Tambahan Kessnpulan Termohon tanggal 18
Apustus 2009,

Menimbang bahwa «islanjutnya untuk mempersingkat bunyi putusan ini, maka
bukti surat-surat, Replik, Duplik, dokumen tambahan lain yang diajukan, serta
berita acara persidagan dianggap sebagai sudah termasuk dalam Putusan
Arbitrase ini, dan dinHggap telab dipertimbangkan secukupnya dimana akhirnya
kedua belah pihak nuw mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahvsa baik Pemohon |, Pemohon Il maupun Termohon telah
mengajukan Permohonan, jawaban, replik dan «duplik seperti tersebut di atas
serta hasil sidang-sidang; dan kesimpulan dari para pihak.

2. Menimbang, bahv:a sesuai dengan Peraturan dun Prosedur BANI pada setiap
persidangan Majlis sclalu menganjurkan pera pihok untuk melakukan
perdamaian atau setidak tidaknya mencar: tilik-titik temu, namun upaya
tersebut tidak bernasil dan para pihak akhirnya menyerahkan kepada Majelis
untuk memutus dalam sidang Arbitrase ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Dalam Konvensi teiah

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan arbitrase dan revisi permohonan arbitrase yang
diajukan Para Pemohon adalah tidak jelas jobscuur libef) karena tidak

merumuskan secara cermat perbuatan-perbuatan  wanprestasi  yang

didalilkan oleh Pava Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon tidak konsisten dalam menyebutkan identitas Para
Pemohon, karena di dalam Permohonan Arbitiase maupun di dalam Revisi

Permchon Arbitrise, terdapat beberapa identitas yang digunakan oleh P__a{a—q—:‘.
R NN
o ,-'.':,'..K“. :
Pemohon yaitu Pemohon |, Pemohon I, Para I'emohon dan Pemohon. _ktéL‘-'-’.!l;_ -
tr % Y
ini tentu saja mciumbulkan kerancuan dan keudakjelasan dalam pél_‘m%\k{or% !_
- < L

*

-
A\ e -

3
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2. Menimbang, bahwv/a terhadap eksepsi terscbut, Para Pemohon telah

membantahnya, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalab kelhu dalil Termohon yanp menyatakan permohonan
arbitrase dan Para I'umohon. tidak jelas (ob .cuur libel), oleh karena Para
Pemohaon dalary permohonan telah menguraikan secara rinci Variation
Order Request (VOR} yang telah dikerjakan oleh Para Pemohon sebagai
akibat logis dari kontrak. I5ara Pemohon sudah berapa kali menagih kepada
Termohon nanmwun Termohon tidak jupa melaksanakan kewajibannya
membayar VOR-VOR  dimaksud, maka Termohon teflah melakukan

wanprestasi;

- Bahwa dalam permohonan Para Pemohon lelah disebutkan dengan jelas
Pemohon adalah  pihak vyang menerima pekerjaan dari Termohon
berdasarkan koutrak dan Termohon dalam ja.vaban eksepsi, pokok perkara
mengakui baliw Pemohon adalah pibak yang melakukan pekerjaan untuk
kepentingan Termohon, sehingga pengakuan tersebut kiranya cukup
membuktikan |‘L’m-nhon merupakan  subyel. hukumi yang punya legal

standing untuk inenpgajukan Permohonan;

3. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sctelah menyimak dengan scksama permohonan Para Pemohon
maka menurut Majelis substansi permohonan Para Pemohon adalah
tindakan cidera janji {wanprestasi) yang dila\ukan oleh Termohon karena
tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar VOR yang lahir karena
kontrak. Dengan demikian Majelis berpendapat substansi permohonan

tersebut jelas;

- Bahwa mengenai penyebutan identitas Para Pemohon dalam permohonan.

dan revisi permohanannya, menurut Majelis 1idak menimbulkan- keranctan -
P T
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4, Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tcvrsebut maka Majelis tidak
sependapat denpan aaten Eksepsi Termohon, oled sebab itu menolak Eksepsi

Termohon;
DALAM PROVISI

5. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah memohon kepada

Majelis untuk memberikan putusan provisionil;

6. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat materi permochonan putusan
provisionil dari Termohon sudah memasuki pokok perkara {bodem geschill),
oleh karena itu perimohonan tersebut tidak dapat diterima, sehingga akan

diputus bersama-sam dengian pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

7. Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah sccara seksama permohonan
serta jawaban-jawaban sclanjutnya dan bukti-bukti yang diajukan Para
Pemohon Dalam konvensi, maka yang menjadi materi pokok dari

permohonan adalah ~ebajai berikut:
- Pertoma, menyalokan hahwa Termohon telah melakukan wanprestasi;

- Keduo, menyatakon bahwa ke-13 (tiga belas} VOR yang diajukan Pemohon
adalah perubahimn-perubahan vyang harus dilakukan dalam rangka
penyelesaian proyek, »chingga mohon kepada Majelis untuk menghukum
Termchon memboyar ganti rugi yang telah diderita oleh Para Pemohon
akibat perbuatan Termohon sesuai dengan VOR-VOR vyang diuraikan oleh

Para Pemohon subagai berikut:

a. VOR - 002 - Pondasi VSAT dan tiang pancang sebesar USD 21.721 {dua
pulul satu ribu tujuh ratus dua puluh satu dollar Amerka Senkat]dam
Rp. 487.795%.500 {empat ratus delapan puluh tujuh juta tu;uh ratu[\

sembifan puluh lima ribu lima ratus rupiali); é'.-' / £
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VOR - 00 Hubungan pertamina dan S5PG PagardéWé sebesar USD
63.325 (er am puluh tiga ribu tiga ratus ua puluh lima dollar Amerika
Serikat} Rpp. 50.688.000 dan (lima puluh juta enam ratus delapan

puluh delasan ribu rupiah);

VOR - 00/ Penyediaan  Kabel R1U0 —  Marshalling  sebesar
Rp. 149.803.64% {scratus empal pulub sembilan juta delapan ratus

enam puluh delapan ribu enam ratus seimnbilan puluh delapan rupiah);

VOR - 003 - Penyewaan lahan sebesar USD 133.86Q (seratus tiga

puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dollar Amerika Serikat);

VOR-010 - Ferubahan frekuensi dari 2,46 Ghz ke 5,75 Ghz sebesar
UsD 67.7%2 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua dollar
Amerika Scrikat) Rp. 97.095.350 dan (sembilan puluh tujuh juta

sembilan | uluh lima ribu tiga ratus lima pufuh rupiah);

VOR -011 - Purubahan ketinggian  menara  VHF  sebesar
Rp. 4.354.0:33.050 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga

pulul delaaan iibu lima puluh rupiahj;

VOR — 01, - Penambahan waktu dan Surat Pernyataan Pembebasan
dari Dend. Keterlambatan sebesar USD 2.740.341 {dua juta tujuh
ratus eimpit puluh ribu tiga ratus empat pulub satu dollar Amerika
Serikat) dan Rp. 4.092.578.058 (empat milyar sembilan puluh dua juta

lima ratus 1ujuh puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah);

VOR-0113 Tine Frame 1.3 - Sta.iun Bojonegoro - Systern
SCADA/ESL sebesar USD 68.395 {enam puluh delapan ribu tiga ratus
sembilan pulub lima dellar Amerika Serikat) dan Rp. 107.795.194
(seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus

sembilan puluh empat rupiah);

VOR - 015 Modifikasi Stasiun Tempat Pengendali Pengulang V_HF

sebesar Rp 42.018.000 {empat puluh dua juta empat puluh de!a'pari .

1y

Laa ot

N ] '-_-"- ‘l,.::
T e
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ribu rupiah) : e

j. VOR - 016 Jarwgan kabel fiber optic pada pibak ke-3 dan firewall
sebosar USD 24,232 {dua puluh empat rilu dua ratus tiga pufuh dua
dollar Amuerika Serikat) dan Rp. 9.090.000 {sembilan juta sembilan

puluh ribu 1 piab);

k. VOR-017 - SUADA ESD berkait denpon CP 5 sebesar USD 35.200
{tiga puluh lima ribu dua ratus dollar Amerika Serikat) dan

Rp. 33.6200000 (liga puluh tliga juta caam ratus dua puluh ribu

rupiah};

. VOR-018- Arva Pengendali pada D-GPS USD 3.200 {tiga ribu dua
ratus dolla. Ammcrika Serikal) dan Rp. 79.522.513 {tujuh puluh
sembilan juta lima ratus dua puluh duo ribu lima ratus tiga belas

rupiah);

m. VOR—-024 - Pcenambahan waktu dan Surat Pernyataan Pembebasan
dari Denda lleterlambatan sebesar USD 1.249.804 (satu juta dua ratus
empat puluh scmbilan ribu delapan rotus empat dollar Amerika
Serikat} dan Rp. 3.111.497.838 (tiga milyar seratus sebelas juta empat

ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tige puluh delapan);

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan tersebut Termohon tefah
menyampaikan jawaban-jowaban dan bukti-bukti yang materi pokoknya

adalah sebagai berikut:

- Bahwa penawaran yang diajukan Para Pemchon lebih rendah 60% {enam

puluh perseratus) dari harga perkiraan sendiri yang ditentukan oleh

Termohon pada waktu lclang;

- Bahwa dalam proses klarifikasi dan controct formation meeting, Para

Pemohor telah me« mberikan pernyataan dan meyakinkan Termohon, bahwa \

dengan reputaw  internasionainya  dan  pengalaimannya bldél‘:g i -
telekomunikasi dengan teknologi Jerman, telah memahami dan’ sﬁ_&gggg L
N\ tnoO. HAT.

004 F PS\/
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untuk melakukarr serta menyelesaikan pekerjaan yang'_‘_'f'ékan‘”rhﬂé-njadi

tanggung jawabne a;
- Bahwa Para Pemd hon lidak memahami ketentuan kontrak;

- Bahwa nilai 13 (t ra belas) VOR yang diajukan oleh Para Pemohon adalah

tidak wajar serta t dak mendasar;

- Bahwa Para Puriohon telah melakukan pekerjaan tanpa persetujuan
terlebih dahulu diri Termohon, sehingga Para Pemohon telah melanggar

ketentuan kontral ;

- Bahwa Termohon tidak pernah menjanjikan untuk menyetujui semua VOR
dengan prinsip ili .ad baik. Dalam pengajuan VOR, maka kriteria pekerjaan
yang diangpap sctagas VOR, prosedur pengajuan VOR dan kewajaran nilai

VOR vang diajukar menjadi pertimbangan Termohon;

- Bahwa VOR-VOR yanp diuraikan Para Pemohun yang berjumlah 13 (tiga
belas) semuanya 1 :rimasuk dalam lingkup pekerjaan Para Pemohon menurut
kontrak, scbapgaiaana telah diuraikan dan cibantabh satu-persatu oleh

Termohon;

- Bahwa dengan demikian menolak 13 {tiga belas) VOR yang diajukan oleh

Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calam persidangan Majelis tclah mendengar keterangan

saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sctelah menyimak dengan scksama dalil-dalil kedua belah
pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis mengetengahkan

pendapatnya sebagai t-erikut;

.

Menimbang, bahwa mengenai materi pokok Permohonan yang pertama agar

menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi, dipertimbangkan

sebagai berikut; ' i
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Bahwa Majelis Herpendapat kontrak-kontiak yang telah. d'isep'aké-ti oleh
Kedua belah Pih ik dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian sebap imana diwajibkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya

kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;

Bahwa oleb kot na stu kontrak-kentrak tersebut berdasarkan Pasal 1338
KUH Perdata beriaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, yang

harus dilaksanakaan dengan itikad baik;

Bahwa para pih. k telab menyepakati mengenai VOR dan segala tata cara

pengajuan dan kriterianya sebagaimana tcrnyata dalam  Kontrak No.

0D4100.92K/24 1/UT/2006 {bukli — PS);

Bahwa dalam bu-ir 4 Variation Order Procedur. (Bukti — P5) telah dijelaskan
Variation Order (VO) adalah perubahan atau penambahan klausul dalam
kontrak terkait perubahan harga; perubahan jadwal waktu; dan/fatau
perubahan harpa barang atau jasa. Selanjulnya, yang dimaksud dengan
‘perubahan’ yail seliap permintaan klien yang bukan merupakan bagian
dari kontrak. Sebelum perubahan pekerjaan dilakukan maka VO form harus
disepakati lerlet ih dahultu oleh para pihak. Kemudian setelah VO form

disetujui, maka p hak yang akan melakukan pekerjaan mengirimkan VOR;

Bahwa Para Pemichon dalam keterangan-keteranganinya telah menyadari
perlunya persetu-uan Termohon sebelum mengerjakan pekerjaan yang akan
dikategorikan schagai pekerjaan tambahan. flamun Para Pemohon tidak

melaksanakan ketentuan kontrak tersebut;

Bahwa Para Pemohon mendalilkan tindakannya yang tidak berdasarkan
kontrak dalam nwengajukan VOR tersebut karena didasarkan pada itikad baik

untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai konts ak;

Bahwa Termohon menyatakan VOR-VOR yang -liajukan oleh Para Pemohon

nilainya tidak waj.r serta tidak berdasar;

) 5 '

T i

Bahwa Majelis b rpendapat, begitu besarnya uilai VOR-VOR yang:dpa\'&lkg_n‘ {
1200 oy HaA

e, B
Dindqyr ¥
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oleh Para Pemohon disebabkan antara lain cleh terlalu-feridahayaiarga

penawaran yanp diajukan Pemohon pada walitu lelang, sampai 60% lebih

rendah dari Har(;s Perkiraan Sendiri {HPS);

Bahwa Pemohcn telah  terlalu berani dan  kurang hati-hati dalam
memberikan pcaiawaran harga vang lebih rendah 60% {enam puluh
perseratus) doaoe HPY yanp menpgakibatkans dalam proses pelaksanaan i
kontrak, Pemohon mengajukan VOR-VOR dungan nilai yang mencapai
hampir 100% {sc atus perseratus) dari nilai kontrak, sesuatu yang menurut

kebiasaan tidak lozim lerjadi;

Bahwa jika saja f“ara emohon dapat menghitung harga penawaran dengan
cermat dan hatr hatt maka diprediksi tidak okan terjadi VOR-VOR yang
nitainya sangat b-:sar itu. Dan pekerjaan akan ierbatas pada apa yang telah

disepakati dalain kontrak.

Bahwa, namun demikian Majelis setelah memeriksa secara cermat
menyimpulkan terdapat juga VOR-VOR yang telah dikerjakan oleh Para
Pemohon yang tidak termasuk ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak.
Terhadap hal ini, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai
dengan proser pengajuan Variation Order yang harus terlebih dahulu
disetujui oleh Termohon, namun patut meajadi pertimbangan Majelis
karena Termohon teloh atau, jika belum; akon menikmati hasil pekerjaan

tersebut;

Bahwa dari keteranpan saksi-saksi fakta Antonius Aris Sudjatmiko dan
Komaruddin, don saksi ahli Edi Leksono vyang pada pokoknya
mengungkapkan bahwa nilai VOR vang wajar dalam suatu proyek adalah
10% (sepulub porseratus) hingga 15% (lima belas perseratus) dari nilai

kontrak;

Bahwa Pasal 133 menpatur, “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk
hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala -
sesuatu  yang meourut sifat  perjanjian, diharuskan oleh kepatutérj,
42
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12. Menimbang, bahuwa  atas  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  Majelis
berpendapal sudah wepatutnya Termebeon membayar VOR-VOR yang menurut
kontrak memang neerupakan pekerjaan tambah.n, tentunya dengan besaran

nilar yang wajar;

13. Menimbang, bahwa apabila VOR-VOR yang diajul an oleh Para Pemohon tidak
termasuk pekerjaan tambahan tetapi sudah termanuk kewajiban dalam kontrak,

maka tidak ada kew. jiban bagi Termohon untuk membayarnya;

14. Menimbang, bahwa untuk menilai YOR-VOII mana yang benar-benar
pekerjaan tambahan dan mana yang bukan, maka Majelis akan
mempertimbangkan satu-persatu, sekaligus mempertimbangkan mengenal

materi pokok permchonan yang keduo, sebagai berikut:

a. Bahwa terha lap klaim VOR - 002 - Pondasi VSAT dan tiang pancang,
berdasarkan Konlrak GMS, Book‘ IV, Scope of Works, Article 8.9.2
halaman 26 dan Article 1.3 halaman 4, telah diatur secara eksplisit
dalam kontrak bahwa pondasi VSAT adalah menjadi tanggung jawab
Para Pemochon, Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya
persetujuani-rrmohon atas usul awal Para Pemohon untuk meletakkan
VSAT diatap gedung. Sehingga Majeli. berpendapat permintaan
Termohon uituk memindahkan VSAT dari atap gedung ke lantai dasar
gedung lidak berada diluar ketentuan kont:ak dan oleh karenanya tidak

termasuk pekerjaan tambahan;

b. Bahwa terhadap klaim VOR - 005 - Hubungan pertamina dan SPG
Pagardewa, Maijelis berpendapat hal tersebut telah diatur secara
eksplisit dalain Kontrak GMS Book Iv, SCADA Specification, Article 1.2.13,

halaman 2 dan halaman 3 butir 1, 2 dan 4, yang mengatur bahwa

finalisasi 1/0 list menjadi tanggung jawab Para Pemohon. Para Pemohon

ERAL-
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pekerjaan toenbahan;

Bahwa terhodap klaim VOR —- 007 - Penyediaan Kabel RTU -
Marshalling, Majelis berpendapat Kontrak Book |V Scope of Work
halaman 2. sub clause 8.5 harus diartikan scbagai tanggung jawab
Facility Con ractor uniuk menyediakan marshailling cabinets dengan
seluruh  cable  terminationfinterface  yanyg  terdiri  atas cable
termination, mteilace untuk field cabling dan cable
termination;nteiface untuk cabling dJdari RTU, sehingga Facility
Contractor “idak berkewajiban untuk nienyediakan kabel dari RTU.
Dengan duen.ikian berdasarkan Kontrak Gh1S, Book Ill, amandement | to
Scope of We ik, Halaman 14, Pl'mase 2 Battury Limit, section cables supply
dan berdas, rkan kontrak GMS, Book LI, amandement | to Scope of
Work, Halaman 15, Phase 2 battery Limit, section cable trenching and
laying, kewa iban menyediakan kabel dar: RTU adalah tanégu_ng jawab

Para Pemoln. Oleh karena itu tidak termuosuk pekerjaan tambahan;

Bahwa terhadap klailm VOR — 008 - I'enyewaan -lahan telah jelas
dinyatakan d lam kontrak GMS Book IV SOW clause 8.9.2 (ii) bahwa Para
Pemobhon bictanppungjawab untuk menrewa tanah selama 3 tahun
pertama ata: nama Termohon. Sehingga biaya penyewaan termasuk
dalam tangrung jawab yang dibebankan oleh Kontrak kepada Para

Pemohon. O kareoa itu tidak termasul y ckerjaan tambahan;

Bahwa terhaclap klaim VOR - 010 - Perubahan frekuensi dari 2,46
Ghz ke 5,75 s hz, sesuai dengan Kontrak GMS Book | attachment to the
Minutes of Contract Formation Meeting 7 April 2006, Items B, halaman
1, V. Telecommunication System, Microvrave ltem 1, yang mengatur
bahwa [zin pengpunaan spektrum Frekurensi Radio MW untuk “sole
benefit” Termohon, yang diartikan bahwa penggunaan frekuensi
tersebut digunakon secara cksklusif oleh 1ermohon saja. Dengan bunyi

klausul denukian maka Majelis berpendapat inisiatif awal dari P:;_\Ira
3

LIS .
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2

Pemohon un uk menggunakan frekuensi =,46 Ghz tidgk' sesuat afag_g__

"

kontrak, karraa izin yang diurus oleh Para I'emobhon pé_da frekuensi 2,46
Ghz tersehwr adalab Cizin kelas’” yon o melckat pada  sertifikat
alat/perangh. t lelekomunikasi,  sehinpo  frekuensinga  diigunakan
bersama oleh umum, Dengan kata lain, tidak memenuhi prinsip sole
benefit. Oleli karena itu permintaan termehon untuk mengganti
frekuensi dar 2,46 Ghz menurut Majelis a:lalah sesuai dengan kontrak,

sehingpa VO ini tidak termasuk pekerjaan tambahan.

Terkait dentan  indikasi  pemalsuan  -urat depkominfo, Majelis
berpendapal hahwa sepatutnya dugaan pemalsuan tersebut di proses
menurut hukum yang berlaku dan melalui lembaga yang berwenang.
Sebagai konsvkuensinya, Majelis telah memutuskan untuk mengabaikan
dokumen tersebut sebagai alat bukti, sampai dengan diperolehnya

keputusan penpgadilan yang  berkekuatan hukum tetap atas status

keabsahanmy.;

Bahwa terhacdap klaim VOR — 011 - Perubahan ketinggian menara VHF,
Majelis memilai tindakan Para Pemahon yang dalam proposalnya
mengajukan tinggi tower 40 (empat puluh} meter adalah sesuai dengan
kebiasaan dan kcwajaran, dan terhadap |engajuan proposal tersebut
Termohon clah mengetabuinya oleh {arena itu harus dianggap
Termohon menyetujui atau setidak-tidakna tak berkeberatan. Bahwa
perubahan yang diminta oleh Termohon untuk mencapai sistem yang
berfungsi dengan meningkatkan ketinggion menara telah berdampak
pada tambah.an biaya diluar kewajaran, haol ini dikarenakan Termohon
tidak moembertahukan dengan semestinya miengenai keadaan situasi
lapangan, Olch karcna itu Majelis menilai klaim ini sebagai pekerjaan

tambahan yang layak untuk dikabulkan seponuhnya;

Bahwa terhadap klaim VOR — 012 - Penambahan waktu dan Surat

Pernyataan Pembebasan dari Denda Keterlambatan, didalilkan_o_le]’}}j?&i@“x,
R 1 P
Pemohon elapar akibal dari keterlamb.tan yang diseba_ﬁk?' Plph'- '

et §y =2
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tindakan-tind kan Termohon, sehingga mungakibatkan._lgeru_gi_g_in__l:lagi
Para Pemohon, Majelis berpendapat bahwa atas tambahan biaya
tersebut Terraohon memiliki andil, yang didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangai : bahwa Termohon tidak cukup memberikan gambaran
situasi dan {ikta lapangan sebagaimana mestinya kepada Termohon
sebelum dilal anakannya pekerjaan, schigpra nung;akibatkan seringnya
terjadi perisihan antara Para Pemohen dm;gan Termohon yang
mengakibatk. n biaya-biaya tambahan yang diajukan dalam bentuk */OR-
VOR; bahwa Termohon sering lalai atau lerlambat dalam memenuhi
tenggang wal tu korespendensi yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak; Koson 'nya jabatan project manapguer Termohon selama 5 {lima)
bulan sejak 1)l 2008 sampai dengan Descmber 2008 berdampak juga
pada keterta nbatan penyelesaian proye.. Oleh karena itu Majelis
berpendapat terhadap kerugian klaim VOR ini, Termohon memiliki andil

kesalahan, schingpa klaim ini dikabulkan selagian;

Bahwa terhacdap klaim VOR - 013 - Tinwee  Frame 1.3 - Stasiun
Bojonegoro Sy-lem SCADA/ESD, Tern:chon dalam suratnva No.
094100.5/PE t11.01/PTGI/2008 tertanggal 8 September 2008 telah
menyatakan menyctujui klaim ini sepanjang Para Pemohon menerima
hasil cvaluast biaya yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu
Majelis berpendapat klaim ini termasuk webagai pekerjaan tambahan

vang layak uniuk dikabulkan scbagian;

Bahwa terha fap klaim VOR - 015 - Modifikasi Stasiun Tempat
Pengendali Fengulang VHF, Majelis beupendapat Termohon telah
meminta reve i wlang atas pekerjaan Pemchon yang sebelumnya telah
direvist atas permintaan Termohon, hal ntana tentunya menimbulkan
biaya tambabh in yang seharusnya tidak periu terjadi. Terlalu banyaknya
revisi ulang yang thminta oleh Termohon mengakibatkan kerugian bagi
Para Pemohon vang disebabkan oleh tertundanya penyelesaiq._r]_‘
pekerjaan dan perubahan desain yang mengakibatkan penam_bf:-lﬁa?f

biaya. Oleh Farena itu termasuk sebagai pel erjaan tambahan yang layak
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Bahwa terhar ap klaim VOR — 016 - Jaringan kabel fiber optic pada pihak
ke-3 dan fires all, teemohon telah menyatal.an menerima VOR ini namun
Belum menys Lujui jumlahnya. Dengan demikian belum ada kesepakatan
antara Para [ihak mengenat harga yang v.ojar. Oleh karena itu Majelis
berpendapat klain ini termasuk pekerjaon tambahan yang layak untuk

dikabulkan w« bagian;

Bahwa terhac ap klaim VOR - 017 - SCADA ESD berkait dengan CP 5,
berdasarkan konlrak Book IV S12-00-H-SW-001-A4: Scope of Work,
Section 8.4.3 Halaman 21/66, tanggung jawab terhadap detil desain
bukan hanyo berada pada Para Pemohon, tetapi juga berada pada
tangan Termd hon. Namun berdasarkan Koi trak GMS Book |, attachment
to the Minut 5 ol Contract formation mweting 6 April 2006, items B
Halaman 4, SCADA System Item 2) yang menyatakan bahwa Para
Pemohon be:tanggung jawab terhadap hnalisasi /O List. Selain ity,
pelaksanaan penpujian di lokasi Pagardewa berdasarkan kewajaran
adalah kewajiban dari Para Pemohon. Dengan demikian Majelis

berpendapat | laim ini tidak termasuk pekeiiaan tambahan;

Bahwa terhadap klaim VOR ~ 018 - Area Pengendali pada D-GPS, adalah
sesuat denpan lingkup kontrak Book IV, Scope of Work, Halaman 59, Sub-
Clause 9.9 Radio VHF, Sub-Clause 9.10.1 Time Frame 1, point 2 yang
mengatur bahwa P’ara Pemohon bertanggung jawab untuk menentukan
rincian desain dan VHF radio systemy pada lokasi yang tepat. Sehingga
kesalahan kocrdinat yang dialami Para Pemohon akibat menggunakan
alat GPS handheld yang tlidak memadai (tidak berfungsi akurat}
merupakan resiko dari ketidak hati-hatian Para Pemiohon sendiri. Oleh
karena itu Majelis berpendapat klaim in. tidak termasuk pekerjaan

tambaban;

Bahwa terhad.p klnim VOR - 024 - Pencmbahan waktu dan Surat
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15.

16.

17.

18.

o

Pernyataao rembehasan dari Denda Keterlambatan, Para Pemohon din.-.
Termohon nienppunakan dalil-dalil yang masing-masing telah uraikan
tentang V(R 012, Oleh_ karena itu Majelis juga menggunakan
pertimbangin-pertimbangan yang sama sebagaimana diuraikan pada
VOR 012, din oleh karenanya klaim ini termasuk sebagai pekerjaan

tambahan v, np layak dikabulkan sebagian:

Menimbang, bahwao terbadap VOR 002, VOR 005, VOR 007, VOR 008, VOR 010,
VOR 017, dan VCR 018, Majelis berpendapat tidak termasuk pekerjaan

tambahan, maka titk ada kewajiban bagi Termohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap VOR 011, dan VOR 015, Majelis menilai termasuk
sebagai pekerjaan Cimbahan yang tidak diatur Jdalam kontrak, oleh karenanya
Para Pemohon berh ik atas penggantian 100% {suiatus perseratus) dari besaran
tuntutan dasar, yany; dijumtahkan menjadi Rp. 4,396,086,050 (empat milyar tiga

ratus sembilan pululy enam juta delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap VOR 012, VOR 013, VOR 016, dan VOR 024,
Majelis berpendapal tenmasuk pekerjaan tambahan yang tidak diatur dalam
kontrak, namun dcemikinn permohonan tidak dopat sepenuhnya dikabulkan
mengingat sciain akibat andil dari Termohon, Par: Pemohon juga memiliki andil
atas kerugiannya tersebut. Oleh karena itu berdasarkan rasa keadilan, Majelis
memutuskan kerugian ini di bagi dua. Atau dengan kata lain layak dikabulkan
schesar 50% (litma pulub perseratus) darn be.aran tuntutan dasar;, yang
dijumlahkan menjadi Rp. 3,660,480,545 {tiga milyar enam ratus enam puluh juta
empat ratus delapan puluh ribo ima ratus empat puluh lima rupiah) dan USD
2,041,386 {dua juta empnt puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam dollar

Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa beban 50% {lima puluh perscratus) yang harus ditanggung
oleh Termohon untuk VOR-VOR diatas adalah nilai yang Majelis pandang adil

berdasarkan pertimtangan sebagai berikut: LTI
e ™ !*’Ij Hlt\;,\
. -

- Termohon tidak cukup memberikan gambaran situasi dan fakt A&n@-: Z"‘ _

”"D NAT_

<
‘\’fi’&@b‘"
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sebagaimana m stinya kepada Para Pémohon sehingga” mengakibatkan

banyaknya peny.juan VOR-VOR atas alasan Lerebut;

Termohon serin ¢ lalai atau terlambat dalam memenuhi tenggang waktu

karespondensi y..ng telah disepakati;

Kosongnya jabal i project manager Termohoen selama 5 {[ima) bulan sejak
Juh 2008 samyjpr o denpan Desember 2008 rang berdampak juga pada

keterlambatan pr-nyelesaian proyek;

Para Pemohon chapaimana telah disepakatr dan diatur dalam kontrak,
seharusnya men ajubkan VO lform lebily dahulu kepada Termohon. Apabila
Termohon menytujui pekerjaan baru yang ak.an dilakukan, baru setelah itu
VOR diajukan, din jika Termahon menyepakati baru kemudian pekerjaan
tambahan difak .anakan. Tindakan Para 1':mohon jelas lalai dalam
memenuhi keteniuan kentrak, walaupun didasarkan pada itikad baik namun

tidak adil jika Ter nohon kemudian dibebankan nilai VOR yang terlalu besar;

Pasal 1366 KUH Perdata mengatur, “setiap or ing bertanggung jawab tidak
saja untuk keruian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang di- ebabkan kelalaian atau kuran:: hati-hatinya.” Kelalaian Para
Peimohon dalmm mematuhi ketentuan kontrak tentang prosedur pengajuan
VOR terscbut RNlajehs nilai menjadi syarot yang cukup untuk merjadi

keringanan bagi l-.eban Termohon dalam membayar besaran VOR;

Keterangan sak:i pihak Termohon vyaitu tomarudin (mantan Project
Manager PGN) yvang menyatakan bahwa terhadap proyek ini Perusahaan
Gas Negara jupa mempunyai andil kesalahar. Keterongan saksi tersebut
Majelis pandang sebagai pengakuan dari piliak Termochon yang terlibat

langsung dalam pelaksanaan proyek;

Termohon telah atau - jiko belum terjadi - akan menikmati hasil pekerjaan _

dari Para Pemohen;

1 -

19. Menimbang, atas dasar  pertimbangan-pertimbangan tersebut -Majelis

Cole ), Mib g
. ‘h e
Y

-

RS ot
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20.

+Dan
e s B

S
menctapkan jumlah kesvluruhan yang harus ditrayarkan Té?rniahoh' Eégagai
pemenuhan kewajib. nnya berdasarkan kontrak schagaimana telah dirinci pada
butir 18 dan butir 9 vyaitu seluruhnya sebesar Rp. 8,056,566,595 (delapan
milyar lima puluh cam juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus
sembilan puluh lima rupinh) dan USD 2,041,386 {dua juta empat puluh satu ribu

tiga ratus delapan puul enam dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa :erhadap perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak
mengenai jangka vraklu berakhirnya kontrak, dipertimbangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Majclis t-hh menelaah selurub bukti-bukti yang diajukan para pihak,
dalam konteks ini khususnya SCC Part I clause 1.1 (p), serta SCC Clause 38.1
dan 38.2;

- Bahwa Majelis be-pendapat jangka waktu beral hirnya kontrak adalah sesuai
dengan yang diatur dalam SCC Part If clause 1.1 {p) vang Maijelis artikan

sebagai berikut:

“Periode Kontrak” adalah periode yang dimulai dari tanggal permulaan
sampai dengan tanggal selesainya seluruh pekerjaan termasuk tanggal
berakhirnya masa jaminan (atau jika diperpanjang berdasarkan GCC
clouse 33) «an sampai dengan diterbitkannya Final Acceptance

certificate ber lasarkan SCC Clouse 38°

- Bahwa denpgan demikian, menurut hukum waktu berakhirnya kontrak harus

ditafsirkan terjadi apabila setidak-tidaknya:
a. seluruh peberjaan telah selesai;
b. masajaminan telah berakhir;

€. pengujian-pengujian yang disyaratkan dalam kontrak telah selesai;

dan

d. pencrimaar: hasul pekerjaan oleh kedua belah pihak telah sepakati,
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‘bani

yang dilaku an dalam sebuah pertemuan sebagalmana dlamanatkan

dalam SCC t{ause 38.1;

- Bahwa SCC Clau-.+ 38.2 harus dilihat sebagai kondisi khusus yang hanya
berlaku jika terdasat cocat atau kekuvrangan yang dipandang esensial atas
hasil pekecjaan, +, mg terungkap dalam pertemuan sebagaimana dimaksud
pada huruf d due oy Sika dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak
menyepakati pen rimaan pekerjaan, maka periode kontrak telah selesai dan
Final Acceptance ' ertificate harus diterbitkan selambat-lambatnya 7 {tujuh)

hari setelah kesep ikatan.

- Bahwa Lampiran | New Time Schedule dalam Book HI of XI ammendment To
The GMS Scope v Work attachment | B dan Contract Master Schedule for
Gas Managemenl System revision 1 of Document number §J2-00-a-5C-005-
A4 (lampiran I} b ikanlah norma yang mengatur masa berlaku dan waktu
berakhirnya kont ak, melainkan justru menjadi pedoman bagi Para

Pemohon untuk n myelesaikan pekerjaan sesuar jadwal yang disepakati;

21. Men:mbang, bahwa .tas dasar pertimbangan ter .ebut Majelis berpendapat
penode komrak bele berakhir, oleh karcenanya kedua belah pihak harus
menyelesaikan keway ban-kewajibannya sebagaim.ana diatur dalam kontrak

sampai dengan berakhirnya masa kontrak;

22. Menimbang, bahwa jroyck Gas Management Sy.tem {GMS} memiliki nilai
penting bagi negara van kepentingan umum dan teputasi para pihak serdiri.
Sesuai dengan pernyataan Para Pemoheon dalam  Kesimpulannya vyang
menyatakan Para Pen.ohon beritikad baik demi dapa't berlanjutnya proyek ini,
yang mempunyai nile sanpat strategis bagi banp<a donesia, maka Majelis
memutuskan kedua b:lah pihak harus memenuhi Lewajibannya sebagaimana

telah disepakati dan diatur dalam kontrak;

23. Menimbang, bahwa yanp dimaksud dengan kewajiban-kewajiban kedua E\ﬁ ‘1.}'

5

t
=

pihak sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam kontrak, yaltuqle[ a_Ell;k E
(t"l "

tetapi tidak terbatas p.oda:
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E—_' ani

a. kewajiban P a Primohon: -
- melanjutlan dan menyelesaikan seluiuly pekerjaan yang tersisa,
termasub  tetapi tidak terbatas pada: remote shelter, solar
installaticn, «olar SAT, pekerjaan-pckerjaan dalam VOR vyang
diperscm ketakan pada perkara ini, masa pemeliharaan, garansi, final

acceptanee meeting, dlll
b. kewajiban Tv mohon:

- membayar kewajibannya atas VOR-VOR vang telah dikerjakan oleh
Para Pen ohon sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan

butir 21;

- membayer sisa kewajiban kepada Para Pemohon sesuai dengan

ketentua kontiak;

24, Menimbang, bahwa -lari pertimbangan-pertimban:;an di atas karena Pemohon
Konvensi tidak dop..t membuktikan semua dalil dalil permohonannya maka

Permohonan dalam | onvensi hanya dikabulkan sebagian;

25. Menimbang, karens permohonan Para Pemohon dalam Konvensi dikabulkan
sebagian maka bicya vyang timbul dari penseriksaan perkara tersebut

dibebankan kepada | 2dua belah pihak masing-masing seperdua bagian;

26. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjatuhkan putusan datam

Rekonvensi sehagain:ana tersebut dibawah ini;
DAaLAM REKONVENSI

27. Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah sccara seksama permohonan
serta jawaban-jawaban sclanjutnya dan bulkti-bukti yang diajukan Para
Pemchon Dalam Rekonvensi, maka yang menjadi materi pokok permohonan

dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut;

- Pertama, menyatakan bahwa Termohon Dalam Rekonvensi telah h;\:e‘:zakukan

i
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wanprestasi; : N,

© Kedua, menghul v Para Termohon Rekonvensi secara tanggung renteng
mengganti selw h kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Para
Termohon Rebanvensi kepada Pemoulion Rekonvensi sebesar
Rp. 31.100.94G /1 (liga puluh satu milyar .cratus juta sembilan ratus
empat puluh ena.n ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan USD 497,904
(empat ratus senviilan pubuh tujuh ribu sembilain ratus empat dollar Amerika

Serikatl.

bahwa terhada)  jumlah  permohonan  ter:ebut Majelis menemukan
Pemohan dalam Rekonvensi telah salah menghitung. Setelah melakukan
penghitungan uling berdasarkan rincian tiap-uap butir yang diajukan oleh
Pemohon dalamm Rekonvensi, Majelis mendapatkan nilai keseluruhan
permohonan seh. rusnya sebesar Rp. 23,581,34.1,236 {dua puluh tiga milyar
lima ratus delapan pulub satu juta tiga ratus «mpal puluh empat ribu dua
ratus tiga pulub enam ruptah) dan USD 497,904 {(empat ratus sembilan puluh
tujuh ribu sembilin rawus empat dollar Ameril a Serikat) dengan perincian

sebagai berikut:

a. Kerugian aiibat kelalaian Para Termohen dalam Rekonvensi dalam

penyelesaion proyek GMS (Time Frame 1. 1) meliputi:

i. biay. operasional teleckomunikasi ~ementara sepanjang stasiun
Papordevsa - stasiun muara bekas dan pengecekan jalur pipa
sebsar Rp. 109,312,745 (seratus »embilan juta tiga ratus dua

beia, ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

ii. Biays jasa tenaga operator sebe-ar Rp. 5,409,593,451 {lima
milyar empat ratus sembilan juto lima ratus sembilan puluh

tipa -tbu empat ratus lima puluh sawu rupiah);

i, Biny.a sewsa kendaraan operasional sebesar Rp. 703,620,412

(tuguh ratus tiga juta enam ratus dua pulub ribu empat ratus
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Ju belas rupiah); G v

B ga perjalanan dinas sebesar -p. 1,261,335,522 (satu milyar
dun ratus enam puluh satu juta figa ratus tiga puluh lima lima

rat s dua puluh dua rupiah};

Bi..ca Bahan Bakar sebesar Rp  1,42(,533,561 (satu milyar
en pat ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga

nboclima ratus enam puluh satu rupiah);

b. Kerugian kibat  kelalaian Para Termohon dalam Rekovensi dalam

peayelesa an proyek GMS (Time Frame 1.2),meliputi :

hiaya vperasional telekomunika .i sementara sepanjang jalur
P e antara stasiun Grisik dengan stasiun lainnya dan
pevgecekan  jalur pipa  Grisk - Pagardewa sebesar
Ry 7,456,950 {tujuh juta empa! ratus delapan puluh enam

senbilan ratus lima puluh rupiab

Hiasa  asa  tenapa  operator  ¢li  stasiun  Grisik  sebesar
Bp o 78.3/4,086 {lujuh pulub dilapan jutas tiga ratus tujuh

pul-ith empat ribu delapan puluh ¢nain rupiah);

Binsa srwa kendaraan operasicnal sebesar Rp. 11,878,173
(sehelas juta delapan ratus tujuh puluby delapan ribu seratus

tugeh podahy tiga rupiabl;

c. Kerugian okibual kelalaian Para Termolion dalam Rekovensi dalam

penyelesarin proyek GMS (Time Frame 1 3}, meliputi:

biaa operasional telekomunikasi antar stasiun

CileransBojonegoro dengan statiun lainnya (Grisik, Stasiun

Peizerima Gas  Pagardewa, Pasardewa, Terbanggi Besar e

Lobhan Maringai, Muara Beka-i) sebesar Rp. 210 3221'815

.‘:I
{dua ralus sepulub juta tiga ralus dua puluh dua nbu d apg}{

'\-\‘ I [ D

'\

Ha

L

N J"I."

\,__’?OFf
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rat s lima belas rupiah); P
ii. Biasa jasa tenaga operator sebesar Rp. 91,753,772 (sembilan
pul th satu juta tujuh ratus o paluh tiga ribu tujuh ratus

tujnh puluh dua rupiah);

i, Penibelan Chemcod software, Tinet dan Kelton software for
G /PM sehesar Rp. 1,159,015,,75 {satu milyar seratus lima
pul th seimbilan juta lima belas ribu dua ratus tujuh puluh lima

ruy sah);

d. Kerugian . tas VOR pada PT Rekayasa Industri untuk penambahan
panel ESL sebesar Rp. 102,513,400 {seiatus dua juta lima ratus tiga

belas ribu mpat ratus rupiah);

e. Kerugian | emohon dalam Rekovensi katrenn memperpanjang kontrak
konsultan konsorsium Penspen Petrotechindo Utama sebesar USD
497,904.0. (empat ratus sembilan pulub tujuly ribu sembilan ratus
empat koma dua dollar Amerika Serikat) dan Rp. 9,849,740,279
{sembilan milyar delappan ratus empat puluh sembilan juta tujuh

ratus emp.-l puluh ribu dua ratus tujuh palub sembilan rupiah);

f. kerugian P-mohon dalam Rekovensi karena memperpanjang kontrak
konsultan ©T Potro Tekindo Utama schesar Rp. 2,204,066,706 {dua
milyar dua ratus empat juta enam puluh enam ribu tujuh ratus enam

rupiah);

g. Lliguidated Damoges yang menurut kenliak merupakan tanggung
jawab par. termohon rekovensi sebesar Rp. 955,797,139 {sembilan
ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu

seratus tipga puluh sembilan rupiah);

28. Menimbang, bahwa besaran ganti rugi yang relevan adalah yang didasarkan
pada perhitungan ul.ing oleh Majelis atas perincian yang diajukan sendiri oleh

Pemohon dabmm ek wvened, yaitu sebesar Rp. 23 581,344,236 {dua puluh tiga
L, .
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29.

30.

31.

32.

milyar lima ratus de apan puluh satu juta tiga ratu. cimpat puluh empét rlbu' dua
ratus tiga puluh en an ruptah) dan USD 497,904 {enpat ratus sembllan puluh
tujuh ribu sembilan alus empat dollar Amerlka Surikat) dengan demikian, untuk
selanjutnya dalam »utusan ini Majelis menggunakan nilai tersebut sebagsi

acuan yang sah;

Menimbang, bahw. terhadap materi permehonan dalom Rekonvensi tersebut
Para Termohon dalom Rekonvensi telah menyampaikan jawaban-jawaban dan

bukti-bukti yang maieri pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa semua lueterlambatan Para Termohcn dalam Rekonvensi adalah
sebagai akibat i papal/terlambatnya Pemohon dalam Rekonvensi untuk
menunaikan kew ajibannya dan karenanya ket rlambatan yang terjadi bukan

akibat dari kesal. han Para Termohon datam Rekonvensi;

- Bahwa permoluman ;1anﬁ sugi yang diagjukan oleh Pemohon dalam
Rekonvensi adalih sama sekali tidak berdasar seperti yang diatur dalam
kontrak dan h.ius ditolak. Hal ini tenlu saja bisa diajukan apabila
keterlambatan yeng lerjadi adalah sebagai akil-at perbuatan Para Termohon
dalam Rekenvensi. Namun demikian ketérlambatan yang terjadi adalah

sebagai akibat porbuatan Pemohon dalam Rekenvensi;

Menimbang, bahwa setelah menyimak dengan selisama dalil-dalil kedua belah
pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi-salsi, Majelis mengetengahkan

pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peitimbangan-pertimbangan Majelis dalam  Konvensi
secara keseluruhan dianggap termasuk sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi

ini;

Menimbang, bahwa mengenai materi pokok Permnohonan dalam Rekonvensi

yang pertamo agar menyatakan Para Termohon dalam Rekonvensi telah

melakukan wan}:reslasi, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebagaim.ana diatur dalam kontrak, porioile pertama penyelesaian
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33.

34,

35.

proyek GMS (tin ¢ frame 1.1} adalah 10 {sepuuh) bu!an__ygﬁgﬂib'
ditandatanganiin a Authorization to Work oleh kedua,belah pihak yaitu pada
'3 Mei 2006 (Butti P-1), dengan demikian timiframe 1.1 seharusnya selesai
pada 3 Maret 217, Homun faktanya Para Tenmohon dalam Rekonvensi lalai

dalam menyele..ikan pekerjaan tersebut tepat waktu;

- Bahwa «chapameana diatur dalam kontrak, periode kedua penyelesaian
proyek GMS (tiie frame 1.2) adalah 13 (tigy belas) bulan yang dihitung
sejak ditandatan ;aninya Authorization to Wort. olch kedua belah pihak yaitu
pada 3 Mei 200+, (Bukt P-4), dengan demikian timeframe 1.2 seharusnya
selesai pada 3 Ju i 2007. Némun faktanya Para Termohon dalam Rekonvensi

lalai dalam meny :lesaikan pekerjaan tersebut (epat waktu;

- Bahwa sebagain ana diatur dalam kontrak, periode ketiga penyelesaian
proyek GMS (tin ¢ frame 1.3} adalah 14 {empat belas) bulan yang dihitung
sejak ditandatany aninya Authorization to Work oleh kedua belah pihak yaitu-
pada 3 Mei 2001 (Bukti P-4}, dengan demikian timeframe 1.3 seharusnya

selesai pada 3 Jus 2007. Namun faktanya Para Termobhon dalam Rekonvensi

L

lalai dalam meny-lesaikan pekerjaan tersebul 12pat waktu;

Menimbang, bahwa lenpan demikian menurut hukum terbukti Para Termohon
dalam Rekonvensi te:ah melakukan tindakan cidera janji {wanprestasi) terhadap

ketentuan kontrak;

Menimbang, bahwa mengenai materi pokok Permchonan dalam Rekonvensi
yang kedua agar manghukum Para Termohon Hekonvensi secara tanggung
renteng mengganti seiuruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian
Para Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi dipertimbangkan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tarena Para Termohon dalam Rekonvensi telah melakukan

wanprestasi, maka permohonan agar Para Termohon mengganti selurohs;
S SIA A

kerugian yang didenta oleh Pemohon dalam rckonvensi sebagai aklba\*---?igj;k’p
3 kA

Tar

_t
kelalaian Para Termohon Eekonvensi menjadi relevan untuk dipertimb'ainék n;e\

\ LULIEYY NS
14D, o~
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36.

37.

38.

—Dani

o
Menimbang, bahv 1 Para Termohon dalam R konvensi dalam Eé_s_i*r_ﬁ_pl.!_l_g_L
Rekonvensinya boir  menyatakan bahwao pcrmohona_r; ganti ' rugi oleh
Pemohon datam X :konvensi tentu saja bisa divjukan apabila keterlambatan
diakibatkan oleh I>.iia Termehon dalam Rekonvensi. Hal ini Majelis nilai sebagai
kesediaan Para 1 rmoehon dalam Rekonvens: untuk mengganti kerugian

Pemohon dalam B« konvensi jika terbukti keterliombatan diskibatkan oleh Fara

Termohon dalam B« koneensi;

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam Rekon sensi terbukti telah melakukan
wanprestasi, dalam bentuk keterlambatan penyel-:saian proyek. Namun, Majelis
secara bijak mendat bahwa keterlambatan  penyelesaian proyek bukan

sepenuhnya andil ¢ iri Para Termohon dalam Rekonvensi saja;

Menimbang, bahw Majelis berpendapat Pemuohon dalam Rekonvensi juga
memiliki andil kew.dahan yang mengakibatkan |erugian dirnya sendiri akibat
keterlambatan puenzelecoian proyek, hal ini di-lasarkan pada pertimbangan

sebagai berikut;

a. Pemohon dalim rekonvensi sering lalai atuu terlambat dalam memenuhi

tenggang wal tu korespondensi yang telah visepakati;

h. kosongnya jahatan project manager Pemohon dalam Rekonvensi selama
5 {lima} bulan sejak Juli 2008 sampat denpan Desember 2008 vang

berdampak ju 1a pada keterlambatan penyce esaian proyek;

c. Pemohon dalam Rckonvensi tidak cukup remberikan gambaran situasi
dan fakta lapangon scbagairana mestinya kepada Termohon sehingga

mengakibalkan banyaknya pengajuan VOR-VON atas alasan tersebut;

d. Saksi pihak Turmohon, Komarudin (mantan Project Manager PGN) daiam
kesaksiannya menyatakan terhadap proyek ini Perusahaan Gas Negara

mempunyai andil kesalahan”;

A -

39. Menimbang, babwa Pasal 1366 KUH Perdata mengatur, ”setiap or.-ané

bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatanrya, _"'
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4Q.

41.

42.

m\\ B an;

tetapi juga untuk ke-uginn yang disebabkan kelalaian atau kurar:n_g_h_atl—ha%invﬁ;

Menimbang, bahva karena Pemohon dalam Rekenvensi memiliki - andil
kesalahan yang mengakibatkan penyelesaian pro 'ck terlambat, maka kerugian-
kerugian yang did«rita oleh Pemohon dalam ©ekonvensi harus dibebankan

kepada kedua belal pihak secara adil;

Menimbang, babiniy oleh karena itu Majeli~ menilai cukup adil untuk
menghukum Para crmchon dalam rekonvensi membayar 50% (lima puluh
perseratus) dari be.aran dasar tuntutan ganti rugi yang didalilkan Pemohon

dalam Rekonvena:

Menimbang, bahwa meiu_;enai nilai ganti rugi discbabkan oleh wanprestasi yang
dilakukan aleh Para Termohon dalam Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1243

KUH Perdata Majcli- akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa klaim ke rupian akibat kelalaian Para Termohon dalam Rekonvensi
dalam penyeletiian proyek GMS (Time Frame 1.1} yang meliputi: biaya
operasional tel-komunikasi sementara scp.njang stasiun Pagardewa -
stasiun muargn hekasi dan pengecekan jalur pij a, Biaya jasa tenaga operator,
Biaya sewa kendaraan operasional, Biaya perjatanan dinas, dan Biaya Bahan
Bakar, yang sviuruhnya berjumiah Rp. 8,'10.395,691 {delapan milyar
sembilan ratus ~:puluh juta tiga ratus sembil.n puluh lima ribu enam ratus
sembilan pulub satu rupiah), dianggap relev.an dan dikabulkan 50% (lima

puluh perseratu- } dari jumlah tersebut;

- Bahwa klaim %erugian akibat kelalaian Para lermohon dalam Rekonvensi
dalam penyelesaian proyek GMS {Time Frame 1.2) yang meliputi: biaya
operasional telckomunikasi sementara sepajang jalur pipa gas antara
stasiun Grisik dengan stasiun lainnya dan pongecekan jalur pipa Grisik —
Pagardewa, Biaya jasa tenaga operator di stasiun Grisik, dan Biaya sewa
kendaraan Joperasional, yang seluruhnya Dbarjumlah Rp. 8,910,395,{_391
(delapan milyar  emlolan ratus sepuluh juta tiza ratus sembilan puluh lima

ribu enam ratu, sembilan puluh satu rupah), dianggap relevan dan
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dikabulkan 509 lima puluh perseratus) dari jumtah 1crsetf-l§§£ﬁ;_,‘f !

Bahwa klaim kiupgion akibat kelalaiaanarn Teimohon dalam Rekonvensi
dalam penyelesiian proyek GMS (Time Fraime 1.3) yang n'.ieliputi: biaya
operasional tel komunikasi antar stasiun  Cilegon/Bojonegoro  dengan
stastun [lainnya  (Grinik, Stasiun Penerima Sa: Pagardewa, Pagardewa,
Terbanggi Besar, Labuhan Maringai, Muaro Bekasi), Biaya jasa tenaga
operator, dan Pembelian Chemcod softwore, ignet dan Kelton software for
GM/PM, yang sc luruhnya berjumlah Rp. 1,461,091,862 (satu milyar empat
ratus enam pulih satu juta sembilan puluh :atu ribu delapan ratus enam
puluh dua rupiih), dianggap relevan dan .likabulkan 50% {lima puluh

perseratus} dari ;umlah tersebut;

-

Bahwa klaim Ferupian atas VOR pada I'T Rekavasa Industri untuk
penambahan panel £5D sebesar Rp. 102,513,400 (seratus dua juta lima ratus
tiga belas ribu empat ratus rupiah), dianggap relevan dan dikabulkan 50%

{lima puluh pers ratus) dari jumlah tersebut;

Bahwa klaim keiugian Pemohon dalam Rekovensi karena memperpanjang
kontrak konsult.m koosorsium Penspen Petrolechindo Utama sebesar USD
497,904.02 {empat ralus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat
koma dua dollar Amerika Serikat) dan Rp. 9,£19,740,279 (sembilan milyar
delappan ratus empal puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua
ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dianggap relevan dan dikabulkan 50%

(hma puluh perscratu) dari jumlah tersebut;

Bahwa klaim kerugian Pemohon dalam Rekovensi karena memperpanjang
kontrak konsultan PT I'etrotechindo Utama sebesar Rp, 2,204,066,706 {dua
milyar dua ratus empat juta enam puluh enam ribu tujubh ratus enam
rupiah}, diangpay relevan dan dikabulkan 50% (lima puluh perseratus) dari

jumlah terselbut:

AR RAT

Bahwa klaim Liguidaoted Damoges sebesar Rp. 955,797,139 (sembilan'qz‘ffﬁ% ;'\ -
4 y
ltma pubuh lima peta tojul ratus sembifan puluh tujuh ribu seratus tlga:)pilyl ht};‘}';.
! IR U
oD a L

\\‘f;"f?_:}nn .
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sembilan rupish), dianggap relevan dan :Iikabulkan‘50%':-"(li‘:rha. pulub’”’

perseratus) dan jumlah tersebut;

43. Menimbanp, balwea  alas  perumbangan-pertimbangan  tersebut  Majelis
menetapkan jumlat: kescluruhan yang harus dibeyarkan oleh Termohon dalam
Rekonvensi secara tangpung renteng kepada Pemiohon dalam Rekonvensi untuk
mengganti kerugian atas wanprestasi yang dilakuban oleh Para Termohon dalam
Rekonvensi adalah sebesar Rp. 11,790,672,118 (sebelas milyar tujuh ratus
sembilan pulub juls enam ratus tujuh pulub dva ribu seratus delapan belas
rupiah) dan USD 213,957 {dua ratus empat pulunt delapan ribu sembilan ratus
lima putuh dua dollar Amerika serikat), yaitu senilai 50% (lima puluh perseratus)

dari besaran tuntutan dasar ganti rugl yan;: diajukan Pemchon dalam

rekonvensi;

44, Menimbang, Bahwa Majelis akan menjatuhkan outusan dalam Konvensi dan

‘Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

45. Menimbang, bahwa karena permohenan Paro Pemohon dalam Konvensi
dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara tersebut
dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua bagian;
demikian pula karena Permohonan Pemohon dalam Rekonvensi dikabulkan
sebagian maka Dbiaya vyang timbul dari pemeriksaan perkara tersebut

dibebankan kepada kedua belah pihak masing-maxing seperdua bagian;

46. Menimbang, bahwa permohonan, jawaban, replk, duplik, kesimpulan, bukti-
bukti dan keteranpan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon,
serta berita acara persidangan, selurubnya dalam Konvenst dan dalam

Rekonvensi, oleh Majelis telah dijadikan bahan  pertimbangan hukum

sebagaimana mestina ;

L

47. Mengingat dan mvlnperh.!tikan- Undang-undang No. 30 tahun 1999 t‘entan“g

. .
~ .
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Arbitrase dan Aternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Profedur-BANT, surat-

surat perjanjian, surat-surat dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan

penyelesaian perkara ini terta peraturan perundang-undangan lainnya;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Mengabulkan Permohbonan Para Pemohon untuk scbagian; dan

Memerintahkan Termohon untuk memcnuhi kewajibannya membayar
sebesar Rp. §,056,966,595 {delapan milyar ima puluh enam juta lima
ratus enam puluh vnam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan
USD 2,041,386 (dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh

enam dollar Amerila Serikat), dengan rincian scbagai berikut:

a. Terhadap VOR 011 dan VOR 015 dikabulkan 100% (seratus
perscratus) dari besaran tuntutan dasar, yaitu seluruhnya
sebesar Rp. 4,396,086,050 (empat milyar tiga ratus sembilan

pulub enam juta delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah);

b. Terhadap YOR 012, VOR 013, VOR 016, dan VOR 024, dikabulkan
50% (lima puluh perseratus) dari besaran tuntutan dasar; yaitu
sebesar Rp. 3,660,480,545 (tiga milyar enam ratus enam puluh
juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima
rupiab) dan USD 2,041,386 ({dua juta empatl puluh satu ribu tigaj‘

ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat);.

DALAM REKONWVENSI

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonensi untuk sebagian;
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Menyatakan I"ara Termohon Rekonvensi tc lal udera';zin]‘ _(_wanpr.es’tasa}
dalam  menenuhi kewajibannya  untuk  menyelesaikan  kontrak -
sebagaimana dialur dalam Kontrak [lo. 004100.PK/241/UT/2006

tertanggal 3 ILlei1 2006; dan

Memerintahtan Para Termohon Rekonvensi untuk mengganti sebagian
kerugian Pemohoa Rfckonvensi sebesar Rp. 11,790,672,118 (sebelas
milyar tujuh 1atus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu
seratus delapn belas rupiabh) dan USD 24£.,952 (dua ratus empat puluh

delapan ribu - embilan ratus lima puluh dua «Jdollar Amerika serikat).

DALAM KONVENS! DAN REKONVENSI

1

Memerintahk in I'ora  Pemohon untuk tetap melanjutkan seluruh
pekerjaan dan menyelesaikan proyek GNMS sesuai dengan ketentuan

Kontrak No. 094100.PK/241/UT/2006 tertanggal 3 Mei 2006;

Menghukum Para ’emohon dan Termohen untuk membayar biaya-biaya
yang timbul atas perkara pada permohonan Konvensi masing-masing %

{seperdua) bacian;

Menghukum Pemohon Dalam Rekonvensi dan Para Termohon Dalam

Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada

permohonan Rekonvensi masing-masing ¥ (seperdua) bagian;

Menyatakan putusan BANI dalam sengketa ini sebagai putusan pertama

dan terakhir surta mengikat Pemohon dan Termohon ;

Menghukum Femchon dan Termohon untul melaksanakan isi putusan ini

dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sctelah putusan ini dibacakan ;

Memernntahkan Sckrelaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan

turupan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadllanx

- I\_:,., \|., -', _-“
Negeri Jakarta Pusal atas biaya Pemohon dan Termohon dalanﬂ.enggaﬁg e
waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 '_ i

‘3' f iNﬂT
. 1|~'|9 _'"4 ,_.',

]
2070 08>
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Demikian diputuskan dalam immusyawarah hari Senin tanggal 7 Sep_ternf:blqgﬂaﬁ'l()og:"-&a_n :
diucapkan pada hari yang, san di kantor BADAN ARBITRASE NASIO"I'\IAL‘I-NI-Z'JONESIA,
Gedunp Wahana Graha, Lanti 2 Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12670 oleh _
Majelis Arbitrase yang: terdin dari Prof. Dr, H. Ahmad M. Ramlbi, SH, MH, FCBArb.
sebagai Ketua Majelis Aibitrase, Anangga W Roosdiono, SH, LLM, FCBArb. dan Dr.
Frans Hendra Winarla, S, B, FCBAD, masing-masing scbagai Anggota Majelis
Arbitrase, serta didampingi oleh Sebretaris Maielis Kartadi. S, SH. di depan sidang

Arbitrase dengan dihadin kedua belah pihak dan atau Kuasa Hukum Pemohon dan

Termohon.

JAKARTA, 7 SEPTEMBER 2008

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH, M|, FCBArb.

Ketua Majelis

/ e
\ }. R A’\&TQK&'Q r(,'l 'l(-"\n,)\_

Anangga W Roosdiono, SH, LLM, FCBArh.

Anggota Majelis
_H_‘-_ 7/ '-‘f I,,—,k‘t"' * /
r / i /,’,_,}_'_——\'_,___.‘__ e

Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MY, FCBArb.

Anggota Majelis
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